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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupa-
kan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a.  Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk.
Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang dituju-
kan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

b.  Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

C. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait ha-
nya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan
Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai ba-
han ajar; dan

d.  Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengem-
bangan ilmu pengetahuan yang memungkin kan suatu Cip-
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izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lemba-
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelang-
garan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dip-
idana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (se-
ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelangga-
ran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ru-
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat
diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya
hingga akhir zaman.

Buku Islam dan Hubungan Internasional ini hadir sebagai
upaya untuk memahami dinamika interaksi Islam dengan dunia
internasional dari perspektif sejarah, diplomasi, politik, ekonomi,
keamanan, hingga hak asasi manusia. Dalam perjalanan sejarahnya,
Islam telah memainkan peran signifikan dalam membentuk hubungan
antarnegara, baik melalui ekspansi peradaban, perdagangan,
diplomasi, maupun kontribusi intelektual.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berupaya mengelaborasi
berbagai aspek hubungan Islam dan hubungan internasional secara
sistematis. Bab pertama menguraikan sejarah hubungan Islam dengan
negara-negara lain, menyoroti peran perdagangan, ekspansi, serta
hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak masa awal Islam. Bab
kedua membahas konsep diplomasi Islam dan peran negara-negara
Muslim dalam diplomasi global. Bab ketiga menelaah keterlibatan
Islam dalam organisasi internasional, termasuk peran Organisasi
Kerja Sama Islam (OKI) dalam isu-isu global.
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Lebih lanjut, buku ini juga mengupas hubungan bilateral negara-
negara mayoritas Muslim dengan dunia, termasuk dinamika politik,
ekonomi, dan keamanan yang berkembang. Bab mengenai Islam
dan keamanan internasional menyoroti peran Islam dalam isu-isu
global seperti terorisme, keamanan siber, serta kontribusi dalam misi
perdamaian. Selain itu, isu lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia,
dan media internasional juga mendapat perhatian khusus dalam
buku ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap hubungan Islam
dan komunitas global.

Pada bab terakhir, penulis mengajak pembaca untuk melihat
prospek masa depan hubungan Islam dan komunitas internasional
dengan mempertimbangkan tantangan serta peluang yang ada.
Harapannya, buku ini dapat memberikan wawasan mendalam
mengenai posisi Islam dalam hubungan internasional serta
mendorong terciptanya dialog, toleransi, dan kerja sama yang lebih
baik di masa depan.

Terselesaikannya penulisan buku ini, tentu juga tidak terlepas
dari peran dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kolega penulis.
Penulisan buku ini juga ditujukan terkhusus untuk putri semata
wayang penulis, Aisyah Zahra Igbal.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi bagi akademisi,
praktisi, masyarakat umum, diplomat, dan pemerhati hubungan
internasional yang tertarik memahami lebih dalam bagaimana Islam
berinteraksi dengan dunia internasional dalam berbagai aspek
politik, ekonomi, diplomasi, dan keamanan. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2025

Penulis

Dr. Rizki Damayanti, S.IP, M.A.
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KATA
PENGANTAR

Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem nilai
yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk diplomasi,
ekonomi, dan perdamaian dunia. Seiring dengan cepatnya perubahan
global dari geopolitik, teknologi, hingga transformasi ekonomi—
pemahaman mengenai interaksi Islam dalam konteks hubungan
internasional menjadi semakin penting.

Banyak wajah Islam di panggung dunia yang yang menunjukkan
kebaikan, kemajuan, dan ikut dalam transformasi global yang
modern. Karena itu, hubungan dan diplomasi Islam di panggung
dunia masih sangat signifikan.

Pada saat ini hubungan antara Islam dan politik global telah
menjadi isu sentral dalam dinamika internasional modern. Islam
bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem nilai yang
memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk diplomasi,
ekonomi, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, pemahaman
mengenai interaksi Islam dalam konteks hubungan internasional
menjadi semakin penting di tengah perubahan global yang cepat.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,
Indonesia memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk
memainkan peran strategis dalam membangun hubungan antara
Islam dan dunia global.
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Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem demokrasi yang
berkembang, yang membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat
berjalan beriringan tanpa kontradiksi.

Buku Islam dan Hubungan Internasional ini hadir sebagai
kontribusi akademik yang tidak hanya menawarkan pemetaan
teoritis yang solid, tetapi juga menganalisis realitas politik global
yang melibatkan dunia Islam. Ditulis oleh seorang akademisi yang
memiliki fokus kajian Islam dan hubungan internasional, buku ini
menyajikan analisis berbasis penelitian yang kaya akan wawasan
historis, geopolitik, serta refleksi terhadap tantangan dan peluang
yang dihadapi negara-negara Muslim dalam percaturan global.

Universitas sebagai institusi yang mengedepankan nilai-
nilai Islam, keindonesiaan, dan modernitas sangat mengapresiasi
kehadiran buku ini. Karya ini sejalan dengan visi universitas
dalam membangun pemikiran Islam yang kontekstual, terbuka,
dan berorientasi pada solusi bagi tantangan global. Lebih dari
sekedar referensi akademik, buku ini dapat menjadi jembatan bagi
para pemangku kepentingan baik akademisi, diplomat, pembuat
kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana
Islam berkontribusi terhadap tata dunia yang lebih harmonis dan
berkeadilan.

Saya meyakini bahwa buku ini akan menjadi bacaan penting
bagi mereka yang ingin menggali lebih jauh tentang peran Islam
dalam hubungan internasional, baik dari perspektif sejarah maupun
kebijakan kontemporer. Semoga karya ini dapat memperkaya
khazanah keilmuan di Indonesia dan menjadi rujukan yang
bermanfaat bagi berbagai kalangan yang tertarik pada interaksi
antara Islam dan dunia global.

Selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga karya
ini tidak hanya menjadi sumbangan bagi dunia akademik, tetapi juga
menginspirasi lahirnya pemikiran dan kebijakan yang lebih inklusif
dalam memahami peran Islam di kancah internasional.

Prof. Didik. J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor Universitas Paramadina
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KATA
PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan karunia untuk terus menimba ilmu dan memperkaya
wawasan dalam memahami berbagai aspek Islam dalam kehidupan
global. Kehadiran buku Islam dan Hubungan Internasional ini
merupakan kontribusi penting dalam menjembatani pemahaman
antara Islam dan dinamika politik dunia, terutama dalam konteks
diplomasi, ekonomi, keamanan, lingkungan, serta isu-isu global yang
melibatkan negara-negara Muslim dan organisasi internasional.

Buku ini hadir di tengah meningkatnya perdebatan mengenai
posisi Islam dalam hubungan internasional. Selama berabad-abad,
Islam tidak hanya menjadi agama dan sistem nilai, tetapi juga aktor
yang berperan dalam membentuk tatanan dunia melalui berbagai
peradaban, interaksi diplomatik, dan kerja sama internasional.
Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis akademik, buku
ini mengupas berbagai dimensi peran Islam dalam diplomasi
modern serta bagaimana negara-negara Muslim dan organisasi
Islam berkontribusi dalam penyelesaian konflik, pembangunan
perdamaian, dan dialog antarperadaban.
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Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen kuat
dalam mengembangkan studi Islam dan hubungan internasional, saya
menyambut baik terbitnya buku ini. Dengan latar belakang akademik
yang kuat, penulis telah mengintegrasikan berbagai perspektif
historis dan kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai keterkaitan antara Islam dan dinamika global.

Buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan
mahasiswa, tetapi juga bagi diplomat, pembuat kebijakan, dan
masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh bagaimana
Islam berinteraksi dalam sistem internasional.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat
bagi pengembangan kajian Islam dan hubungan internasional, serta
mendorong diskusi yang lebih luas mengenai peran Islam dalam
membangun dunia yang lebih damai, adil, dan harmonis. Akhir
kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas karyanya yang
sangat berharga ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi
banyak pihak dan menjadi bagian dari kontribusi intelektual dalam
memperkaya studi Islam dan hubungan internasional di Indonesia
maupun di kancah global.

Wallahu a’lam bishawab

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
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KATA
PENGANTAR

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kajian
mengenai Islam dan hubungan internasional menjadi semakin
relevan dan mendesak. Islam bukan hanya sebuah ajaran spiritual,
tetapi juga sistem nilai yang memiliki pengaruh signifikan dalam
dinamika politik, ekonomi, dan diplomasi dunia. Buku Islam dan
Hubungan Internasional ini hadir sebagai sebuah karya akademik
yang menawarkan perspektif mengenai interaksi Islam dengan
tatanan global, baik dalam konteks sejarah, teori, maupun praktik
kontemporer.

Buku ini menyajikan kajian yang komprehensif, menghubungkan
konsep-konsep dalam studi hubungan internasional dengan prinsip-
prinsip Islam yang telah lama menjadi bagian dari peradaban dunia.
Lebih dari itu, buku ini mengulas bagaimana negara-negara Muslim,
organisasi Islam, serta para aktor non-negara berperan dalam
membentuk kebijakan global dan memperjuangkan kepentingan
umat Islam di berbagai belahan dunia. Dengan pendekatan berbasis
penelitian yang kaya referensi, buku ini memberikan wawasan
bagi akademisi, diplomat, mahasiswa, serta pengambil kebijakan
yang tertarik pada persinggungan antara Islam dan hubungan
internasional.
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Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada kajian
Islam dalam perspektif global, kami sangat mengapresiasi kehadiran
buku ini. Karya ini sejalan dengan misi UIIl dalam mengembangkan
pemikiran Islam yang progresif dan kontekstual terhadap isu-isu
internasional. Di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari
konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga perubahan iklim,
pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi Islam dalam
membangun tatanan dunia yang lebih adil dan damai menjadi
semakin penting.

Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik,
tetapi juga dapat menginspirasi kajian lebih lanjut mengenai Islam dan
hubungan internasional. Semoga karya ini memberikan kontribusi
nyata dalam membangun pemahaman yang lebih luas tentang peran
Islam dalam percaturan global serta mendorong dialog yang lebih
konstruktif antara dunia Islam dan komunitas internasional.

Selamat kepada penulis atas kontribusi intelektual yang berharga
ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak kalangan dan menjadi
pijakan dalam memperkaya diskursus mengenai Islam dan hubungan
internasional di Indonesia maupun di tingkat global.

Prof. Jamhari Makruf, M.A., Ph.D.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
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BAB I

SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN é
HUBUNGAN INTERNASIONAL v

Sejarah hubungan Islam dengan negara-negar bt:elaﬁmlai
sejak masa awal penyebarannya, ketika interaksi)gntarakpmunitas
Muslim dengan berbagai peradaban luar ai terPerituk. Sejak
zaman Nabi Muhammad, hubungan dip @atik politik mulai
terjalin, yang kemudian berkembang éé} i ekspansi Islam
ke wilayah-wilayah di luar Jazirah K(a .S perluasan v??l-a‘yah,

perdagangan juga memainkan(berar@ting dala%ﬁenjalin
i

hubungan antara umat Islam dax‘ﬁ)erba ergja@'serta bahgsa, yang

tidak hanya memperluas @aruhvﬁlor&,\ etaKnga membuka

jalan bagi pertukaran btidtaya d@ ilm ngetahuan. Peristiwa-

peristiwa sejarah, sepe@eks @1 besé'g esaran Ke Asia, Afrika, dan

Eropa, memberika ar;éi%"sigm'gkan adap pola hubungan
m

internasional massJtu. P{%aru am semakin mengakar
melalui hubt@.gan a@'k\zangﬁg)a:ngun dengan kekuatan-
kekuata ar ﬁ Toke -to]@ penting dalam sejarah Islam,
seperti lif an n @ kerajaan-kerajaan besar seperti
Umayyah, \asiyah%an‘l{t aniyah, memainkan peran sentral

ﬁ.}rﬁ r@n entuk 1ags@fﬁ5 politik global. Melalui kemampuan
re enjalin aI{?ﬁm, membangun jaringan perdagangan,
dan{pnéndirikan pusat-pusat kekuasaan, Islam menjadi kekuatan
Qx’na dalam dl@a hubungan internasional, yang mempengaruhi
\\;gradaban global hingga masa kini.
Q
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A. Konteks Sejarah Awal Hubungan Islam dengan
Negara-Negara Lain

Hubungan internasional Islam dimulai sejak masa awal
penyebarannya, yaitu di masa kepemimpinan Nabi Muhammad
SAW. Pada abad ke-7, Islam tidak hanya berfokus pada penyebaran
agama, tetapi juga pada pembentukan hubungan diplomati
dengan entitas politik di luar Arab. Salah satu contoh pahng
dari hubungan ini adalah surat yang dikirim Nabi[Muh
kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, seperti Aiear hus
dari Bizantium dan Kisra dari Persia, yang meng%)'a m a untuk
memeluk Islam atau berdamai dengan umat lim 0sito, 1999).
Inisiatif ini menunjukkan kesadaran poli slam%ak masa-masa
awalnya, bahwa menjalin hubungan ba&~ en egara-negara lain

adalah hal penting. & \@ v

*

para khalifah setelahnya m pa s- a\ s p ik'tradisional.
Melalui proses penaklu ep é afaur Rasyidin
dan Umayyah, w1lay h ay yan @uasa1 encakup sebagian

besar Timur Teng rsi es in \S‘panyol Hubungan
Islam dengan @q -ne, éz_noriwg‘ rkembang pesat melalui

Ekspansi Islam di bawah keﬁg% LY& 'b.l Muhammad dan
a

kebijakan lu ng t didasarkan pada agama

tetapi ]ug@ gm m;?’( ekonoml (Hourani, 1991). D
sisi la bu Arab dan kawasan lain, sepert1
Bizan{ § dan d1a., perkuat interaksi antarbudaya dan
ekq‘z\@m O kemudlan%e perluas pengaruh Islam di dunia.

P@ masa KhulaQur Rasyidin, khalifah pertama, Abu Bakar, dan

p% usnya Umar bin Khattab, memimpin berbagai ekspansi militer
ilayah- w11a@ﬁ di sekitar Jazirah Arab. Selain tujuan politik dan
\\/agama hubungan dengan negara-negara lain juga bertujuan untuk
menjaga stabilitas ekonomi umat Muslim. Keberhasilan mereka tidak
hanya menguasai secara militer, tetapi juga merangkul penduduk
lokal untuk berinteraksi secara damai dan membangun hubungan
dagang yang saling menguntungkan (Kennedy, 2004). Konsep ini
menjadi landasan hubungan internasional Islam di kemudian hari.
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Salah satu contoh penting hubungan Islam dengan negara-
negara non-Muslim adalah hubungan diplomatik yang dijalin dengan
Bizantium. Pada masa Dinasti Umayyah, meskipun terjadi berbagai
peperangan dengan Bizantium, hubungan perdagangan antara
kedua pihak tetap berlangsung. Bizantium dan Muslim melakukan
pertukaran barang-barang mewah seperti sutra, perhiasan, da
rempah-rempah, menunjukkan bahwa meskipun ada konflik poli
dan militer, hubungan ekonomi tetap terjalin secara ba11< %
2002). Ini mengindikasikan bahwa sejak awal,
pendekatan yang fleksibel dalam hubungan inte }@ rutama
dalam hal ekonomi.

Muslim juga membangun aliansi strategis d n negara-negara

Seiring dengan ekspansi militer yan;@us b %gsung, umat

non-Muslim. Pada masa Dinasti Abbasiy ungan dip?ﬂiatik
dengan Tiongkok dan India semakih kua alui jalur perdaigangan
maritim, umat Muslim memperdag kan a&rahg-barang seperti
sutra, porselen, dan rempah-rem ;§guasa dinasti
Tang di Tiongkok dan kxg jaa sher, 2001). Ini
menunjukkan bahw lam &ﬁl fo q‘s pada penyebaran

agama, tetapi ]u% enghz&al h gan diplomatik dan
ekonomi denga gar%ﬁ -M @m

Peng r membangun hubungan
interna al I ]u rh Afrlka Timur. Para pedagang
Musl@am ersla rlayar ke pantai timur Afrika dan

rlkan sat-pusat gangan di Zanzibar, Mogadishu, dan

@m Hubunga%@ ang ini memperkuat pengaruh Islam di
Afrikayserta menciptakan hubungan saling menguntungkan antara

Muslim da?@nguasa lokal yang bersedia bekerja sama (Horton
W1ddleton 2000). Pengaruh Islam di Afrika kemudian berkembang
pesat dengan masuknya penguasa-penguasa lokal ke dalam Islam
dan integrasi mereka ke dalam jaringan perdagangan internasional
yang lebih luas.

Selain perdagangan, hubungan diplomatik formal juga
memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi antarnegara.
Pada masa Dinasti Abbasiyah, khalifah Harun al-Rasyid menjalin
hubungan diplomatik dengan Charlemagne, penguasa Kekaisaran
Romawi Suci di Eropa. Kedua pemimpin bertukar hadiah dan
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utusan, menandai awal hubungan baik antara Muslim dan Eropa.
Hal ini membuktikan bahwa hubungan internasional Islam pada saat
itu sudah sangat maju dan tidak terbatas pada dunia Islam saja, tetapi
juga mencakup dunia Kristen Eropa (Kennedy, 2004).

Di Asia Selatan, hubungan internasional Islam dimulai sejak
perdagangan maritim dengan India dan Sri Lanka. Para pedagan@
Muslim dari Arabia dan Persia sudah sejak lama terlibat d
perdagangan rempah-rempah, kain, dan logam mulia flenga
Keberadaan Muslim di India semakin berkemb etikgPinasti
Ghaznawiyah dan Mughal mulai menaklukk ilayvbwilayah
tersebut, membawa serta budaya dan agama kedaldm struktur
politik dan ekonomi lokal (Thapar, 199 al ip~menunjukkan

bagaimana hubungan Islam denga &an tidak hanya
berbasis ekonomi, tetapi juga berujur& ad karan budgya'dan

keagamaan. @
Hubungan Islam deng egara“nega %1 ]\Qa Perkembang
pesat melalui berbagai @ a& n d1buat dengan
E op alah

negara-negara Kristen Q erjanyan terkenal adalah
g g p r]

Treaty of Tudrmr ngu@h"Mushm di Spanyol
dengan penguasaKrist \gkal 1’1]1(’;6' ni memungkinkan umat
Kristen untuk an }s ey@an mereka selama mereka
tunduk pa@ em@ @ usl an membayar pajak. Hal ini
menunjdkkan 1 Islanﬁasrl awal memiliki pendekatan

toler dal ubungan m@‘lasmnal khususnya terkait dengan
keg‘ewgam@agama (Fletslée 2006).

S@m hubungaQ-}lplomatlk umat Muslim juga berperan
w dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui

ungan dengar! Yunani, Persia, dan India, para sarjana Muslim

enerjemahkan karya-karya besar filsafat dan sains yang kemudian

Q disebarkan ke seluruh dunia Muslim. Hubungan internasional ini

memainkan peran signifikan dalam membentuk peradaban Islam

yang maju secara intelektual dan ilmiah, yang pada gilirannya

berdampak pada hubungan dengan dunia Barat di kemudian hari
(Saliba, 2007).
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Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Al-Farabi juga
memainkan peran penting dalam pemikiran politik dan hubungan
internasional. Ibnu Khaldun, dengan konsep-konsepnya tentang
siklus dinasti dan hubungan antarnegara, memberikan pandangan
yang mendalam tentang dinamika kekuasaan di dunia Islam dan
non-Islam. Pemikirannya tentang ‘asabiyyah (solidaritas kelompok)
dan bagaimana kekuatan politik dibangun dari hubungan sosial ie
ekonomi masih relevan dalam studi hubungan internasional h@
saat ini (Ibn Khaldun, 1967). S’D‘ @

Kerajaan Islam yang berbeda-beda, seperti U@%yah@gganyol,
Abbasiyah di Baghdad, dan Utsmaniyah di "@ki, jugdvhemainkan

peran penting dalam mengembangk un internasional
yang kompleks. Masing-masing ker iki pendekatan
yang berbeda-beda dalam rnen]almfﬁ? dengan dur!?rnon-
Muslim, baik melalui diplomasifperd an, maup kspansi
militer. Namun, semua kerajaarclz/{r\i ili @Samaan dalam hal
memperluas pengaruh Isla@ﬁelal?‘?;;@an n\ nasional yang
terorganisir (Lapidus, 2002)- Q 6

Pada akhlrnya J ]ar al h l@ngayeslam dengan negara-
negara lain m e]ak masa awal, sudah
terlibat dalar@ ter al g luas Melalui diplomasi,
perdagan dan , Islam berhasil membangun

hubu§ @k erbagal peradaban. Hal ini
mem si Isl seba kekuatan global yang berpengaruh

daQQremb jalan bagi m&&akm lintas budaya yang kaya.

Q '~
B.Qﬁgaruh Pe 1s€vjva Sejarah: Ekspansi Islam,

erdagang@ dan Hubungan Diplomatik

\\/ Ekspansi Islam yang berlangsung pada abad ke-7 hingga
ke-8 memainkan peran penting dalam pembentukan hubungan
internasional dan pengaruh geopolitik Islam di berbagai wilayah.
Proses ekspansi ini bukan hanya merupakan penaklukan militer
semata, tetapi juga disertai dengan penyebaran agama dan budaya
Islam yang berdampak luas terhadap peradaban di kawasan Timur
Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Asia Tengah (Kennedy, 2007).
Melalui ekspansi ini, Islam berhasil menjalin interaksi dengan
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berbagai kekuatan politik dan ekonomi di dunia, baik melalui
perdagangan maupun diplomasi.

Ekspansi Islam pertama Kkali terjadi di bawah kepemimpinan
Khulafaur Rasyidin, dengan Khalifah Abu Bakar yang melanjutkan
perjuangan Nabi Muhammad untuk menyatukan Jazirah Arab.
Di bawah Khalifah Umar bin Khattab, Islam mulai menaklukka%
wilayah-wilayah di luar Arab, termasuk Persia, Mesir, dan ié@r
(Donner, 1981). Proses ekspansi ini berlanjut pada Masa Pinasti
Umayyah, yang berhasil membawa Islam ke Spa [oF di %a dan
wilayah Asia Tengah di Timur. Penaklukan i 1r11 tid y@engubah

peta politik dunia, tetapi juga menciptakan tefaksi sosial,
ekonomi, dan budaya antara dunia Islam ﬁ 1r1or1-?g~
pa

Ekspansi Islam tidak hanya ber naklukan ilayah,

tetapi juga berusaha membang dlplom engan
kerajaan-kerajaan di luar duni ah satu cont pentmg
dari diplomasi Islam pada a,awag%\a toy’ang dikirim
Nabi Muhammad kepa en a, t ﬁsasuk Heraklius
dari Bizantium dan K1 1a Y, engaj ‘untuk menerima

Islam atau hidup b@am i at N@shm (Esposito, 1999).
Diplomasi sem am ini %Imn]t@b imana Islam, sejak awal,
menyadari pe bungan ngan kekuatan-kekuatan
besar di lu rduni mb
ek Is dal Q{embangun jaringan perdagangan
a ug gat 51gn1f an. Melalu1 jalur darat dan laut, umat
1m@en]ahn perd gan dengan Eropa, Afrika, dan Asia.
Sala‘h@tu contoh a@a peran Muslim dalam Jalur Sutra, yang
rt@?ﬁubungkan CQma Asia Tengah, dan dunia Islam dengan Eropa.
epanjang jaltwini, para pedagang Muslim tidak hanya membawa
\\E:rang—barang seperti sutra, rempah-rempah, dan perhiasan, tetapi
juga menyebarkan agama, bahasa, dan budaya Islam ke wilayah-
wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Islam (Fisher, 2001).
Pengaruh perdagangan ini memperluas cakrawala Islam di dunia
internasional.

Dalam konteks perdagangan maritim, umat Muslim juga
menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia dan Laut Merah.
Para pedagang Muslim dari Arabia dan Persia memainkan peran
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kunci dalam menghubungkan India, Asia Tenggara, dan Afrika
Timur melalui perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-
barang mewah lainnya. Kota-kota pelabuhan seperti Basra, Aden,
dan Mogadishu menjadi pusat perdagangan internasional yang
penting, di mana umat Muslim dan non-Muslim bertukar barang dan
budaya (Hourani, 1995). Hubungan perdagangan ini menjadi fonda
penting dalam hubungan diplomatik Islam dengan berbagai kera]
non-Muslim di Asia dan Afrika.

Selain peran perdagangan, hubungan diplomatik fo ]uga
memainkan peran penting dalam memperkuat i si ra dunia
Islam dan non-Muslim. Pada masa Dinasti Abbasiyah ifah Harun

penguasa Kekaisaran Romawi Suci diE¥opa. ua pemimpin ini
saling bertukar hadiah dan utusan, aﬁe unj n bahwa méskipun
terdapat perbedaan agama, hubu @atlk antar duakékuatan
besar dapat tetap terjalin (Kerm %ﬁ masi semacam ini

mencerminkan fleksibilita @r{ ad bili slar@afam menjalin
hubungan 1nternas1ona1

al-Rasyid menjalin hubungan diploma’;"}&en harlemagne,

Peran ekspans' gan dala@r'fnenyebarkan Islam
juga terlihat di N<a U Para penakluk Muslim,
seperti Dinast luk «&§ wilayah Afrika Utara dan
mendlrlkaQﬁ alui jalur perdagangan trans-
Sahara, @n ia @ e Afrika Barat, di mana kerajaan-

keraj -Ghana$ Mali, @n Songhai mulai mengadopsi Islam

ba resmi (Ho@t & Middleton, 2000). Interaksi antara
uslim dan periguasa lokal menciptakan ikatan diplomatik
dangekonomi yang kuat, yang pada gilirannya memperkuat posisi
di kawasaprtersebut.

N\ Di Asia Tengah, ekspansi Islam membawa dampak signifikan
O terhadap hubungan internasional di wilayah tersebut. Melalui
penaklukan wilayah-wilayah seperti Persia dan Transoxiana, Islam
menjalin hubungan dengan dinasti-dinasti lokal seperti Samanid
dan Ghaznawiyah, yang kemudian menjadi pendukung setia
kekhalifahan Abbasiyah (Lapidus, 2002). Hubungan antara kekuatan
politik Muslim dan non-Muslim di wilayah ini berlangsung melalui
diplomasi dan pernikahan antar-kerajaan, yang memperkuat aliansi
politik dan memperluas pengaruh Islam di Asia Tengah.
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Hubungan diplomatik Islam juga berkembang di Timur Jauh,
khususnya dengan Tiongkok pada masa Dinasti Tang. Melalui jalur
perdagangan darat dan laut, umat Muslim menjalin hubungan
yang erat dengan kekaisaran Tiongkok. Para pedagang Muslim
yang menetap di kota-kota pelabuhan Tiongkok seperti Guangzhou
membawa serta budaya dan agama mereka, menciptakan komumt
Muslim yang cukup besar di sana (Wade, 2009). Hubungan diplom
ini tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga menc%&~
pertukaran budaya dan teknologi antara dunia Islan)y Ti

Perdagangan Islam di kawasan Asia Sel ]ugﬁ)nemﬂlkl
pengaruh yang sangat besar terhadap hub imdrhasional di
wilayah tersebut. Melalui jalur laut yang m ubu n Teluk Persia
dengan India, para pedagang Mush mb rempah rempah,
kain, dan logam mulia ke pasar- Selatan I ‘aksi
antara umat Muslim dan pendt@lk 1 d1 India i’ptakan
hubungan ekonomi dan d1plor§1ht1k g 5 1@ menguntungkan,
yang kemudian membuka jalah bagi an Qam di wilayah
tersebut, terutama pada @a Dir@t al ( %par 1990).

Dinasti Mugha@ang Qk \gpd'%ndla@a’h abad ke-16 hingga
an
u

abad ke-18, me \inka tin am penyebaran Islam
di Asia Selat %éua seperti Babur, Akbar, dan

Aurangze stem administrasi yang kuat
ra31 aya dan agama antara Islam dan

tetapi %@n
tradi lny;a, enal dengan kebijakan toleransinya
mae\ku ko ) Dzn i Ila@ang mencoba menyatukan berbagai
erc n dalam gka pemerintahan yang inklusif. Selain
itu, agangan yang berkembang pesat di bawah pemerintahan
al menari?’&n’yak pedagang Muslim dari Timur Tengah dan
%m Tengah, yang mempercepat penyebaran Islam melalui interaksi
sosial dan ekonomi. Kombinasi perdagangan, patronase kerajaan,
serta interaksi antara ulama dan masyarakat lokal menjadikan Islam
sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan politik di India
selama periode tersebut (Eaton, 2003).
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eo \O Qa%b?r @gyah Dinasti Mughal

\\/ Q Sumber: hﬂp@wasansejarah.com/dinasti—mughal/
*

o in perdag gan dan diplomasi, penyebaran ilmu

p ?tahuan dan @knologi juga memainkan peran penting dalam

%perkuat h gan internasional Islam. Melalui penerjemahan

arya-karya Yunani, Persia, dan India, umat Muslim berperan

Q penting dalam menyebarkan pengetahuan ilmiah ke seluruh dunia.

Pusat-pusat pengetahuan seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba

menjadi pusat intelektual di mana para sarjana Muslim dan non-

Muslim berkumpul untuk belajar dan bertukar ide (Saliba, 2007).

Ini menunjukkan bagaimana ekspansi Islam tidak hanya membawa
pengaruh politik dan ekonomi, tetapi juga intelektual dan budaya.
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Hubungan diplomatik Islam juga terlihat di Eropa Barat,
khususnya di Spanyol Muslim (al-Andalus). Para penguasa Umayyah
di Spanyol berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai
kerajaan Kristen di Eropa, seperti Kerajaan Frank dan Inggris. Salah
satu contoh adalah Treaty of Tudmir, yang memungkinkan umat
Kristen di Spanyol untuk mempertahankan agama mereka selam
mereka tunduk pada pemerintahan Muslim dan membayar pa]?é
(Fletcher, 2006). Perjanjian semacam ini menunjukkan pende
toleran Islam dalam hubungan internasional, y serl ali

didasarkan pada kompromi politik dan ekonomh/g O

Pada akhirnya, pengaruh ekspansi @b Magangan
dan hubungan diplomatik sangat signifikdn da membentuk
hubungan internasional di dunia pra- ern l@alui penaklukan,
perdagangan, dan diplomasi, Islamrﬁe hasi nciptakan j?iﬁgan
global yang menghubungkan dufiia Musglipit dengan Erqpa,‘Afrika,
dan Asia. Pengaruh ini tidak hﬁy % alkpada a§pek politik
dan ekonomi, tetapi juga pa@ per §}\a ama, dan ilmu
pengetahuan yang me ka @era ia (Lewis, 2002).
Dengan demikian, I tidaéany@ am@gg sebagai kekuatan
militer, tetapi juga s \l_ atanpyang Qéﬁghubungkan berbagai

peradaban.
S ov &
C. Per@:ard %anm Islam di Afrika dan

MS@Q Islam d}@k’nka dan Asia Selatan melalui jalur
e

da an telah rikan kontribusi signifikan terhadap
hubtmgan internasional dan diplomasi di wilayah tersebut. Sejak
aQ'd ke-7, Isla"@%nyebar melalui para pedagang yang melakukan
erjalanan melintasi jalur perdagangan di sepanjang Laut Merah,
Q\ Samudra Hindia, dan sekitarnya (Lapidus, 2014). Jalur perdagangan
ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur komersial, tetapi juga sebagai
sarana penyebaran agama Islam ke wilayah baru. Para pedagang
Muslim membawa serta nilai-nilai dan budaya Islam ke Afrika dan
Asia Selatan, menciptakan hubungan sosial, politik, dan ekonomi

yang erat antara berbagai komunitas (Chaudhuri, 2015).
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Di Afrika, khususnya Afrika Utara, penyebaran Islam dimulai
sejak penaklukan Arab pada abad ke-7. Pedagang Muslim yang
melintasi Gurun Sahara membawa Islam ke Afrika Barat, dan melalui
jalur perdagangan emas dan garam, Islam menyebar ke kota-kota
besar seperti Timbuktu, Gao, dan Djenne (Thornton, 2019). Kota-kota
ini menjadi pusat perdagangan dan intelektual, di mana hubungan
internasional antara berbagai kerajaan Afrika dan dunia Islam m %
terjalin. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang-batfang
dagangan, tetapi juga memfasilitasi pertukaran i an &ya
yang memperkuat hubungan internasional arob% wil (Ali,
2016). Selain itu, para penguasa Afrika, sepert usa dari
Kekaisaran Mali, memainkan peran penti alaQ‘memperkuat
hubungan internasional melalui dipl il . Mansa Musa
terkenal karena perjalanan hajinya k ah tahun 1324, yang
tidak hanya meningkatkan pengar’% sla@l Afrika Barat tetapi
juga mengokohkan hubungan ¢ mat‘@antara Mali é negara-
negara Muslim lainnya (Ahmad, 021Rku I\Q:aﬂke berbagai
wilayah Muslim mempe@]ar np an an hubungan

diplomatik yang bertahqn'sela er%@- bad"

Sementara 1tu, sia[S tan \1 masuk melalui para
pedagang Arab@ sia, G erlayar melalui Samudra
Hindia pa Aslaa, 017). Jalur perdagangan

maritim i kl@an h ngan langsung antara para
peda asa lokal di pantai barat India.
Kota-kota @ uhan sepe alicut, Cochin, dan Surat menjadi
Q\a P, gangan 1an/ a51onal yang menghubungkan Asia

at ngan duni m. Para pedagang Muslim ini tidak hanya
m rdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra,

permata, te@n juga membawa agama Islam dan membangun
asjid serta komunitas Muslim di sepanjang pesisir India (Faruqui,

Q\ 2016).

Perdagangan juga menjadi sarana utama bagi penyebaran Islam
di Kepulauan Maladewa dan Sri Lanka. Para pedagang Muslim secara
bertahap memperkenalkan Islam kepada penduduk lokal, dan pada
abad ke-12, Maladewa telah sepenuhnya memeluk Islam (Vernet,
2018). Ini memperkuat hubungan maritim antara Maladewa dan
dunia Muslim, termasuk kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan
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Gujarat. Hubungan perdagangan ini mendorong terjalinnya aliansi
politik dan budaya yang memperluas pengaruh Islam di wilayah
tersebut.

Salah satu aspek penting dari ekspansi Islam melalui
perdagangan di Afrika dan Asia Selatan adalah adaptasi budaya
Islam dengan tradisi lokal. Di banyak tempat, Islam diterima dae
diadaptasi oleh masyarakat lokal tanpa meninggalkan bu
dan tradisi mereka (Loimeier, 2017). Di Afrika, mlﬁlnya

berintegrasi dengan praktik budaya lokal seper@ atan
am é\yeb

terhadap leluhur dan penggunaan bahasa lokal aran
agama. Hal ini menciptakan bentuk Islam y ng dikenal
sebagai “Islam Afrika.” Di Asia Selatan, hal pa t terutama di
wilayah India. Ketika Islam menyebar agangan, agama
ini diserap ke dalam masyarakat y. aya denga adisi

Hindu dan Buddha (Chaudhuri 15) ata penguas shm di

India, seperti Sultan Delhi dan erpe%@dalam menciptakan

sintesis antara budaya Islar@lan l in dalam seni,

arsitektur, dan hukum. tohnya), arsj ghal merupakan

perpaduan antara tradisi Is da indy yang menghasilkan
3

mahakarya seperti Taj/Ma a?
W & L

Kontrib a1©Y5r1 "‘ﬁ\
ari

pembentuq int ual NAfrika dan Asia Selatan. Kota-
kota se elhi jadi pusat ilmu pengetahuan, di
manapara ce 1awa Musl@ berkontribusi pada pengembangan
iln(&/peng@ahuan, fils@ dan seni (Ali, 2016). Hubungan
lek ini mempejktrat diplomasi Islam di wilayah tersebut,
pengetahuan dan budaya Islam menyebar melalui jaringan
gangan yﬁss’ama Selain itu, jalur perdagangan Islam di
rika dan Asia tan memperkuat hubungan antar wilayah dalam
\\41::11 politik. Para pedagang Muslim sering kali bertindak sebagai
Q perantara antara penguasa lokal dan penguasa Muslim lainnya
(Faruqui, 2016). Mereka tidak hanya memperdagangkan barang-
barang tetapi juga menyampaikan informasi politik, diplomatik,
dan militer, yang memungkinkan terjalinnya aliansi politik di antara
wilayah-wilayah Muslim.
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Contoh lain dari diplomasi perdagangan Islam adalah
Kesultanan Zanzibar di Afrika Timur. Zanzibar menjadi pusat
perdagangan utama antara dunia Islam, Afrika, dan Asia Selatan
(Thornton, 2019). Kesultanan ini menjalin hubungan diplomatik
dengan berbagai kekuatan besar saat itu, termasuk Kekaisaran
Utsmaniyah dan Kesultanan Gujarat. Melalui perdagangan rempah-
rempah dan gading, Zanzibar memainkan peran penting dala&%
jaringan perdagangan internasional yang memperkuat hub n
diplomasi Islam. Namun, meskipun perdaganga asil
menyebarkan agama dan memperkuat hubun ﬁ;@ Sional,
tidak dapat diabaikan bahwa konflik juga muncul/dal uyproses ini.

eba‘t@n persaingan

gis sia Selatan dan

Di beberapa tempat, perdagangan Islam m
dengan kekuatan non-Muslim, seperti Po

Afrika Timur (Lapidus, 2014). Meski Pgl emikialt, konflik ini sermg
kali diselesaikan melalui per]an]lan 1plo ang m rkuat
hubungan internasional. $

Pada abad ke-16, eks § d1 Afrlka dan
Asia Selatan mencapai @Eﬂ)&h atan Kesultanan
Ottoman. Melalui l:&&ol marrtim @ pe q\ruh diplomatiknya,
Kesultanan Ottoma bun antara dunia Muslim
di Afrika dan ela§; Ver 01 ubungan ini diperkuat
oleh peran ba elmﬁi komunitas Muslim di
wilayah u? rma antu para penguasa Muslim

dala r@%mal Eropa. Dalam hal ini, peran
perda ng Xs m di Afrikq dan Asia Selatan tidak hanya terbatas
? pe ran ekonom«L api juga mencakup pertukaran budaya,
aga an politik memperkuat hubungan internasional.

Pe c?gangan menjadi alat penting bagi diplomasi Islam di wilayah
é‘e’but, mencil:@(an jaringan hubungan yang berkelanjutan hingga
\f;ri ini (Ahmad, 2021)

O Terakhir, pengaruh perdagangan Islam di Afrika dan Asia Selatan
juga berlanjut hingga zaman modern. Jalur perdagangan lama kini
menjadi rute penting dalam hubungan internasional modern antara
negara-negara Muslim dan non-Muslim (Loimeier, 2017). Hubungan
ini menunjukkan bagaimana warisan sejarah perdagangan Islam
terus mempengaruhi dinamika hubungan internasional di abad ke-
21.
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D. Peran Islam dalam Penemuan dan Pengembangan Jalur
Sutra

Jalur Sutra merupakan salah satu jaringan perdagangan
internasional paling berpengaruh yang menghubungkan Asia, Timur
Tengah, dan Eropa. Meskipun Jalur Sutra telah ada jauh sebelum
munculnya Islam, dunia Islam memainkan peran yang sangat pentin
dalam mengembangkan, memfasilitasi, dan mempertahankan j mi'
perdagangan ini selama Abad Pertengahan. Perdaganga ng
berlangsung di sepanjang Jalur Sutra memungkij pettekaran
barang, gagasan, agama, dan budaya antara béﬂ)agal adaban,
menjadikannya jembatan ekonomi da Q}thar benua
(Beckwith, 2015). :)

Islam berkembang pesat di se y‘ r Sutra sejak.abad
ke-7 setelah kekhalifahan Islam nyeb e1a1u1 Tim ngah,
Persia, dan Asia Tengah. Pada a e- dengan erdirinya
Dinasti Abbasiyah, Baghda en]a l dan ekonomi
dunia Islam, memamka ma € goordmasﬂ(an

perdagangan di sep

@ Foltz 019). Abbasiyah
membangun hubu irﬁgbmat agangan yang kuat
er
&

dengan berba e}p alur Sutra, termasuk

Kekaisaran ungkinkan perdagangan
berlangsu N:b

Gambar 2. Jalur Sutra dan Masuknya Dakwah Islam
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Sumber: https://ihram.republika.co.id/berita/rm57ry313/jalur-sutra-dan-masuknya

dakwah-islam

Dunia Islam bukan hanya penghubung geografis antara
Timur dan Barat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat inovasi dalam
perdagangan dan teknologi. Pedagang Muslim memainkan peran
kunci dalam memperkenalkan dan menyebarkan teknologi barqe
seperti kertas, dari Tiongkok ke dunia Islam dan Eropa (Liu, 201?)~
Teknologi kertas, yang dikembangkan di Tiongkok, Wd P
Muslim setelah Pertempuran Talas pada tahun 751 &yman reka
menangkap beberapa pengrajin kertas Tiongkok Z%nkan
pembuatan kertas di dunia Islam, mempe@pat@n@mlﬁ ilmu

pengetahuan dan budaya melalui Jalur S

Kontribusi besar lainnya dari d 1 adap ]al Sutra
adalah pengembangan sistem ke erbanka lebih

efisien. Sistem perbankan Mu ter uk pengena Cek dan
surat kredit (hawala), mem kmka }é k*melakukan
transaksi jarak jauh tan a bag*’ug atau emas
fisik. Ini memfasilitasi I®r ben@ yang lebih aman
dan lebih cepat, y@iad 11ran% Nperkuat Jalur Sutra
sebagai rute per&@gan a ha QOZO) Selain itu, kaum

*

Muslim mem n pe pengembangan ]armgan

perdaganga arl@ ise @]an %'r Sutra. Meskipun jalur darat
tetap @g' ru?‘mar enghubungkan Timur Tengah,

Inch ara an T1 ok menjadi semakin strategis di

@1 pedagang lim (Abu-Lughod, 2018). Melalui Laut

@amudra @a, pedagang Muslim menghubungkan

kot a pelabuhandi Timur Tengah dan Afrika Timur dengan

uhan- pela@%an di India dan Asia Tenggara, memperluas
upan Jalur Sutfa

Q\ Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Islam menyebar ke
Asia Tengah melalui perdagangan di Jalur Sutra. Islamisasi wilayah
ini memperkuat kontrol Muslim atas Jalur Sutra dan mendorong
lebih banyak interaksi budaya dan diplomasi. Kota-kota besar seperti
Samarkand dan Bukhara menjadi pusat intelektual dan spiritual yang
juga berfungsi sebagai stasiun perdagangan penting (Beckwith, 2015).
Para ulama dan cendekiawan Muslim di kota-kota ini berkontribusi
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pada pertukaran pengetahuan di sepanjang Jalur Sutra, khususnya
dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran.

Perdagangan di Jalur Sutra juga mendorong difusi agama Islam
ke Asia Timur dan Tenggara. Para pedagang Muslim, bersama dengan
para ulama dan misionaris, membawa Islam ke wilayah-wilayah ini,
memperluas pengaruh agama dan budaya Islam. Di Tiongkok, paré
pedagang Muslim mendirikan komunitas di kota-kota pelab
besar seperti Guangzhou dan Quanzhou (Sen, 2020b‘Ko
Muslim di Tiongkok tidak hanya terlibat dalam p etapl
juga memainkan peran penting dalam diplomasi,)berti sebagai

jembatan antara kekaisaran Tiongkok dan du@ IslaQ.}/

Selain perdagangan barang, Jalur S@t«ra j z:enjadi saluran
utama untuk pertukaran pengetahu mh intelektua Q?Qunia
Islam memainkan peran penting,da erjemahan teks
Yunani kuno ke dalam bahasa ‘gi‘m ian dlse rluaskan

ke Eropa melalui Jalur Sutr Nasr \ a-kapya‘ilmiah dari
filsuf seperti Arlstoteles ale er]e ka dﬁn dipelajari oleh
para cendekiawan Mu im, y iranny mengembangkan
ilmu pengetahuan @1 te sgﬁdlrl Pengetahuan ini
kemudian men ai B ngan perdagangan dan
diplomasi.

sil ﬁmg@@mﬁ ari dunia Islam terhadap Jalur
a

Sutra eba n seni. Seni Islam, yang terkenal

% ometris da graﬁnya menyebar ke seluruh Asia

1o e1a1u1 ]alur.%& Barang-barang seperti tekstil, keramik,

dan 1@1‘1 yang dlpr@ﬁ si di dunia Islam menjadi sangat dicari di

) &-})asar Tiongkok, India, dan Eropa (Pereira, 2019). Pertukaran

} menciptakaéerpaduan budaya yang memperkaya berbagai
O\\ggdaban yang terlibat dalam perdagangan Jalur Sutra.

Selain kontribusi ekonomi dan budaya, dunia Islam juga
berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di sepanjang Jalur
Sutra. Kekhalifahan Islam secara aktif bekerja untuk memastikan
keselamatan para pedagang yang melakukan perjalanan di sepanjang
jalur ini, baik melalui darat maupun laut. Mereka membangun
pos-pos perdagangan dan karavanserai (tempat peristirahatan
bagi pedagang) di sepanjang Jalur Sutra untuk memberikan
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Q

N\

perlindungan dan akomodasi bagi para pedagang (Hansen, 2020).
Keamanan yang diberikan oleh kekhalifahan memungkinkan Jalur
Sutra berfungsi sebagai jaringan perdagangan yang efektif selama
berabad-abad. Sebagai tambahan, dunia Islam juga berkontribusi
pada pengembangan navigasi dan teknologi maritim. Para ilmuwan
Muslim mengembangkan berbagai instrumen navigasi sepert1
astrolabe dan peta maritim yang membantu para pelaut dalaz~
menavigasi rute perdagangan laut di sepanjang Jalur Sutra (

2020). Inovasi-inovasi ini tidak hanya memfasilitagi rda@ngan
antar wilayah tetapi juga memperkuat posisi d}t@a sl\alsr“Vsebagal

kekuatan maritim global.
Dalam hal diplomasi, Jalur Sutra m}?ﬁ salprran utama bagi

interaksi politik antara dunia Islam ran lain seperti

Kekaisaran Bizantium, Persia, da erdagang
berkembang di Jalur Sutra menci kan tuhan aka bungan
diplomatik yang stabil antara b @an terlibat dalam
perdagangan (Foltz, 2019 @ubu ;& atém membantu
menjaga perdamalan n rdagangan dan
memungkinkan pa L&o erasi tanpa gangguan
besar.

Pada aba E:a K Rﬁﬁ(\ ongol menguasai sebagian
alami kebangkitan di bawah

besar Asia\P 5§ @[h
Pax M @gas ongol, yang menghormati dan

men ggaga n, be ran dalam menghidupkan kembali
]akaS’utra gan membe@én perlindungan kepada para pedagang

sli memasti (‘(eamanan di sepanjang rute perdagangan
9). Pengarult Islam di Jalur Sutra terus tumbuh selama
de ini, dengl\p’ara pedagang Muslim memainkan peran kunci
alam perdagangén internasional di bawah Mongol.

(L

[

Peran dunia Islam dalam pengembangan Jalur Sutra tidak hanya
terbatas pada perdagangan fisik, tetapi juga mencakup penyebaran
ide-ide tentang hukum, etika, dan diplomasi. Konsep-konsep seperti
perdagangan yang adil dan perlindungan bagi para pedagang
asing menjadi bagian integral dari hukum Islam yang mengatur
perdagangan di sepanjang Jalur Sutra (Nasr, 2016). Prinsip-prinsip
ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang aman
dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan semua kontribusi
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Q\

ini, jelas bahwa dunia Islam memiliki peran yang sangat penting
dalam penemuan dan pengembangan Jalur Sutra sebagai jaringan
perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Timur
Tengah, dan Eropa. Keberhasilan Jalur Sutra selama berabad-abad
sebagian besar bergantung pada peran pedagang Muslim, penguasa
Islam, dan cendekiawan dalam memfasilitasi perdagangan, men]a
keamanan, serta memperkuat hubungan diplomatik dan buda%~
antar peradaban. Dc

E. Peran Tokoh dan Kerajaan Islam dalarﬁﬁ
Mengembangkan Hubungan Intern

Sejarah peran tokoh dan kerajaan Isla Qa %éngembangkan
hubungan internasional mencermmkan?g1 aQ% ingnya kontribusi
mereka dalam membentuk tatanan d @ halifah, sul% dan
pemimpin Muslim lainnya tldalifﬁya t at dalam di \asi dan
perdagangan tetapi juga memelo gan,g& ng melampaui
batas-batas geografis. Sala hal ini adalah

Khalifah Harun al-Rash d nas ba@ah yang dikenal
karena hubungan d}§%§'ﬂ rlemagne, penguasa
Kekaisaran Romaw uc &rtukaran hadiah dan
utusan diplomati anta %’ml mencerminkan upaya
aktif dalam n h@&n@g damai antara kekuatan

Muslim I‘lS wd pfs ngahan.

5@1 al Ra hld, to h penting lainnya yang memainkan
§ dala d1p10mas1 rnas1ona1 adalah Sultan Mehmed II
i KeKafsaran Uts ah. Setelah menaklukkan Konstantinopel

pad hun 1453, {/I med II membangun hubungan diplomatik

an berbagédijkekuatan Eropa, termasuk Republik Venesia
?n Hungaria. Melalui perjanjian damai dan aliansi, ia berhasil
memperluas pengaruh Utsmaniyah di Eropa, sementara tetap
menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut (Imber, 2002).
Peran Mehmed II dalam hubungan internasional menjadi contoh
penting bagaimana pemimpin Muslim memanfaatkan diplomasi
untuk mencapai tujuan politik dan militer.

18 | Islam dan Hubungan Internasional



Q\

Kekaisaran Utsmaniyah secara umum juga memainkan peran
penting dalam hubungan internasional selama beberapa abad.
Di bawah pemerintahan Suleiman the Magnificent, Kekaisaran
Utsmaniyah menjalin hubungan diplomatik dengan Prancis, Polandia,
dan negara-negara Eropa lainnya. Suleiman dianggap sebagai salah
satu diplomat terhebat dalam sejarah Islam, yang tidak hanya
memperkuat posisi Utsmaniyah di Eropa tetapi juga memperl
pengaruhnya ke Afrika Utara dan Timur Tengah ( i‘ston ?‘Q_L%
Hubungan diplomatik ini didorong oleh 1:>erda1gang};1 per gan
dengan kekuatan Kristen, serta kebutuhan untu ps ankan
stabilitas di wilayah-wilayah yang dikuasai Ut m

Di Afrika Barat, peran Mansa Musa, uasa Ql:alsaran Mali,
dalam hubungan internasional sang erutama setelah
perjalanan hajinya ke Mekah pada tﬁh? YPerjalanan ifgitidak
hanya meningkatkan reputasi Kel@isara idi dunia , tetapi
juga membuka jalan bagi hubu an%; omaifk dan perdagangan
dengan dunia Arab dan Affika Ut Lev@on &@o}pkins, 2000).
Mansa Musa dikenal se i salal sat infpjn Muslim paling
kaya dalam sejarah yang luar biasa menarik

perhatian dunia in@msi t@ah h%&ersebut Mali menjadi
pusat pembel $ d gag@ang penting, khususnya

melalui ko @é é@
e E 1y Peré(\dl bawah pemerintahan Shah
Abbaﬁé e

mai @n utama dalam mengembangkan

\uﬂgan 1 rna51onal d n kekuatan-kekuatan Eropa dan Asia.

s memmc@ﬂén ibu kota ke Isfahan, yang kemudian

1 pusat kebudayaan dan perdagangan internasional. Ia

bangun h‘@\gan dengan berbagai negara Eropa, seperti

?\‘ggris dan Porttigal, serta membentuk aliansi strategis melawan

ekaisaran Utsmaniyah dan Mughal (Savory, 2007). Perjanjian

perdagangan yang disepakati dengan Inggris, misalnya, memperkuat
posisi Persia dalam perdagangan sutra dan komoditas lainnya.

Demikian halnya Kerajaan Mughal di India, terutama pada masa
pemerintahan Akbar Agung, dikenal karena hubungan diplomatik
dan keterbukaan terhadap kekuatan-kekuatan asing. Akbar menjalin
hubungan dengan Portugis dan Belanda, serta mengirim utusan
diplomatik ke Kekaisaran Safawi dan Utsmaniyah (Richards, 1995).
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BADB II

ISLAM DAN DIPLOMASI MODERN e

&

Diplomasi dalam Islam memiliki akar kuat ya rsuvﬁ dari
tradisi serta nilai-nilai keagamaan. Sebagai agam g mengajarkan
perdamaian dan keadilan, Islam telah meng ngkanvpendekatan
diplomatik yang menekankan dialog, aha n, dan solusi
damai dalam penyelesaian konflik. D @ modern, konsep
diplomasi Islam terus berkembang sex{k de munculnya fyegara-
negara mayoritas Muslim yang n@qam@pera}n signifj dalam
percaturan internasional. Negaragnegata ihi di kawasan Timur
Tengah, Afrika, maupun A@ ‘serifggkali r& adi Qeéhator dalam

konflik global serta ber @ﬂpas@al yadnfernasional untuk
mempromosikan psdsé'n @ s& alam menghadapi

berbagai tantangan m d asi Islam j juga harus
beradaptasi de ang semakin kompleks.

Meskipun tex%aat ar ba gara—negara Muslim untuk
memper d1 at a negara-negara Muslim juga
dihada n Q&atan seperti isu politik global,
ekstr Jdan keteg ng tar-agama.

? I@sep Dlplon@-?i dalam Konteks Islam

iplomasi @n\ Islam merupakan bagian integral dari ajaran
U gama yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian,
\\keadilan, dan hubungan baik antar bangsa. Konsep diplomasi dalam
O & & p aip
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Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, yang secara aktif
terlibat dalam kegiatan diplomatik dengan berbagai kekuatan politik
pada zamannya, seperti Persia, Byzantium, dan suku-suku Arab
lainnya. Diplomasi dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan
antar negara, tetapi juga mencakup hubungan sosial, ekonomi, dan
budaya yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global

(Abdallah, 2021). ?ﬁ
Salah satu prinsip utama diplomasi dalam Islax&ad%ﬁlh
(perdamaian), yang menjadi landasan bagi semu tuk fmteraksi
internasional. Al-Qur’an dan Hadis menekénKan Bal ingnya
menciptakan perdamaian dan mencegah alnya, Al-
Qur’an dalam surat Al-Anfal (8:61) meny n jika mereka
condong kepada perdamaian, maka C epadanya.” Ayat
ini menunjukkan bahwa Islam mengﬁ erdamaian ?bagal
solusi utama dalam menyelesalka%on hmad 202@
Selain sulh, konsep mah k%%su global juga
hq Ummah tidak

memainkan peran pent% al
s

terbatas pada komuni

\5 i e%@ melu ke seluruh umat
manusia. Ini meneg s ﬁe?: end&?oi‘lg diplomasi inklusif

yang tidak didasatkan p tnis kebaigsaan, atau agama, tetapi
pada kemam@l kes m uh
a]

akhry, 2019). Dengan kata
lain, Islam erjasama dan harmoni dalam
hubun sa fo.

Setam Xsa Rasulu, \é AW, banyak perjanjian diplomatik
m@ermmkan lai keadilan dan kebersamaan. Salah
satu s@toh paling t@kenal adalah Perjanjian Hudaibiyah, yang
?ﬁakan perjanjian damai antara umat Islam di Madinah dan
m Quraisy ekah. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana
\§am memprioritaskan diplomasi dalam menyelesaikan konflik,
Q bahkan dalam situasi yang penuh ketegangan (Kamali, 2020). Islam
juga memiliki konsep hudna atau gencatan senjata. Dalam konteks
perang, Islam mengajarkan bahwa jika ada peluang untuk berdamai,
maka hal tersebut harus diupayakan terlebih dahulu. Konsep ini
mencerminkan pandangan Islam tentang perang sebagai jalan
terakhir, di mana diplomasi dan perundingan menjadi sarana utama
untuk mencapai perdamaian (Ali, 2018).
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Pada abad pertengahan, kerajaan-kerajaan Islam memainkan
peran signifikan dalam hubungan internasional, terutama di Timur
Tengah, Asia, dan Eropa. Contoh nyata adalah Kerajaan Ottoman,
yang terkenal dengan diplomasi cerdasnya dalam menjaga hubungan
damai dengan kekaisaran-kekaisaran Eropa. Kerajaan Ottoman
menggunakan diplomasi sebagai sarana untuk mengelola keragaman
etnis dan agama dalam wilayahnya serta menjaga hubung§i§
perdagangan dan politik dengan negara-negara non-Muslim (I\Sli i,

2019). N (%)

Diplomasi dalam Islam juga erat kaitannya dé@%\n k@g justice
(keadilan) dan adl (timbangan yang seimbal@ Isla%\y(enekankan
bahwa diplomasi harus didasarkan pada kegadilan c@s eseimbangan
antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini ca idak hanya aspek
politik, tetapi juga sosial dan ekononﬁ en@ emikian, di@ofnasi
dalam Islam tidak boleh hanya nigngu kan satu piliek, tetapi
harus memberikan manfaat bagi sémua\pi a‘l@fg terlilgat (Hassan,

2021). §Q . Qv &é\

Konsep shura (mu@ ara%uga
Shura mengacu pad@ns;tc?i- an pengambjlah keputusan kolektif,
yang menekankaripahwa u’g&ﬁ&ip}éﬂ\atik harus dibuat secara
adil dan berd@ ?:; maé an %&% semua pihak yang terlibat.
Prinsip ini@ di si o@@ban egara Muslim modern dalam
pendeké me@ elga@a ]r% gan internasional (El-Fadl, 2020).

101@; dalam Islam juga mengakui pentingnya amanah
@}erc n) dan sidg Q{ jijuran) dalam berinteraksi dengan negara
lain. I@l ullah SAWQenekankan pentingnya menjaga kepercayaan

\/ilg_?ﬁtegritas délqm hubungan internasional, serta pentingnya

%@ng‘da&{ diplomasi Islam.

menuhi janji\dan perjanjian yang dibuat dengan negara lain
oussalli, 2018). Hal ini menjadi landasan moral dalam diplomasi
O Islam yang mengutamakan transparansi dan integritas.

Pada abad modern, banyak negara mayoritas Muslim yang telah
mengadopsi nilai-nilai diplomasi Islam dalam kebijakan luar negeri
mereka. Sebagai contoh, Indonesia, sebagai negara dengan populasi
Muslim terbesar di dunia, sering terlibat dalam upaya diplomasi
multilateral di forum internasional. Indonesia telah menggunakan
prinsip-prinsip Islam dalam pendekatan diplomatiknya, terutama
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dalam mendorong perdamaian dan kerjasama di kawasan Association
of Southeast Asian Nations/ ASEAN (Anwar, 2022).

Peran diplomasi Islam juga tercermin dalam organisasi
internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang
berfungsi sebagai platform bagi negara-negara mayoritas Muslim
untuk berkolaborasi dalam isu-isu global. OKI telah berperan dalar%
memfasilitasi dialog antaragama dan menyelesaikan konﬂi

negara-negara Muslim, yang mencerminkan pent1 asi
dalam mencapai tujuan bersama (Mahmud, 2020) ngan
globalisasi dan meningkatnya ketegangan anta($ budaya
di dunia kontemporer telah menguji kema \Mrna51 Islam
untuk beradaptasi. Banyak negara Muslim gha dilema antara
mempertahankan prinsip-prinsip tradisional omasi Islam dan

merespon dinamika politik global yﬁp se n kompleks?l(han
2019). Sebagai contoh, diplomasi @am ngani krisis pengungsi
di dunia Muslim menun]ukkan ag?ana 51 -prinsip Islam

seperti rahmatan lil alamin @hmat %@s ) diterapkan
dalam merespon 51tua51 anu ra seperti Turki
dan Yordania, misal elah unj lomaﬂ Islam melalui

keterlibatan aktlf eka\g_ am m@nang@' risis pengungsi dari
Suriah (Giil, 20@ og

Dala ml@Qny @lfﬁ Islam terus berkembang
sebagai an global. Prinsip-prinsip seperti
perdaﬁ: @dllan mus arah dan kejujuran tetap menjadi
la an 1ng dalam arahkan kebijakan luar negeri negara-
@ara lim dalam Rubtingan internasional modern. Dalam dunia
rus berubah, diplomasi Islam tetap relevan dan berfungsi

ai jembat, *antara nilai-nilai tradisional dan tantangan
?‘ntemporer (Saeéd, 2020).

\4
Q B. Peran Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam
Diplomasi Internasional

Negara-negara mayoritas Muslim memainkan peran signifikan
dalam diplomasi internasional, baik dalam konteks hubungan bilateral
maupun multilateral. Negara-negara ini sering berperan sebagai
jembatan antara dunia Muslim dan non-Muslim, mempromosikan
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dialog antarperadaban, serta berkontribusi dalam berbagai forum
internasional. Sebagai negara-negara yang mewakili populasi Muslim
besar, kebijakan luar negeri mereka sering mencerminkan nilai-nilai
Islam yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kerja sama
internasional (Ahmad, 2019).

Salah satu contoh peran negara mayoritas Muslim dala
diplomasi internasional adalah peran Indonesia. Sebagai ne
dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesip.akti am
diplomasi regional dan global. Indonesia tela@ema tkan
posisinya di ASEAN untuk mempromosﬂ(a 1an dan
stabilitas di Asia Tenggara, serta berparti@ berbagai
inisiatif internasional yang mendukun r]asa?na antarnegara,
termasuk dalam isu-isu kemanusiaan @0 di dunia Muslim
(Anwar, 2021). Negara-negara rnaycﬁg m juga menigitikan
peran penting dalam OKI, sebugh or \sa51 multilate¥al yang
terdiri dari negara-negara Musliti. QX berf r@si sebagai platform
bagi negara-negara Muslix@htu ko S@oras@alam berbagai
isu global, termasuk ha si usi nfli ternasional, dan
pengembangan eko i. Misalny I telah berperan dalam
memfasilitasi solushuntulf Kfisis Paestingsdan mendukung upaya
penyelesaian k ?i-;h dQQYa &r(Mahmood, 2020). Selain
itu, peran Ar, gail unia Muslim sangat penting
dalam di 1?$ nas@nal ama melalui pengaruhnya di
OKI iga @Qecara aktif terlibat dalam upaya
me 351 da nﬂlk reg Qa dan sering menjadi perantara dalam
@V amai anta egara negara yang berkonflik. Misalnya,
p ra Saud1 da \mendukung solusi dua negara di Palestina

erhbatanny dalam konflik Yaman menunjukkan komitmen

§~ ajaan ini terh@ap perdamaian regional (Khashan, 2020).
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Gambar 3. Pertemuan Puncak Organisasi Kerj a Islam (OKI)
dan Liga Arab pada 10-fﬁlove 024

Sumber: https://www.cnnindonesia. &ir&?&ﬂ/ @1‘12101906% 1165632/5-

poin-ktt-liga-arab- 0k1 -e go-des ael- ﬁih -kak\er gaza

Negara- negara r1 ]uépﬁ memanfaatkan
lat u
1o

diplomasi ekono k r&&nperkuat pengaruh

mereka di pang mg mt at Qusalnya menggunakan
kekayaannyagﬁ perluas pengaruh global
melalui in ekto seluruh dunia, serta dengan
mendlr g“ di saluran media internasional
terke ui d1 omas@edla Qatar memproyeksikan narasi

end@ung negara ara Muslim dan memperkuat citranya
@ag i ain glob é:@ng berpengaruh (Ulrichsen, 2021). Turki
jugatelah muncul sebagai kekuatan diplomatik yang signifikan di

Muslim, t@&tama di bawah kepemimpinan Presiden Recep
?ayyip Erdogan."Yurki aktif terlibat dalam diplomasi kemanusiaan,

\\4erutama dalam merespon krisis pengungsi dari Suriah dan wilayah
lainnya. Turki juga menjadi penghubung antara Eropa dan dunia
Muslim, memanfaatkan posisinya yang strategis di antara dua benua
untuk memperkuat pengaruh diplomatiknya (Altunisik, 2020).

Diplomasi perdamaian juga merupakan area di mana negara-
negara mayoritas Muslim aktif berperan. Misalnya, Malaysia terlibat
dalam berbagai proses perdamaian, termasuk konflik Moro di Filipina
Selatan, di mana Malaysia berperan sebagai mediator. Peran ini
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mencerminkan komitmen negara-negara Muslim untuk mendukung
penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan diplomatis
(Noor, 2019). Iran, meskipun sering dianggap sebagai negara yang
kontroversial di panggung internasional, juga memainkan peran
signifikan dalam diplomasi internasional. Diplomasi Iran sering
fokus pada mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah da
menghadapi sanksi internasional. Melalui pendekatan ini, Ir %
berusaha memperkuat posisinya dalam sistem internasional s
menavigasi hubungan yang kompleks dengan nega@ ega:ﬁ%
dan tetangga regionalnya (Ehteshami, 2018).

O

Peran Mesir sebagai salah satu negara esa unia Arab
juga tidak bisa diabaikan. Mesir telah lam nja sat diplomasi
Arab dan dunia Muslim, terutama dala \2\ erti Palestina dan
konflik regional lainnya. Sebagai anggﬁ Llim b, Mesir sec% aktif
terlibat dalam upaya mediasi konfJi promosi tabilitas
di kawasan Timur Tengah (Solir(rzd 1). P an, sebagai negara
mayoritas Muslim yang mer@l’q ke$ éinkan peran
unik dalam diplomasi mt siortal/ Pak ter t dalam berbagai
upaya diplomasi, ter k h ganéw ompleks dengan India
serta keterlibatann su isgpkeam di Asia Selatan dan

Afghanistan. Palgstan § be an m memfasilitasi dialog
antara Talib @an rint@@fgha@.s an (Khan, 2019).

per w‘lpl 11< dipwilayah masing-masing, negara-
nega s Mu berkontr1bu51 pada upaya global
da\)m 1su@1 perubahast-:. lim, pengentasan kemiskinan, dan
nan berke@ﬁr’tan. Negara-negara seperti Bangladesh,
enghadapi tahtangan besar dari perubahan iklim, telah
ainkan pe@ penting dalam forum internasional seperti
?bnferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dengan membawa perspektif dunia Muslim ke dalam diskusi global
tentang lingkungan (Haque, 2020).

yan

Selain itu, negara-negara Muslim di Afrika seperti Nigeria
dan Senegal terlibat dalam diplomasi regional dan internasional,
khususnya di bidang keamanan dan pembangunan ekonomi. Negara-
negara ini memainkan peran dalam menjaga stabilitas regional,
terutama dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme
di wilayah Sahel dan Afrika Barat (Abubakar, 2020).
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Peran diplomasi negara-negara mayoritas Muslim juga terlihat
dalam hubungan mereka dengan organisasi internasional seperti PBB.
Banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan
Turki, berperan aktif dalam misi-misi perdamaian PBB dan inisiatif
pembangunan global, yang mencerminkan komitmen mereka
terhadap kerjasama internasional dan perdamaian dunia (Anwar,
2022). Sebagai tambahan, negara-negara Muslim juga terlibat dal rle
diplomasi pendidikan dan budaya, dengan mendirikan ber@
program beasiswa dan pertukaran pelajar untuk ron@l an
pemahaman lintas budaya. Program-program ﬁd@ rfunggl untuk
memperkuat hubungan diplomatik antar negar ciptakan
jaringan kerjasama di berbagai bidang, te@ uk Qns, teknologi,
dan seni (Al-Rasheed, 2019).

Di lain sisi, negara-negara m&x}lt %ushm serl% ‘kali
menghadapi tantangan dalam diplom Nternasmna%e’rutama
terkait dengan isu-isu hak asasi Qyém moKrasi, dan kebebasan
beragama. Beberapa nega‘s’epe& @dl Qn Iran, sering
mendapat kritik dari k nitas inte 10 ;as catatan hak
asasi manusia merek eskl der@ an, negara-negara ini tetap

erusaha menavigasi

berperan aktif dala o asi al igasi
kritik terseb ga ungan dengan sekutu
asha 20)

regional da
\ré §@eran gara-negara mayoritas Muslim
dalarsk 1p10 i inté¢nasio l sangat kompleks dan beragam.
N a- ne a ini tldak }@a berperan dalam hubungan bilateral
@ateral tet uga mempromosikan nilai-nilai Islam
dal atanan intern onal Melalui diplomasi politik, ekonomi,
udaya, ne@\‘a-negara mayoritas Muslim terus membangun
?e“ngaruh mereka’di panggung global, meskipun dihadapkan pada
O\ tantangan internal dan eksternal yang signifikan (Mahmood, 2021).

C. Peran Diplomasi Islam dalam Menangani Konflik di
Timur Tengah

Timur Tengah telah menjadi pusat berbagai konflik besar yang
melibatkan sejumlah negara Muslim, termasuk Suriah dan Yaman.
Diplomasi Islam telah memainkan peran penting dalam upaya
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meredakan ketegangan dan memfasilitasi perdamaian di kawasan ini.
Negara-negara Muslim, baik melalui organisasi internasional seperti
OKI maupun melalui diplomasi bilateral, telah berusaha menawarkan
solusi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam mengenai perdamaian,
dialog, dan mediasi (Sunnah & Ibrahim, 2018). Dalam konteks ini,
negara-negara Muslim telah menjadi mediator kunci dalam proses
perdamaian di Suriah dan Yaman, meskipun tantangan politik d
sektarian sering kali memperumit upaya diplomasi tersebut. $~

Konflik di Suriah yang dimulai pada 201%§?y\(an?@yang
a

dimulai pada 2015, masing-masing telah menci egangan
regional yang melibatkan berbagai negara @sli am kedua
kasus, diplomasi Islam memainkan pewtam lam mencoba
menengahi solusi damai. Negara-negar4. se urki, Qatar, dan
Iran, yang memiliki pengaruh pohtﬂvﬂ@ ikawasan t but,
telah aktif dalam melakukan medbim ( sheed, 20 amun,
pendekatan diplomasi Islam 1rursh‘1n Ii di @r{al oleh perbedaan

kepentingan politik, ekononfi)dan s antafe/negara-negara
tersebut. W ‘\® 62’@

Diplomasi Islar@;di i@ il 1%%211‘ hg‘ kuat dalam prinsip-
prinsip Islam m nai 1es§@§ ko . Al-Qur'an mengajarkan
pentingnya @e olusi~konflik melalui dialog dan
mediasi (% n nyakytama serta pemimpin Muslim
meruju @g\ ya mereka untuk memfasilitasi

prosegy erda fan d imur ngah Namun, penerapan prinsip-
pr@syp ini sepingkali berha@an dengan realitas politik di lapangan,

@1 atkan peréjl'2 an kekuatan regional dan kepentingan
geo‘v%k yang kompleks (Zartman, 2016).

\X?~Di Suriah, @rki telah berperan sebagai salah satu negara

uslim utama yang terlibat dalam diplomasi perdamaian. Sebagai
negara dengan kepentingan langsung di perbatasannya, Turki secara
aktif terlibat dalam upaya mediasi antara berbagai kelompok oposisi
Suriah dan pemerintah Bashar al-Assad. Selain itu, Turki telah
menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi Suriah dan berusaha
mendorong solusi politik yang damai di bawah payung diplomasi
internasional (Cagaptay, 2017). Meskipun demikian, posisi Turki
yang sering kali dipandang pro-oposisi membuatnya sulit untuk
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mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak yang terlibat
dalam konflik.

Iran, sebagai negara mayoritas Syiah, memiliki pengaruh yang
signifikan dalam konflik Suriah karena dukungannya terhadap
rezim Assad, yang juga didominasi oleh kelompok Alawi, cabang
dari Syiah. Dalam konteks diplomasi Islam, Iran memainkan pera
penting dalam mendukung pemerintah Suriah, baik secara mili
maupun diplomatik (Goodarzi, 2018). Namun, dukung Ira uk
Assad seringkali menimbulkan ketegangan den egar@-itegara
Sunni seperti Arab Saudi, yang mendukungd}; om oposisi
Suriah. Konflik sektarian ini menjadi salah sat@ntal@ywama bagi
diplomasi Islam di kawasan tersebut. v

Di Yaman, konflik antara pemb sg‘l i yang didukung
oleh Iran dan pemerintah yang didyku oalisi pimpgnan Arab
Saudi telah menciptakan dinarx(% omasi yang kompleks. Arab
Saudi, sebagai kekuatan Supxni.ter §l<a, @ ng konflik ini
sebagai bagian dari perte@n lq lua ’&n awan pengaruh
Iran di wilayah tersebtit (Al- @Mtork 2021 Dalam hal
ini, diplomasi Islarx@r ﬁe r:)% "membangun aliansi

dengan negara- mendukung intervensi

militer di Yamagy; &Im u }S'é"natlk juga dilakukan untuk
mengakhirj ﬂl@ aluj dlai(\
]u%(nm @n penting dalam diplomasi Islam
sa

ur Tenga Mesklpun kecil secara geografis, Qatar
}hilik(?ngaruh d1pl({ ik yang signifikan melalui dukungannya
terha elompok—l@empok tertentu di Suriah dan hubungannya

\/§§:¥h Iran. Qatagtelah berulang kali menawarkan mediasi dalam
\

di

flik Suriah '"ddn Yaman, sering kali bekerja melalui saluran

iplomatik dan organisasi internasional seperti OKI (Roberts,

O 2020). Namun, blokade diplomatik yang dilakukan oleh negara-

negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 2017
menambah kompleksitas diplomasi Qatar di kawasan tersebut.

Sementara, OKI sebagai organisasi terbesar yang mewakili
negara-negara Muslim, telah berupaya memainkan peran mediasi
dalam berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk Suriah dan
Yaman. Organisasi ini secara rutin mengeluarkan pernyataan yang
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menyerukan gencatan senjata dan dialog damai (Khoury, 2021).
Meskipun demikian, efektivitas OKI dalam memfasilitasi perdamaian
sering kali terbatas oleh perpecahan internal di antara anggotanya,
terutama karena adanya perbedaan kepentingan sektarian dan
geopolitik antara negara-negara anggota utama seperti Arab Saudi,
Iran, dan Turki.

Peran diplomasi Islam dalam konflik Yaman juga mencermi
dinamika yang kompleks antara aktor-aktor Muslilb‘di ilayah

tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah impin-koalisi
militer yang mendukung pemerintah Yaman melgwan berontak
Houthi, sementara Iran diduga mendukung hi secara’militer dan

logistik (Juneau, 2016). Peran Iran dalam \gaoma lam di Yaman
memang sering kali dipandang kontro a banyak negara
Muslim lainnya melihat dukungan Ip&? uthi sebaga@a’gian
dari ekspansionisme Syiah di kaébisan \ebut Meski demikian,
Iran secara konsisten menya hwa mefeka mendukung
penyelesaian damai melalul@alogh @ana n ‘telah terlibat
dalam beberapa putaran osidsj/int ion engenai konflik
Yaman (Goodarzi, ). Ke 1bat€9 ran rrl‘enun]ukkan bahwa
diplomasi Islam t1d ip' raga@, teta ’Sermg kali dipengaruhi
oleh kepentm@ 011 an olo @Selam Iran, Turki juga

memainka ar@a oma lam yang terkait dengan
ma eskigtin de@n pendekatan yang berbeda.

konflik

Turkl}@ a?@'n kemanusiaan dan mendukung
1an yang dipinYpin oleh PBB, sambil tetap menjaga
balk de Arab Saudi dan Iran (Cagaptay, 2017).

pl Turk1 dik \an ini menunjukkan bahwa negara-negara
Mé‘?m dapat mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dalam

§~ yelesaikanl@ ik.

O\\/ Terkait situasi ini, diplomasi Islam dipandang menghadapi

tantangan besar yang disebabkan oleh persaingan sektarian dan
geopolitik antara negara-negara Sunni dan Syiah, sehingga berpotensi
memperburuk upaya untuk mencapai solusi damai. Meskipun
terdapat perpecahan ini, upaya diplomasi Islam terus dilakukan.
Misalnya, Kuwait, sebagai negara kecil dengan kebijakan luar negeri
yang netral, telah beberapa kali menawarkan diri sebagai mediator
dalam konflik Yaman (Nonneman, 2018). Peran Kuwait sebagai
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mediator netral menunjukkan bahwa negara-negara Muslim yang
lebih kecil dapat memainkan peran penting dalam proses diplomasi
Islam dengan menawarkan jalur dialog yang tidak terpengaruh oleh
persaingan kekuatan besar.

Selain negara-negara Muslim, aktor non-pemerintah juga
memainkan peran dalam diplomasi Islam. Misalnya, ulama da%
pemimpin agama telah mempromosikan dialog antar kelo %
yang bertikai berdasarkan ajaran Islam tentang perflamai
rekonsiliasi (Al-Sabah, 2020). Peran mereka seba Snedl non-
politik telah memberikan alternatif bagi d1p1 @m f al yang
terkadang terhambat oleh kepentingan geo 'tlk a4 akhirnya,
diplomasi Islam di Timur Tengah menu kan Bakiwa meskipun
terdapat berbagai tantangan, negara- a dan organisasi
internasional berbasis Islam terus n& am eran dalanapaya
mencapai perdamaian di kawasar(iyi. M un hasﬂny ng kali
terbatas oleh kompleksitas poht@d tari a dlploma51 ini
mencerminkan komitmen @11( me ﬁl@% lusj‘¢ang damai dan
berdasarkan pada pr1n51 1n51

D. Tantangan g ?@D %®1a51 Islam dalam
Dunia K @m

D1plo®1 Isl%tela en] alah satu instrumen penting

dalam @ @rut g1 negara-negara mayoritas

Mus erlib 1su internasional terkait umat

P d abad ke- 21 \l‘rplomas1 Islam menghadapi berbagai

aru yang ya transnasional, namun pada saat yang

sam rdapat pula peluang signifikan untuk berperan lebih aktif

men]aga dama1an stabilitas, dan keamanan dunia. Era

obalisasi dan percepatan arus informasi yang menyertainya telah

Q\ mengubah lanskap diplomasi, termasuk diplomasi Islam. Globalisasi

menuntut negara-negara Muslim untuk menyesuaikan identitas

dan kebijakan luar negeri mereka agar tetap relevan di dunia yang

semakin terhubung, namun juga memunculkan tantangan dalam

mempertahankan nilai-nilai keislaman ketika berhadapan dengan
ide-ide global yang cenderung sekuler (Qodir, 2020).
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Salah satu tantangan terbesar bagi diplomasi Islam adalah stigma
radikalisme dan ekstremisme yang seringkali melekat pada Islam.
Meskipun sebagian besar umat Muslim tidak terlibat dalam tindakan
radikal, persepsi ini tetap memengaruhi hubungan diplomatik
negara-negara Muslim dengan dunia internasional. Negara-negara
Barat, khususnya, cenderung mengaitkan tindakan kelompo
ekstremis dengan Islam secara keseluruhan, sehingga menc1p’cal§~
hambatan bagi dialog yang konstruktif di tingkat global (Hun’m%
2018; Alshamsi, 2021). Hal ini diperburuk dengar% in
Islamofobia di berbagai negara Barat, yang k Q( ulkan
kebijakan diskriminatif terhadap komunitas M sh ibatnya,
negara-negara Muslim sering kali berada 151 defensif,
berusaha memulihkan citra Islam dan an iplomasi yang
inklusif dengan negara-negara non—% ith (B li & Hafez, 2019).

Tantangan lain yang tidak I@ah p \ng adalah entasi
internal dalam dunia Islam. Ko@ﬂﬂ( tarl§@érpecahan politik,
serta perbedaan kepent1n.1 nas tarﬁ egara-negara

Muslim sering kali men bat ya diploma ektif. Kompetisi
kekuasaan antara \ﬁgra n as ti IQ;} Arab Saudi, dan

Turki menun]ukka ana arru nternal dunia Islam
dapat menjadi 6?1 hal b 1da @s dan sinergi diplomatik
(Mandav1lle sii per aaa dengan lemahnya institusi
dlplomaﬁa ma me iasi konflik tersebut. Meskipun
OKI t% itiysej 1@ @x'fltasnya dalam menangani isu-isu
internt ig\slam masih‘dipértanyakan, terutama ketika negara-

ﬁa ta lebih me}g&tamakan kepentingan nasional mereka
v&' ural, 202@.\

elain tanta@n dari dalam, diplomasi Islam juga menghadapi
?‘ngaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, dan
China. Negara-negara Muslim sering kali harus menyesuaikan
kebijakan luar negeri mereka dengan dinamika yang dikendalikan
oleh kekuatan-kekuatan besar ini. Dalam banyak kasus, negara-
negara Muslim berada pada posisi dilematis: di satu sisi harus
menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar, namun di sisi lain,
mereka dituntut untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam
(Hamid, 2019). Ketergantungan ekonomi dan keamanan terhadap
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ISLAM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL é

&

Keterlibatan negara-negara Muslim d or?%sasi
gsa )

internasional seperti Perserikatan Bangsa- dan
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memaink ra signifikan
dalam membentuk tatanan global saat 1 elal rtisipasi aktif
di berbagai forum internasional, nega ga uslim turut serta
dalam pengambilan keputusan pent{Q rkaitan dengam’isu-
isu global, mulai dari perdameua%:l anan hing adilan
sosial. Organisasi Islam bukan h iliki t‘rlbu51 beésar dalam
mempromosikan perdamal kead darf@ m global tetapi
juga mengambil berb 51at1@1tuk g-\o onflik, mediasi
dalam proses perd se anba uan kemanusiaan.
Ajaran Islam send1 lah ber 1h dalam penanganan
isu-isu global k ?}E‘V per eru n1k11m krisis pengungsi,
dan konflik a d1 rul ai keadilan, solidaritas, dan
tanggun % asan bagi keterlibatan dalam
usi kt

mencar g?&an&ra negara Muslim dalam kancah

mter i @enun]u alwa Islam, sebagai agama dan sistem

g? pengarul‘yﬁ&'ar dalam menghadapi tantangan dunia
d Q‘\

& o
O\\/
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A. Kontribusi Islam dalam Isu-Isu Global

Islam sebagai agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan
telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai
isu global, termasuk perubahan iklim, pengungsi, dan konflik.
Prinsip-prinsip dalam ajaran Islam terkait dengan keadilan sosial,
pemeliharaan lingkungan, dan perdamaian menjadi landasan pentiné
bagi keterlibatan umat Islam dan negara-negara Muslim d 1@?
mengatasi tantangan global ini. Salah satu bentuk kowffribusiIsSlam
yang terlihat jelas adalah dalam isu perubahan ikli %’ma onsep
khalifah atau pengelola bumi dalam Islam mengéb tingnya
menjaga keseimbangan alam (Nasr, 2018) e Q~

semakin menunjukkan komltm alam per jian
internasional seperti Perjanjian Pa Nega &1 gara seper nesia,
Turki, dan negara-negara Teluk & lu for mul‘ala ral seperti
OK{, telah terlibat dalam diskusi glo 1\&1:81@1 m]@a-s’i perubahan
iklim (Hefner, 2020). O&di&h némpr m}akan tindakan
kolektif di antara an any tuk urangi’'emisi karbon dan
beradaptasi dengan@rub ikli ’0"

Islam jug @ radj @\an} @dalam hal perlindungan
lingkungan. Q , terdapat banyak referensi
tentang 'ngn?. @n alam sebagai bentuk ibadah.

1za @u er1mb dalam Islam mendorong umat
Musli hidup selaras dengan alam dan tidak melakukan
\wal@ di bumi sito, 2019). Dalam konteks modern,
ban rgamsa51 b sis Islam, baik di tingkat nasional maupun
% asional, r(g telah terlibat dalam kampanye kesadaran
ungan dan si iklim. Salah satu organisasi yang berkontribusi
\\Flam isu lingkungan adalah Islamic Foundation for Ecology and
Environmental Sciences (IFEES), yang berfokus pada pendidikan
lingkungan dan advokasi perubahan iklim berdasarkan ajaran Islam.
Organisasi ini telah memainkan peran penting dalam menyebarkan
pesan tentang tanggung jawab lingkungan di kalangan umat
Islam global, serta mempromosikan solusi yang berkelanjutan dan
berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Ali, 2018).

Dalam isu perubahan iklim, negar ; yorltas Muslim
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Di sisi lain, masalah pengungsi juga menjadi isu global yang
semakin penting di dunia Islam, khususnya dengan meningkatnya
krisis pengungsi akibat konflik di Suriah, Yaman, dan Afghanistan.
Islam secara jelas mengajarkan tentang kewajiban umat Muslim
untuk melindungi dan membantu mereka yang membutuhkan,
termasuk pengungsi. Prinsip zakat dan sadaqah dalam Isla
mendorong umat Muslim untuk berbagi kekayaan dan sum‘tk~
daya mereka dengan orang-orang yang kurang beruntung (
2017). Negara-negara mayoritas Muslim sepert1 T;

dan Lebanon telah menerima jutaan pengungsi Su dalam
beberapa dekade terakhir, yang mencermi en Islam
terhadap perlindungan pengungsi. Sebagai %l‘a (Q'(gan populasi
pengungsi terbesar di dunia, Turki telaQ?a emimpin dalam
membantu pengungsi Suriah, mem at perlindungan,
pendidikan, dan akses kesehatan, y adldorong leéh nilai-
nilai Islam terkait kemanu51aan soh Roy, 2026)20KI juga
telah berupaya untuk mere 0 Ia'lm inisiatif-
inisiatif yang mehbatkan ﬁ‘ internasional
sio

seperti United Nations es (UNHCR) dan
International Organiz&or .@m’tzon M) Melalui berbagai forum
internasional, OKL €lah an tmgnya perlindungan
terhadap pen %:ﬂir{ne kan perlunya solidaritas

antarnegara ush masalah pengungsi (Brown,

2019). @

o
ﬁm \teks ko ik '{g@m memiliki pendekatan yang sangat
ﬁs\{er engan pe;d?/ aian dan penyelesaian sengketa. Islam
an bahwa ng harus dihindari kecuali dalam kondisi
a keamanan umat Muslim terancam, dan bahkan dalam
ik, pr1n51p-@nsip seperti melindungi warga sipil dan mencari
olusi damai harus diutamakan (Kamrava, 2020). Konsep sulh atau
perdamaian dalam Islam mendorong penyelesaian konflik melalui
dialog dan mediasi, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa negara
Muslim yang memainkan peran mediator dalam konflik regional.
Negara-negara Muslim seperti Qatar dan Oman telah dikenal sebagai
mediator dalam beberapa konflik regional, termasuk konflik di
Yaman dan Afghanistan. Diplomasi Qatar dalam proses perdamaian
Afghanistan, misalnya, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip
Islam tentang perdamaian dan keadilan dapat diterapkan dalam
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penyelesaian konflik modern (Esposito, 2019). Dalam hal ini,
kontribusi Islam dalam menyelesaikan konflik menjadi semakin
relevan di tengah ketegangan global yang terus meningkat. Organisasi
seperti Liga Arab dan Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation
Council/GCC) juga terlibat dalam mediasi konflik di kawasan Timur
Tengah. Liga Arab sering kali berperan sebagai fasilitator dialog
antarnegara yang berkonflik, meskipun sering kali menghad %
tantangan internal yang menghambat efektivitasnya (Peterso
Meskipun demikian, prinsip-prinsip Islam tetap m il égL an
dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik y. @ﬁ%ﬂa
negara-negara Muslim.

a
an oleh

Dalam beberapa dekade terakhir, d
aktif dalam memperjuangkan keadi rbagai forum
internasional. Banyak negara Mushn, te a yang be?ﬁa di
kawasan yang rentan terhadap pex@aha seperti Asia\Fénggara

i MHST juga semakin
ikli e

dan Timur Tengah, telah men ahw. @"fm akyerubahan
iklim tidak hanya menganc@ Tin § § ap1 a perdamaian
dan stabilitas sosial. Ol are n negara-negara
Muslim dalam negosjasDikli bal@ ]ad sangat penting (Nasr,
2018). Konferensi ‘khern S onal teatan rubahan Iklim yang

diselenggaraka h @)
menekanka

ja5)

n.le@ag %P:@nbaga Islam lainnya telah
a splrdaritagyantarnegara Muslim dalam

mengha tan% an ik{im. D@nping itu, banyak ulama dan
cende an g’t (a1 menyuarakan pentingnya aksi
1kh$ asis p Islam, dengan menekankan bahwa

ag elmbanga m merupakan tanggung jawab umat

efner 202&)2.\

eran uma@?ﬁm dalam isu pengungsi juga semakin terlihat
?5 am konteks globalisasi, di mana banyak Muslim yang hidup
\Vdi diaspora terlibat dalam upaya kemanusiaan untuk membantu
Q pengungsi. Berbagai lembaga bantuan Muslim internasional seperti
Islamic Relief dan Muslim Aid telah memberikan kontribusi signifikan
dalam membantu pengungsi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-
negara mayoritas Muslim tetapi juga di Eropa dan Amerika Utara
(Brown, 2019).
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Sebagai agama yang memiliki pengaruh besar di berbagai
belahan dunia, Islam memiliki potensi besar untuk memainkan
peran yang lebih aktif dalam mengatasi tantangan global seperti
perubahan iklim, pengungsi, dan konflik. Namun, keterlibatan ini
juga memerlukan dukungan dari komunitas internasional, termasuk
kerjasama antara negara-negara Muslim dan organisasi global seperti
PBB, untuk memastikan bahwa kontribusi Islam dapat memberik%%
dampak yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi Islam d4dla
isu-isu global seperti perubahan iklim, pengung& an &ik
mencerminkan ajaran dasar agama ini tentang kﬁh aritas,
dan tanggung jawab. Melalui organisasi-organisas nnegara-
negara Muslim, ajaran-ajaran ini diterapka eks modern
untuk menangani tantangan global yang ple %engan semakin
meningkatnya peran Islam di kanca/i 1 rapkan nilai-nilai
Islam yang universal dapat memberikan k u51 signifikan dalam
membangun dunia yang lebih d,céél dat@rkeadllan é

<
B. Keterlibatan Nega%gg ?Mu&léi dé?g Berbagai
Organisasi Inte \51 1@ @

o)

Keterhbata& eg @' M ’s’m dalam berbagai
organisasi int smna eran aktif mereka dalam
memperjua n k in ers i kancah global. Salah satu
organisagiyahg & pﬁng bagi negara-negara Muslim
adala N a- m, sebagai bagian dari komunitas
glokaly ber \151pa51 dala BB untuk memperjuangkan isu-isu

al se¢perti perdamai eamanan, keadilan, dan pembangunan
berke%utan (Brow 19). Keanggotaan negara-negara Muslim

d@ ini member'an akses ke forum internasional yang penting
k pengamb keputusan terkait berbagai isu dunia.
Q\\/

Di PBB, negara-negara Muslim terlibat dalam berbagai
mekanisme, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-
badan khusus lainnya seperti United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) dan UNHCR. Mereka menggunakan
platform ini untuk memperjuangkan kepentingan dunia Muslim serta
berpartisipasi dalam diskusi global mengenai isu-isu seperti konflik,
kemiskinan, dan pengungsi (Ali, 2018). Partisipasi negara-negara
Muslim dalam proses diplomasi multilateral telah memberikan
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mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam penciptaan resolusi
damai atas berbagai konflik yang melibatkan negara-negara Muslim
maupun lainnya (Acharya, 2021).

Selain PBB, keterlibatan negara-negara Muslim juga terlihat
dalam OKI, yang secara khusus dirancang untuk mengoordinasikan
posisi negara-negara Muslim dalam isu-isu global dan regiona
OKI, yang terdiri dari 57 negara anggota, merupakan organ's¥i~
antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB dan befgera am
memperkuat solidaritas antara negara-negara fm ( sito,
2019). OKI berfungsi sebagai platform diplomz(s@ i mana negara-
negara Muslim dapat bekerja sama dalam agai’bidang, mulai
dari politik hingga ekonomi dan budaya (kKhan, 20V~).

Salah satu peran utama OKI adgi?ﬁalégznanggapl%nﬂik

yang melibatkan negara-negara ﬁ i konflik di stina
Kashmir, dan Suriah. OKI ber i;dan mencari solusi
diplomatik untuk menyel Lkan? é&\ fh ini, meskipun
tantangan besar dalam %%ﬁsnegara negara
anggotanya tetap ada eter atan OKI dalam
penyelesaian konﬂl rae sal menunjukkan bahwa
negara-negara ﬁehm a;g@h' majukan perdamaian di
eng api

kawasan terse nan politik yang kompleks.

Selai %ﬁ %\b é\negara -negara Muslim juga
@ o

tergal:% d onal dan internasional lainnya,
ab dan G \nga Arab, yang didirikan pada tahun
ngs1 sebaga\ rum untuk negara-negara Arab yang

ma yo@s penduduk@‘a Muslim, dengan tujuan memajukan kerja

s ?T)ohtlk dan gkonomi di antara negara-negara anggotanya
\lg’terson, 2021Q/Ieski Liga Arab sering dikritik karena kurang
fektif dalam menangani konflik di antara anggotanya, organisasi

O ini tetap memainkan peran penting dalam membangun solidaritas
antar-negara Arab. Sementara GCC, yang terdiri dari enam negara di
kawasan Teluk, lebih berfokus pada isu-isu ekonomi dan keamanan.
Negara-negara Muslim di kawasan ini berkolaborasi melalui GCC
untuk mengatasi tantangan keamanan regional, termasuk ancaman

dan konflik yang berkaitan dengan terorisme (Nasr, 2018). Kerjasama

di antara negara-negara Muslim dalam GCC memperlihatkan
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pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi tantangan
geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks di Timur Tengah.

Di luar OKI, negara-negara Muslim juga memainkan peran
penting dalam organisasi internasional lain yang bersifat non-
sektarian, seperti Bank Pembangunan Islam (Islamic Development
Bank/IsDB). IsDB mendukung pembangunan ekonomi di negar
negara Muslim dan membantu dalam pembiayaan proyek-pr
infrastruktur dan pendidikan (Esposito, 2019). Den nb
pada prinsip syariah dalam keuangan, IsDB menj %Onto ntmg
bagaimana negara-negara Muslim dapat berkorit us1 a sistem
keuangan global melalui pendekatan yang se@l deprgdrt nilai-nilai

Di bidang perubahan iklim, negar gar&hm juga telah
berpartisipasi aktif dalam Conferenc)Krl res (COP) dicbawah
Kerangka Kerja Konvensi PBB bahan Ikli nited

Nations Framework Convention o UNFCCE). Banyak
negara Muslim yang rnengh ak sj ar’i perubahan
iklim, seperti pemngkat eri an]1r sehingga

mereka memiliki kep ti esar, CaI‘l solusi global
untuk masalah i 1n1 2 agaa@)'ntoh negara-negara
seperti Indone rab {elah berkomitmen pada

upaya global u uran on dan berpartisipasi aktif
dalam neg@ oy,
§ 11 ’%n n@a -negara Muslim dalam Group of

@ enun]uk i peran mereka dalam ekonomi global.
rki, dan.Agab Saudi adalah contoh negara-negara
@yang men]@anggota G-20 dan berpartisipasi dalam

) %usan kebijgkan ekonomi global yang berkaitan dengan
tumbuhan e@qomi, perdagangan internasional, dan stabilitas
ﬁngan (Peterson, 2021). Keterlibatan negara-negara Muslim dalam

G-20 penting dalam upaya mereka untuk memperjuangkan agenda
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di dunia Muslim.

Keterlibatan negara-negara Muslim dalam berbagai organisasi
internasional ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan
terbesar adalah kurangnya persatuan di antara negara-negara
Muslim itu sendiri. Meski berbagi identitas agama yang sama,
perbedaan politik, ekonomi, dan sosial sering kali menjadi hambatan
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bagi kerja sama yang lebih erat (Roy, 2020). Konflik regional, seperti
perselisihan antara Arab Saudi dan Iran, juga memperburuk
situasi dan menghambat upaya kolaboratif di forum internasional.
Meskipun demikian, peluang bagi negara-negara Muslim untuk
memperkuat pengaruh di organisasi internasional tetap ada. Dengan
populasi Muslim yang terus berkembang di seluruh dunia, termas

di Eropa dan Amerika, negara-negara Muslim memiliki kesempa
untuk mempengaruhi kebijakan global yang lebih ad11 dan mk#t?‘
(Hefner, 2020). Selain itu, meningkatnya permintag ntu
berbasis nilai-nilai keadilan dan solidaritas juga er ruang
bagi negara-negara Muslim untuk memperkuat dijp on\a§§nereka di
tingkat internasional (Nasr, 2018). \)é

Sebagai kesimpulan, keterlibatan ra- a Muslim dalam
berbagai organisasi internasional 8ﬁp rti 7 OKI, dan I?n’nya,
memainkan peran penting dalar@ypay. tuk memperjuangkan
kepentingan bersama di kancah glob eski :@tan an besar masih
ada, peluang untuk meningKatkan 2‘%’ Uhégardhegara Mushim
dalam organisasi interréonal ap é&lka@erutama melalui
kerja sama yang lebi @t di ra r@ a dan penggunaan forum
internasional untuk mperjiiangkdn 1su-@global yang relevan

C. Keterl\i@ @ara- g sllm dalam Kelompok
G-2

@ 20 s f@lm utama untuk kerjasama ekonomi
na mehbatka agai negara dengan ekonomi terbesar
dun i antara a ]}\/ a-anggota G-20, beberapa negara Muslim
berperan pentmg mempengaruhi kebijakan ekonomi global.

ra-negara ? hm yang berpartisipasi dalam G-20 termasuk
%donesm Arab Saudi, dan Turki, memiliki peran strategis dalam
membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak hanya
berdampak pada negara mereka sendiri tetapi juga pada dunia Islam
dan negara-negara berkembang lainnya (Pfeiffer, 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di
dunia, memainkan peran kunci dalam G-20. Sejak menjadi anggota
G-20 pada 1999, Indonesia telah aktif mendorong agenda yang
lebih inklusif dalam kebijakan ekonomi global. Indonesia sering
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mengadvokasi isu-isu seperti ketahanan pangan, pertumbuhan
inklusif, dan ekonomi hijau, yang relevan tidak hanya untuk negara-
negara Muslim tetapi juga untuk negara-negara berkembang
lainnya (Nasution, 2019). Partisipasi Indonesia di G-20 menunjukkan
bagaimana negara Muslim dapat menjadi jembatan antara dunia

Islam dan komunitas internasional dalam forum ekonomi global. é
Arab Saudi, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Ti ?r

Tengah, juga memainkan peran sentral dalam G 20xNe
memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan ener :ﬁama

mengingat perannya sebagai eksportir mmya i dunia
Melalui G-20, Arab Saudi telah berusaha unt en Mg stabilitas
pasar energi global dan memperkuat ker ntara negara-
negara produsen minyak (Al-Sheikh, 2 d1 juga berusaha
untuk menggunakan posisinya dalaaﬁ -20 I mempro ikan
reformasi ekonomi domestik, s@rtl V& tercantum am visi

0

ambisiusnya, Vision 2030.

Turki, sebagai negavéa Yng % per51mpangan
antara Eropa dan AsiaNuga 111 i poran strategis dalam G-20.
Sebagai salah sat ar1 ra h@s"hm yang memiliki
seri menyoroti isu-isu yang

ekonomi berke bang

berkaitan de}n@ tas no obal, reformasi institusi
keuangan as @pay k mengatasi ketidaksetaraan
ekonomj 20 letak geografisnya yang strategis
dan Eﬁml@g be embaé?urkl menjadi penghubung antara
d Bara n dunia Isla@hl dalam G-20.

Q P@ara -negara I@a-}hm yang tergabung dalam G-20 ini juga

erikan perhatian besar pada masalah pembangunan dan inklusi

ial. Indones1a@rab Saudi, dan Turki sering kali memperjuangkan
epentingan negara-negara berkembang lainnya dalam diskusi G-20,
menekankan perlunya peningkatan akses ke sumber daya keuangan,
perdagangan, dan teknologi (Hassan, 2018). Negara-negara ini juga
mendorong agar kebijakan-kebijakan G-20 mencakup strategi yang
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain agenda ekonomi, partisipasi negara-negara Muslim
di G-20 juga penting dalam konteks diplomasi global. Melalui
partisipasi dalam G-20, negara-negara Muslim dapat meningkatkan
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BAB IV

ISLAM DAN HUBUNGAN BILATERAL é
Wi

Hubungan bilateral antara negara-negara may: M dan
non-Muslim mencerminkan dinamika yang ko s, dipengaruhi

oleh berbagai faktor, termasuk politik, eko@ni, hAkeamanan.

Dalam banyak kasus, interaksi ini mencerminkan angan antara
kepentingan nasional dan prinsip- % sip a, namun juga
menawarkan peluang besar untuk k or geopolitikséring

kali menjadi penggerak utama dal@ tuk hubun ersebut,
tetapi faktor lain seperti perd nga tasi, dan pertukaran
budaya juga berperan pentigg) Pote r]ai§a d@rbagal bidang,

termasuk energi, pend1d$1 da@léﬁa ggmg kali diimbangi
1

dengan tantangan sepebti pe ologi, masalah keamanan

regional, dan dina i ?Studakas;ﬁng melibatkan negara-
negara mayori ?. M kan mengungkapkan
bagaimana h ng rda en]a$1odel atau, dalam beberapa
hal, sumb n, te tur@ada konteks dan kondisi politik
yang méndasayinya.

?*%

Qy QY

7,
<‘7
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A. Faktor-Faktor dalam Hubungan Bilateral antara
Negara-Negara Mayoritas Muslim dan non-Muslim:
Politik, Ekonomi, dan Keamanan

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim
dan non-Muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup
politik, ekonomi, dan keamanan. Kompleksitas hubungan ini tidale
hanya didasarkan pada sejarah dan ideologi, tetapi juga aﬁﬁ'
kepentingan praktis dalam menjaga stabilitas region&dan
Faktor-faktor politik sering kali menjadi pengg alam
hubungan ini, di mana perbedaan ideologi, smten(bemerﬁqb an, dan
nilai-nilai budaya antara negara may0r1tas im dan'xfon-Muslim

memainkan peran signifikan dalam mene an ebljakan luar
ie

negeri. Brown (2018) menyebutkan bah nideologis dapat
menyebabkan gesekan politik yang xﬁe da rutama da@n isu-
isu seperti hak asasi manusia da %beba@ﬁ beragama

Faktor ekonomi juga memiliki d ak Xr ter ap hubungan
bilateral. Negara-negara orit usl k a sumber daya
alam, seperti minyak d gas%en]a Qltra strategis bagi negara-
negara non-Muslirx@ng ut n en@}g‘i untuk mendukung
pertumbuhan omj_herek eterﬁtungan negara-negara
Barat pada e@ dariimur Jeriga téah memperkuat hubungan
ekonomi ara@ ski perbedaan politik sering kali
meny@ %ga an. Pe angan lintas batas dan investasi
asingytiga ﬁinkam eran penting dalam hubungan ini, di mana
neg}vﬁ—r& Muslim dapmon-Muslim saling membutuhkan untuk

@ndo pertumbukap*ékonomi dan menciptakan lapangan kerja
(Acl@ 2017).

Selain itu, }@)ungan keamanan menjadi faktor krusial dalam
\\/men]aga stabilitas hubungan bilateral. Ancaman terorisme, kekerasan
ekstremis, dan konflik regional di dunia Muslim sering kali
mendorong negara-negara non-Muslim untuk terlibat dalam kerja
sama keamanan dengan negara-negara mayoritas Muslim. Kerja sama
keamanan ini sering kali didorong oleh kepentingan bersama dalam
memerangi ancaman global seperti terorisme dan radikalisasi. Hal ini
terutama terlihat dalam hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan
negara-negara Muslim di Timur Tengah, di mana kerja sama militer
dan intelijen telah menjadi inti dari hubungan bilateral di antara
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negara-negara ini (Kaldor, 2019). Meskipun demikian, hubungan
yang terjalin ini tidak selalu berjalan mulus. Konflik politik, seperti
perang di Irak dan Afghanistan, telah menyebabkan keretakan
dalam hubungan antara negara-negara Muslim dan non-Muslim,
terutama terkait dengan persepsi dominasi Barat atas dunia Muslim.
Intervensi militer Barat di negara-negara mayoritas Muslim sermg
kali dipandang sebagai bentuk imperialisme modern, yang memi
sentimen anti-Barat di kalangan masyarakat Muslim (E 031t0 %
Hal ini menunjukkan bahwa faktor politik dan keam,% ser ali
saling terkait dan memengaruhi dinamika hubu ila

Peran organisasi internasional, seper BB \(OKI juga
memengaruhi hubungan antara negara rltas Muslim
dan non-Muslim. Organisasi ini serin 12} d1 platform bagi
negara-negara Muslim untuk mempeﬁg Kr@epentmgan Wek’clf
mereka dalam isu-isu global, seﬁj? ha si manusia.perubahan
iklim, dan konflik regional. Di kete @tan negara-negara
non-Muslim dalam organ@si intgritasi i\ iniJuga sering kali
dipengaruhi oleh kepent Ohtlb at menyebabkan
ketegangan dalamh u gan éltlla@ Yu{q‘ 2019).

Lebih lanj t sia ya juga memengaruhi
hubungan bil ;@ @terja negara mayoritas Muslim
dan non- im slam di negara-negara non-

Musli % uta %‘i @ dan erlka Utara, sering kali dibentuk

oleh waca a le yang mencitrakan Islam sebagai

a yan erhubung@engan kekerasan dan ekstremisme.
&e 20) meng isdkakan bahwa Islamofobia dan stereotip
negatifterhadap umat™Muslim sering kali menjadi penghalang dalam

bangun h!ﬂingan yang harmonis antara negara mayoritas
%slim dan non-Muslim. Oleh karena itu, diplomasi budaya menjadi

\Valat penting dalam memperbaiki citra negara-negara Muslim di mata
dunia internasional.

Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan iklim dan isu-
isu lingkungan semakin menjadi pusat perhatian dalam hubungan
bilateral ini. Negara-negara mayoritas Muslim yang rentan terhadap
dampak perubahan iklim, seperti Bangladesh dan Maladewa,
membutuhkan kerja sama dengan negara-negara non-Muslim untuk
mengatasi tantangan lingkungan global. Kerja sama lingkungan lintas
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negara ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan
bilateral, di mana negara-negara Muslim dan non-Muslim bekerja
sama dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap
dampak lingkungan (Stern, 2019).

Dalam konteks keamanan regional, banyak negara mayoritas
Muslim berada di kawasan yang rawan konflik, seperti Timur Tenga
dan Afrika Utara. Konflik-konflik ini sering kali menarik keterlib
negara-negara non-Muslim, baik dalam bentuk medl@k dlp]% 1k

maupun intervensi militer. Keterlibatan n arat
dalam konflik di dunia Muslim sering kali dlpl(&h éentmgan
geopolitik, seperti menjaga stabilitas energi da enyebaran
kekerasan ekstremis ke wilayah mereka s ebusch 2020).

Oleh karena itu, keamanan regional satu faktor yang
paling dominan dalam menentukanalﬁg un tara negara?tegara

mayoritas Muslim dan non- Mush% Q

Di sisi lain, kerja sam nomlﬁ m u’tama dalam
hubungan bilateral ini. gara] slj \terutama yang
memiliki sumber da am hm Q seper mmyak dan gas,

sering kali rnen]ah eko i ya@ erat dengan negara-
@kont@@s ni, an]1an perdagangan dan

negara non-Muslity. Dala
investasi lmt@ a Mushm dan non-Muslim
memainkan peran % aga stabilitas ekonomi global
dan me tak ékyan ling menguntungkan (Slaughter,
2018y Namun,} bun 1n,1] dipengaruhi oleh dinamika politik
i al di‘negara-nega ayoritas Muslim. Perubahan rezim,
@olu an ket1da§'§bﬂan politik di beberapa negara Muslim
seri ali memengar@hi hubungan bilateral dengan negara-negara
n% uslim. Peé&han politik di negara-negara Muslim sering kali
ut1 oleh perubahan kebijakan luar negeri, yang pada gilirannya
O\ dapat memengarubhi stabilitas hubungan bilateral (Barkawi, 2019).

Isu migrasi dan diaspora Muslim di negara-negara non-Muslim
juga berperan dalam hubungan bilateral antara negara mayoritas
Muslim dan non-Muslim. Komunitas Muslim yang besar di negara-
negara seperti Prancis, Jerman, dan AS sering kali menjadi jembatan
antara negara-negara mayoritas Muslim dan negara-negara non-
Muslim. Namun, kebijakan imigrasi dan integrasi yang keras
di beberapa negara non-Muslim dapat memicu ketegangan dan
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memperburuk hubungan bilateral. Pew Research (2020) mencatat
bahwa persepsi negatif terhadap imigran Muslim di negara-negara
Barat sering kali mencerminkan dinamika politik yang lebih luas, di
mana identitas nasional dan agama menjadi isu yang diperdebatkan.
Dalam konteks ini, diplomasi budaya telah memainkan peran
yang penting. Negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indones
dan Malaysia, sering kali menggunakan diplomasi budaya untk~
memperkuat hubungan dengan negara-negara non—Muslim mela
promosi nilai-nilai Islam moderat dan dialog antara

budaya dipandang dapat membantu menc1ptak \j%fn yang
lebih baik antara masyarakat Muslim dan n % sh% ang pada
akhirnya dapat memperkuat hubungan bila \S

Dalam perdagangan internasio ian dagang dan
kesepakatan komersial antara negar&? yoritas Mus?n dan
non-Muslim menjadi salah satu %tor a yang me rakkan
hubungan bilateral. Kesepakatangm l@ﬂencakup berbagai
sektor, mulai dari ener &bgl n' membantu
menciptakan ikatan eko eblg&at aritera negara-negara
tersebut. Per]an]1ar1 ser1 ali gn]adl alat diplomasi

yang efektif dalam ed k kete@nga 1t1k dan memperkuat
kerja sama mte v&, @020 fon

ecar @tmg%@l'ateral antara negara-negara
mayo@i@?ﬁ usl@ ngat dipengaruhi oleh berbagai
faktoxyang s terkat, ter uk politik, ekonomi, dan keamanan.
Moékxpun bedaan 1de i dan agama sering kali menimbulkan
kerja sa bldang perdagangan, keamanan, dan

dlp@l budaya dapat menjadi dasar bagi hubungan yang lebih

s@i dan saling@’&n’gunmngkan di masa depan.

v

B. Potensi Kerjasama dan Tantangan dalam Hubungan
Bilateral antara Negara-Negara Mayoritas Muslim dan
non-Muslim

Hubungan bilateral antara negara-negara mayoritas Muslim dan
non-Muslim menawarkan berbagai potensi kerja sama di berbagai
sektor, mulai dari ekonomi, budaya, hingga keamanan. Salah satu
potensi terbesar yang dapat dieksplorasi adalah perdagangan dan
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investasi. Negara-negara mayoritas Muslim, terutama di kawasan
Timur Tengah, memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak
dan gas yang menjadi daya tarik utama bagi negara-negara non-
Muslim. Di sisi lain, negara-negara non-Muslim memiliki teknologi
dan modal yang dapat diinvestasikan di sektor-sektor yang belum
berkembang di negara-negara mayoritas Muslim. Kerja sam
ekonomi lintas negara ini dapat menciptakan saling ketergantun
yang meningkatkan stabilitas hubungan bilateral (Esposito, 20

Selain itu, sektor pendidikan juga menawarkan si sama
yang signifikan. Banyak negara mayoritas Musli emikik)populasi
muda yang besar, sementara negara-negara @-M ’}y(sermg kali
memiliki sistem pendidikan yang maj menawarkan
peluang beasiswa, program pertuk g\p dan pelatihan
profesional. Hal ini tidak hanya merﬁb ka ang pengemw-ngan

sumber daya manusia, tetapi ju rat Jhubun budaya
dan sosial antara masyarakat d hok ne gara (Yusuf,
2019). Melalui kolaborasi d@da d1§§ S@la pihak dapat
saling bertukar ide dan perl wa

menghadapi ta mgan al s ti tesOrisme dan ekstremisme.
Negara- nega@ Mui ﬂ% ali berada di garis depan
dalam me ngi m elo k ekstremis yang beroperasi
di wila er jasama @é?ﬁ% dan militer dengan negara-
nega on—Mgglm yahg me@hki sumber daya lebih besar dapat
ms@bant enmgkatka ktivitas dalam menangani ancaman-
i. Keterlibatég dalam misi perdamaian internasional atau
lati militer bersatha dapat meningkatkan kepercayaan antara

a belah pi Qﬁam menciptakan lingkungan yang lebih aman di
nebusch, 2020).

Dibidang keam@m ter@apat p te@ﬂ ke&@sﬁma yang kuat dalam
]g se

Isu lingkungan juga membuka peluang untuk memperkuat kerja
sama antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim.
Perubahan iklim dan degradasi lingkungan adalah tantangan global
yang memerlukan kerja sama internasional. Negara-negara mayoritas
Muslim yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti negara-negara
di Afrika Utara dan Asia Selatan, dapat bekerja sama dengan negara-
negara non-Muslim dalam pengembangan teknologi hijau dan
kebijakan adaptasi iklim (Stern, 2019). Kemitraan dalam pengelolaan
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sumber daya air, energi terbarukan, dan penanggulangan bencana
dapat meningkatkan kapasitas negara-negara mayoritas Muslim
dalam menghadapi dampak lingkungan.

Di sisi lain, tantangan utama dalam hubungan bilateral
antara negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim terletak
pada perbedaan politik dan ideologis yang sering kali memic%
ketegangan. Perbedaan dalam sistem pemerintahan, hak;g;?ii-
manusia, dan nilai-nilai budaya dapat menjadi surfyber i
Negara-negara non-Muslim yang mendukung krasi-liberal
sering kali mengkritik negara-negara mayoritas limyahg masih
menerapkan sistem pemerintahan otoriter a@me il kebijakan
yang dianggap mengekang kebebasan amdKetegangan ini
dapat menghambat upaya kerja sama, ta salah satu pihak
merasa bahwa kedaulatan mereka sédang ggar (HefneQQOZO)
Selain itu, perbedaan dalam per%si te% ap Islam j enjadi
tantangan besar. Di beberapa ne @1 Islam sering kali
dipersepsikan secara ne kare @a d@gan terorisme
dan kekerasan ekstremls%hereof@neg memperburuk
hubungan antara m raka slifgtan AON- ushm dan pada

gilirannya berpoten h mbataaaaya orna51 yang lebih luas.
Mengatasi Isla@ b1a$ pemahaman yang lebih

baik tentan ygar ﬁegar -Muslim juga merupakan
us d apl tuk memperkuat kerja sama

tantang
bilater@po@ 20]@ Q
\Berbec@n kepentng}t geopolitik juga menjadi tantangan
mfé@ Negara a mayoritas Muslim dan non-Muslim
serlv~ li memiliki p rltas yang berbeda dalam hal kebijakan luar
Mlsalny@*tervenm militer oleh negara-negara non-Muslim
?fwilayah mayoritas Muslim, seperti di Irak dan Afghanistan, telah
\\/menimbulkan rasa tidak percaya yang mendalam. Bagi banyak
O negara mayoritas Muslim, intervensi ini dipandang sebagai campur
tangan asing yang bertentangan dengan kedaulatan nasional. Di
sisi lain, negara-negara non-Muslim sering kali berpendapat bahwa
keterlibatan mereka diperlukan untuk menjaga stabilitas regional
dan mengatasi ancaman terorisme (Kaldor, 2019). Meskipun
demikian, terdapat peluang dalam membangun kepercayaan melalui
dialog dan diplomasi multilateral. Organisasi internasional seperti

Islam dan Hubungan Internasional | 51



PBB dan OKI menyediakan platform bagi negara-negara mayoritas
Muslim dan non-Muslim untuk berdialog dan mencari solusi atas
masalah-masalah global yang dihadapi bersama. Forum-forum ini
memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan yang konstruktif
dan membantu mengurangi ketegangan dengan cara yang damai

(Barkawi, 2019).

Tantangan lainnya adalah masalah ketidaksetaraan eko %ré
antara negara-negara mayoritas Muslim dan 1’101’1—Ml§lim. yak
negara mayoritas Muslim, terutama di Afrika @'Asia atan,
masih berada dalam kategori negara berke n%;é entara
negara-negara non-Muslim, khususnya di Eropada rika Utara,
memiliki ekonomi yang lebih maju. Keti etar ini berpotensi
menciptakan ketidakseimbangan dag h gan bilateral, di
mana negara-negara non-Muslim méﬁ mu? dalam hal k@u’atan
ekonomi dan politik. Untuk m@lpt ubunganyang lebih
setara, diperlukan upaya untu i katk{@apasuas ekonomi
negara-negara mayoritas l\@shm

}% tua@embangunan
transfer teknologi, dan gka per%‘g ngq% ern, 2019)

Migrasi juga m@lpa u s et)f da@n hubungan bilateral
antara negara-n m dﬁon—l\/{ushm Gelombang
migrasi darlgzra ara \ uslim ke negara-negara
non-Musli rut £ di E]@pa t memicu perdebatan tentang
1ntegr§1 amanan. Krisis pengungsi dari
negarg: egar\t‘é{aertl r1a};1 Afghanistan telah memperlihatkan
baﬂ\m hub gan bllatera&b}t’cara negara-negara mayoritas Muslim

shm dap %]ad1 rumit ketika melibatkan isu migrasi.
negara non-M#tislim sering kali menghadapi tantangan dalam
1ntegra51k opulasi Muslim yang besar, sementara negara-

?‘gara mayoritas uslim sering kali mengkritik kebijakan imigrasi
yang dipandang diskriminatif (Hinnebusch, 2020).

Di bidang budaya, terdapat potensi besar untuk memperkuat
hubungan melalui diplomasi budaya dan pertukaran antaragama.
Banyak negara mayoritas Muslim memiliki warisan budaya yang
kaya yang dapat dibagikan dengan dunia luar. Program pertukaran
budaya, festival seni, dan dialog antaragama dapat membantu
membangun jembatan pemahaman antara masyarakat Muslim dan
non-Muslim. Inisiatif ini dapat membantu mengurangi prasangka
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dan menciptakan ruang untuk kerja sama yang lebih besar di berbagai
bidang lainnya (Barkawi, 2019). Namun, terdapat pula tantangan di
bidang ini terkait bagaimana menghadapi ketidakpahaman budaya
yang sering kali memperburuk stereotip negatif. Pendidikan dan
komunikasi yang lebih baik mengenai budaya dan agama masing-
masing dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Negara—
negara mayoritas Muslim dapat memainkan peran aktif dala?~
mempromosikan Islam sebagai agama yang damai dan to
sambil bekerja sama dengan negara-negara non; hm@
program-program pendidikan dan media (Hefner,(2020). O

Terakhir, dalam hal kerja sama tek gi, ra-negara
mayoritas Muslim memiliki potensi besar k be bang melalui
kemitraan dengan negara-negara non—@' g maju di bidang
teknologi. Pengembangan teknologi/ﬁi idad@ ergi, 1nfrasvcﬂ’<tur
dan digitalisasi dapat memberikarfmant sar bagi negata-negara
Muslim yang tengah berupaya vatgej etertinggalan dalam bidang
ini. Tantangannya, bagaimafigpun, Qﬁh \&mas Qn bahwa kerja
sama teknologi ini dilakfikan dekRgan c an%erkelan]utan dan
tidak menciptakan k nt n meQJg an negara-negara

Muslim di masa de Y{L_ 2019@- (\

C. Berba un 1lateral antara Negara-
1tasé@|sh an non-Muslim

lﬁn 11at negara negara mayoritas Muslim
lim mem Xfrkan peran penting dalam dinamika

1t1§7erna51ona ah satu contoh paling menonjol adalah
hubgmgan amtarazt rki dan AS, yang berlandaskan kepentingan

gls meski erdapat ketegangan terkait kebijakan regional.
?I‘kl sebagai negara mayoritas Muslim yang terletak di kawasan
strategis, memiliki hubungan yang dinamis dengan negara-negara
Barat. Hubungan ini sering kali diwarnai oleh perbedaan kebijakan
luar negeri, terutama mengenai isu-isu seperti perang di Suriah dan
dukungan AS terhadap pasukan Kurdi di wilayah tersebut. Meskipun
demikian, kerjasama antara kedua negara dalam bidang militer,
misalnya Turki sebagai anggota North Atlantic Treaty Organization
(NATO), tetap menjadi landasan penting dalam hubungan bilateral
yang terjalin (Alturusik, 2019).
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Studi kasus lain yang relevan adalah hubungan antara Iran
dan negara-negara Eropa, khususnya terkait program nuklir Iran.
Negara-negara Eropa, melalui mekanisme seperti perjanjian nuklir
Iran (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), berusaha menjaga
hubungan diplomatik yang stabil dengan Teheran meskipun ada
tekanan dari sekutu mereka, AS, yang menarik diri dari per]anjla
tersebut pada 2018. Upaya diplomasi Eropa untuk menjaga stabilita
regional dan menghindari eskalasi konflik di T1mur Te h
menunjukkan pentingnya hubungan bilateral in fari
Meskipun hubungan tersebut sering kali men @,§( angan
tetapi terdapat potensi besar untuk kerjasama.di 1da erg1 dan
perdagangan. e

Hubungan antara Arab Saudi d egara Barat juga
menawarkan wawasan penting tentaa{g ina hubungan Bjtateral
yang terjalin. Arab Saudi, sebagal@gar@}yoritas Muslifh dengan
pengaruh ekonomi dan politik y g @l’llq hubungan erat

dengan AS dan negara-negafdEro c@ dal Q bidang energi

dan keamanan. Namun, h 1tid r1 kritik, terutama
terkait isu hak asasi us1$n k&9 iba aQ Arab Saudi dalam
konflik Yaman. Krﬂ;b ini F men uhl ep51 publik terhadap

hubungan bila ters ipunk&pentingan ekonomi tetap
menjadi fak é? \Bl

RS

hankan kerjasama (Miller,

2019).
O o
@m @ﬂateﬁ an,ta@[ndonesm dan China juga menarik
un@sk dikaéSebagal ne Muslim terbesar di dunia, Indonesia
@mil’ i kepentingan ekonomi yang besar dalam hubungannya

hina. Proyek'infrastruktur besar-besaran yang dibiayai oleh
, seperti Beigud Road Initiative (BRI), menjadi tulang punggung
?‘nasama ekononti antara kedua negara. Namun, ketegangan muncul
terkait isu-isu seperti sengketa Laut China Selatan dan sentimen
domestik terhadap keberadaan pekerja asing dari China. Meskipun
demikian, hubungan bilateral ini tetap kuat karena keuntungan
ekonomi yang diharapkan dicapai oleh kedua belah pihak (Santoso,
2020).

Sementara itu, Pakistan dan India merupakan contoh lain
dari hubungan bilateral yang sangat kompleks. Keduanya adalah
tetangga dengan sejarah konflik yang panjang, terutama terkait
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sengketa wilayah di Kashmir. Meskipun hubungan ini diwarnai
oleh ketegangan militer dan diplomatik, terdapat juga upaya
sporadis untuk meningkatkan dialog dan kerjasama, terutama dalam
bidang perdagangan dan sumber daya air. Meskipun demikian,
ketidakpercayaan dan ketegangan politik terus menjadi hambatan
utama dalam hubungan bilateral antara dua negara tersebut

(Chakma, 2018). é

kasus yang penting. Setelah bertahun-tahun berko egara
mencapai perdamaian melalui Perjanjian Cam vid a tahun
1979. Sejak saat itu, Mesir dan Israel menja @bur%\/diplomatik
yang stabil meskipun masyarakat Mesir s kal ptis terhadap
normalisasi hubungan ini. Kerjasa \231&1 dang keamanan
dan intelijen terutama dalam men&rg p§ aman terorigme di
Semenanjung Sinai menjadi sala}(batu n utama ke@g’sungan
hubungan bilateral ini (Bahgat, 9) e .

Turki dan Rusia ]@Qn

ol 'menarik dari
hubungan bilateral )@g fl atlf ua r\%ara ini memiliki
sejarah panjang hyb ng te ada@bersﬁat kolaboratif
dan di lain wa \Z‘Unﬂ@te an yang terjadi selama
perang saudata~8ur n komplek51tas hubungan

1@ ba
ini, namu jas daltgblda nergi, terutama proyek pipa
gas Tur @eam bﬁa kepentingan ekonomi dapat
menggtasi pe@aan 11t1l,< g mendalam (Ozdal, 2021).
%u gan antara QQ}? dan AS memberikan contoh lain dari
dma@a bilateral @ﬂg kuat meskipun ada perbedaan dalam

\/?ypa kebijakaq regional. Qatar, sebagai tuan rumah pangkalan
i

Hubungan bilateral antara Mesir dan Israel juga meb@?‘iﬁdi
ed

iter terbesar di Timur Tengah, memainkan peran penting
alam kebijakan pertahanan AS di wilayah tersebut. Pada saat yang
sama, kebijakan Qatar yang lebih mendukung kelompok-kelompok
politik Islam di kawasan telah menimbulkan ketegangan dengan
beberapa sekutu AS lainnya di kawasan Teluk (Ulrichsen, 2020).

Malaysia dan Australia menunjukkan bagaimana hubungan
bilateral dapat berkembang meskipun ada perbedaan budaya dan
agama yang signifikan. Kedua negara ini memiliki hubungan yang
kuat dalam bidang pendidikan, dengan ribuan mahasiswa Malaysia
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yang belajar di Australia setiap tahunnya. Selain itu, kerjasama dalam
bidang keamanan dan penanggulangan terorisme juga menjadi
pilar penting dalam hubungan bilateral ini. Walaupun demikian,
isu-isu seperti hak asasi manusia dan kebijakan imigrasi terkadang
menimbulkan ketegangan dalam hubungan ini (Gomez, 2019).

Studi kasus lain yang dapat dianalisis adalah hubungan antar:
Uni Emirat Arab (UEA) dan Perancis. Kerjasama ini dldorong
kepentingan ekonomi dan pertahanan, di mana Perancisqme
peran penting sebagai pemasok utama senjata k A. ipun
demikian, kebijakan luar negeri UEA yang p tif di_kawasan,
termasuk keterlibatan mereka dalam konflik-&i Yapmawdan Libya,
terkadang menciptakan tantangan wbun bilateral ini,

terutama di forum-forum internasiona

e% 19).
Pada level yang lebih glol&?}:&u@ﬂateral ﬁ?Arab
ene i

Saudi dan Jepang menyoroti @1 dala namika
hubungan antara negara a,yor \1 né‘n-Mushm.
Jepang sangat bergantun@ ’}Arab Saudi, dan
ini mendorong ker]asa uat antara kedua negara.
Namun, hubungan ]ug al gan, terutama terkait
pandangan mas a(aka ng @ﬁ" %‘ﬁ;akan domestik Arab
Saudi, seperti sawanusm dan represi politik
(Katada, 2 1

6&? 1la2ral r@ra Indonesia dan Amerika

erga Contoh K ﬂ-asama Strategis di Bidang Politik,

mi, dan ‘A anan

alam konteks' hubungan bilateral antara negara-negara

yoritas Muslim dan non-Muslim, hubungan antara Indonesia
\\/dan AS adalah salah satu contoh yang sangat signifikan. Indonesia,
dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menjalin hubungan
yang dinamis dan kompleks dengan AS, negara dengan pengaruh
besar dalam ekonomi dan politik global. Hubungan bilateral ini
mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan,
yang memberikan tantangan dan peluang bagi kerjasama yang lebih
erat. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah melihat AS sebagai
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mitra penting di panggung internasional, meskipun dinamika
hubungan ini tidak selalu mulus (Weatherbee, 2013).

Pada era awal kemerdekaan, hubungan antara Indonesia dan
AS sangat dipengaruhi oleh konstelasi Perang Dingin. Setelah
proklamasi kemerdekaan Indonesia, AS melihat Indonesia sebagai
wilayah strategis dalam upayanya membendung pengaru%
komunisme di Asia Tenggara. Terutama setelah konfrontasi ideo Qs
antara Presiden Soekarno yang condong ke blok T1rnu1vian ng
mewakili blok Barat, hubungan kedua negara se Sali uatif.
Namun, setelah jatuhnya Soekarno dan naifﬁ So@arto, AS

semakin mempererat hubungan dengan In sia,daiém konteks
kerjasama anti-komunisme (Rizal, 2015). rde u ini menjadi
periode di mana hubungan Indonesia- i stabilitas politik

dan keamanan yang relatif baik.
yang A \6 %%

Di ranah politik, pasca—@% .1998, Ribungan
Indonesia dan AS memasu abak%~ de@ menekankan
pada kerjasama dalam “@ menganggap
Indonesia sebagai cont eb%asﬂa% nsisi okrasi di negara
mayoritas Mushm ua m@kukan dialog politik

untuk membahas su-is B{r&n@ al tg}b@;\suk hak asasi manusia,
demokrasi, @er aian& a egara demokrasi terbesar
ketiga di jadir¢ontoh penting bagi AS dalam
upaya sik &fi— iai demokrasi di kawasan Asia
Teng a (He@ 200 ‘N

ang ekononﬁ done31a dan AS memiliki hubungan
perd@ngan yang ing. AS adalah salah satu mitra dagang

\ﬁ sar Indonesia, sementara Indonesia juga merupakan pasar

ting bagi ekspor AS di kawasan Asia Tenggara. Volume
erdagangan antara kedua negara mencakup berbagai sektor seperti
minyak dan gas, produk pertanian, dan produk manufaktur. Sebagai
contoh, perusahaan-perusahaan multinasional AS seperti Chevron
dan ExxonMobil telah lama beroperasi di Indonesia, khususnya dalam
sektor energi, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian
nasional (Suryadinata, 2017). Namun, tantangan tetap ada, terutama
dalam hal kebijakan perdagangan yang sering kali menjadi bahan
perdebatan antara kedua negara, terutama mengenai akses pasar dan
peraturan tarif yang dianggap tidak seimbang.
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Kerjasama di bidang keamanan menjadi salah satu pilar utama
dalam hubungan bilateral Indonesia-AS. Sejak peristiwa serangan
teroris 11 September 2001 di AS, kerjasama kontra-terorisme antara
kedua negara semakin intensif. AS melihat Indonesia sebagai mitra
penting dalam memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara,
terutama karena Indonesia juga menghadapi ancaman terorisme
domestik dari kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islarmy ]-é
Melalui bantuan teknis dan militer, AS mendukung Indones1a la
meningkatkan kapasitas kontra-terorisme, baik m dbi pe@
maupun transfer teknologi militer (Whitlock, 201{3/

Dalam bidang lingkungan, ker]asama ter@donesia -AS
juga semakin penting, terutama terkait igusisu s ti perubahan
iklim dan deforestasi. Indonesia adal negara dengan

hutan hujan tropis terbesar di duni jadikannya Sebagai
aktor kunci dalam upaya global ufituk “%51 perubahaﬁﬁkhm AS
telah memberikan bantuan dala ent a(@den tek i untuk
membantu Indonesia me &r X emisi karbon
(Rabasa & Haseman, 2 éu fhkc?-r ara kebutuhan
pembangunan ekon s@dan hndG_p an ng ungan sering kali
menjadi tantangan g dihadapi k@»ua n@ra dalam kerjasama ini.

Dalam bé? 1@ ata ?'COVID 19 menekankan
pentmgny@ r]a bi @'ral ra Indonesia dan AS dalam

mempe t si an AS-berperan besar dalam membantu
distri 1 va k n,es melalui program-program seperti
C({KAX Kexjdsama di blda@\kesehatan ini menunjukkan pentingnya

un bilateral lebih mendalam dalam menghadapi

tantangan global (Whitlock, 2016).

Q~Hubungan @ateral Indonesia-AS memang tidak sepenuhnya
\ngas dari tantangan. Salah satu isu sensitif yang sering kali menjadi
O hambatan adalah perbedaan kebijakan luar negeri AS dan Indonesia
terkait konflik Israel-Palestina. Sebagai negara dengan mayoritas
Muslim, Indonesia telah lama mendukung hak-hak Palestina untuk
merdeka, sementara AS memiliki kebijakan luar negeri yang lebih
condong mendukung Israel. Ketegangan dalam isu ini sering kali
memengarubhi sikap diplomatik Indonesia dalam forum internasional
ketika menghadapi AS (Jackson & Pye, 1980). Meskipun demikian,
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BAB V

ISLAM DAN KEAMANAN INTERNASIONAL é

v
o

Terkait kajian mengenai keamanan internasipqay, n}glgn

sering kali menjadi sorotan dalam konteks isu penting seperti
terorisme, konflik, dan pemeliharaan perd ian ing untuk
menggarisbawahi bahwa Islam tidak a difjastdang sebagai
faktor yang memicu ketegangan, tetapijuga ai sumber nilai-
nilai yang mendorong stabilitas dan&l si 1. Keterlibatdgprimat
Muslim dalam upaya memeran%ekst@ﬁsmg dan bangun
dialog antaragama mencermin@'n komitm g kuat terhadap
perdamaian global. Selain j ber@iniﬁ\ if K mendorong

toleransi lintas budaya me@di kx@al d menghadapi tantangan
yang kompleks dalam,arena i@rna 1. Kontribusi Islam dalam

menciptakan stabilitas %per@amai enegaskan bahwa
meskipun terd n ya@dih i, terdapat potensi besar
untuk koli§§si en@m\oang@%solusi yang efektif dalam
konteks % an @(\ 0((\
S RT.Q
N ,
&
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A. Peran Islam dalam Isu-Isu Keamanan Internasional:
Terorisme, Konflik, dan Pemeliharaan Perdamaian

Islam memainkan peran yang sangat penting dalam isu-isu
keamanan internasional, terutama terkait dengan terorisme, konflik,
dan pemeliharaan perdamaian. Sebagai agama yang dianut oleh
lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, Islam mempengaruhi
banyak aspek kehidupan global. Namun, dalam beberapa de aﬁ@'

terakhir, Islam sering kali dikaitkan dengan isu terdsism at
tindakan beberapa kelompok ekstremis yang mer@%‘nak gama
ini sebagai pembenaran untuk tindakan kekeraﬂ}a me . Hal ini

menciptakan persepsi negatif yang merugik %i m \djaran Islam
secara keseluruhan digeneralisasi seba\g&‘é\en (?ong kekerasan.
Padahal, kenyataannya adalah bah ay, s umat Islam di
seluruh dunia menentang terorism{?;n rasan. Islan\justru
memiliki ajaran yang sangat ku‘ﬁgyeng \fperglamaia sadilan,
dan toleransi, yang jauh bertentahg engaridindakan ekstremis

yang sering diberitakan d@ﬁa
a

S e

Radikalisasi dala@slam@a h teyjac@kibat interpretasi

ekstremis terhada@]ara ?g ma,, tetapijuga dipengaruhi oleh
bgl'al,’ ko 1. Marginalisasi politik,

berbagai faktor politik,
ketidakadilavé?\or&l inte] ens@g dinegara-negara Muslim
sering kali jad@nye{@’uta adikalisasi (Hafez & Mullins,
2015). Iny ?e"lo?@oke oﬁk yang merasa termarjinalkan
oleh erintehratau dipengawthi oleh ketidakstabilan politik lebih
rel\zw{ unt dipengaru}}gﬁh ideologi ekstremis. Namun, penting
uk hami bahwawadikalisasi ini bukanlah representasi dari
Islam,itu sendiri, meldinkan respon terhadap kondisi sosial-politik

é kompleks. Q& ’

N\ Salah satu konsep dalam Islam yang sering disalahpahami di
Barat adalah jihad. Dalam konteks teologis, jihad sebenarnya memiliki
makna yang jauh lebih luas daripada sekedar perang. Jihad meliputi
perjuangan spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan yang
baik, bukan hanya perjuangan fisik. Sayangnya, kelompok-kelompok
ekstremis telah memanipulasi konsep ini untuk membenarkan
tindakan kekerasan mereka. Jihad sejati dalam Islam lebih berkaitan
dengan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kedamaian, bukan
perang tanpa batas (Aslan, 2016).
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Negara-negara Muslim, di sisi lain, memainkan peran penting
dalam memerangi terorisme di tingkat global. Indonesia, misalnya,
sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah
mengadopsi pendekatan moderat dalam melawan ekstremisme dan
terorisme. Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara-negara
lain dalam kampanye melawan terorisme internasional, sekaligus
telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah radikalisasi de
dalam negeri dengan mempromosikan Islam moderat. Pendek%
Indonesia ini berhasil dalam menjaga stabilitas inter, % am
berperan aktif dalam upaya keamanan global (Rizl) 019

Selain itu, Islam adalah agama yaﬁ a@énekankan

pentingnya perdamaian. Konsep salam , yang berarti
perdamaian, adalah salah satu prinsi Qg dijunjung tinggi

dalam ajaran agama ini. Al-Qur’an s& iri b anyak a]ar?Pyang
mendorong umat Muslim untuk?hidu mai dan hindari
kekerasan. Islam mengajarkan }gbﬁ i @o’m baik di tingkat

a& ’hanya boleh

individu maupun masyara@ da %{\
digunakan sebagai ]alan akhl tik

uaaﬁzoaya perdamaian
telah gagal (Esposito @8) e @

O
Dalam kont, kﬁko %‘Isla an kerangka kerja yang
sangat kuat ué? & Prl 9* prinsip Islam menekankan

pentmgny lo dla promi sebagai sarana utama
untuk ele@ ééhsm Dalam setiap perselisihan, umat
n untuk

Islan\ ihar ar1 solusi damai terlebih dahulu
sebéhdm m pertlmban penggunaan kekuatan. Hal ini sejalan
@ga g&an Nabi mad SAW yang mendorong perdamaian
dan@nsiliasi (Ramadan, 2017).

Q~OKI juga I@nainkan peran penting dalam upaya resolusi
\Xc:nﬂik di dunia Muslim. Sebagai organisasi antar-pemerintah yang
O beranggotakan negara-negara mayoritas Muslim, OKI sering kali
terlibat dalam mediasi konflik, terutama di kawasan Timur Tengah.
Dalam konteks ini, meskipun OKI menghadapi berbagai tantangan
dalam menjalankan peran ini, keterlibatan OKI mencerminkan
komitmen negara-negara Muslim terhadap perdamaian dan stabilitas
regional (Ahmed, 2020). Kontribusi negara-negara Muslim dalam
pemeliharaan perdamaian global juga patut dicatat. Banyak negara
Muslim, seperti Bangladesh dan Pakistan, telah menjadi kontributor
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utama dalam misi penjaga perdamaian PBB. Negara-negara ini
tidak hanya berkontribusi dalam hal jumlah pasukan, tetapi juga
membawa nilai-nilai Islam yang mendukung perdamaian dan
stabilitas internasional (Malik, 2021).

Dalam upaya pencegahan radikalisasi, banyak negara Muslim
seperti Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan progra
pendidikan yang berfokus pada pengajaran Islam mod r?.‘
Pendidikan Islam moderat ini memainkan peran bunci am

mencegah penyebaran ideologi ekstremis, teru di ngan
generasi muda (Hasan, 2021). Di banyak nega usln@sekolah—
sekolah kini juga mulai mengajarkan p g \p’lurahsme,
toleransi, dan resolusi konflik secara damadi seb i baglan dari
kurikulum pendidikan mereka. Indo@ an konsep Islam
Nusantara-nya, adalah salah satu corﬁp galmana ru?pmlal

lokal dapat diintegrasikan dengaanraQ m untuk 1ptakan
model Islam yang moderat darﬂtt)le a 1: usantgra berhasﬂ

mempromosikan Islam yang dainai cfl contoh bagi
negara-negara lain dala aya nceéh I kahsa51 (Yusran,
2019). é

? Y. o

Selain itu, keadilan O&Z d&@' salaé,%tu elemen kunci dalam
ajaran Islam da rko Zib adap pencegahan konflik.
Islam mengl})a k§ i a (i&@'um kekayaan yang adil dan
perlig@an t{% a g té as, yang secara langsung dapat

mengiitangi Ketegangan spstal yang sering kali menjadi pemicu

koRYka Da hal ini, keadilan sosial dalam Islam adalah landasan

tlr% i terciptanyaperdamaian yang berkelanjutan (Esposito,

201 lam juga mémiliki tradisi diplomasi yang kuat dalam

elesaikan kesiflik. Dalam banyak kasus, negara-negara Muslim

%Tah terlibat dalam negosiasi internasional untuk meredakan

etegangan dan menyelesaikan konflik. Kamali (2020) menunjukkan

O bahwa pendekatan diplomasi Islam sering kali menekankan prinsip-

prinsip moral dan etika yang mendalam, yang berakar pada ajaran
agama tentang keadilan dan perdamaian.

Di lain sisi, stigma yang mengaitkan Islam dengan terorisme
masih menjadi tantangan besar. Meskipun mayoritas umat Islam
menolak terorisme, persepsi negatif ini masih kuat di banyak
masyarakat global. Keberadaan dialog antaragama dan diplomasi
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budaya adalah cara yang efektif untuk mengatasi persepsi yang
salah ini dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam
sebagai agama yang mendukung perdamaian (Said, 2021). Inisiatif
dialog antaragama, yang melibatkan pemimpin Muslim dan non-
Muslim, memang telah memainkan peran penting dalam meredakan
ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Dialog semacam 1r11
berpotensi besar dalam menyelesaikan konflik dan membang
jembatan antar-keyakinan yang berbeda (Ghobadzadeh, 2021)

Secara keseluruhan, Islam memiliki pot es ntuk
berperan dalam menjaga perdamaian dan kea ni asional.
Meskipun sering dikaitkan dengan terorism@leh \'fapa pihak,
banyak negara dan pemimpin Muslim yaxg aktif m memerangi

keamanan global. Dengan mendulding u “upaya pen@dlkan

Islam moderat dan memperkanyhalc? taragama,%rhunitas
r

internasional dapat membantlﬂme n an proaktif Islam
dalam keamanan global é)

B. Inisiatif Negab‘?& eg@s %Menmgkatkan
Keamanan
Keaman@ er, ?m ﬁg\a,b, satu tantangan utama yang

radikalisasi, mempromosikan perdamai ser;@“ ontribusi dalam

dihadapi @1 ne —ne ruh dunia, termasuk negara-
negara rr@ at@erkembangan teknologi informasi
dan kQ 1 1nf?str r kritis di negara-negara Muslim
Kin an terhada Caman siber. Oleh karena itu, negara-
ara shm mulai ngembangkan strategi keamanan siber
unt ehndungl nfrastruktur kritis mereka, seperti sektor energi,

porta51 da em keuangan (Alotaibi, 2020).

\\/ Salah satu langkah awal dalam meningkatkan keamanan siber
Q adalah dengan membangun kerangka regulasi yang kuat. Negara-
negara Muslim mulai mengadopsi undang-undang dan kebijakan
yang dirancang khusus untuk mengatasi ancaman siber. Misalnya,
Uni Emirat Arab (UEA) telah meluncurkan undang-undang
keamanan siber yang bertujuan untuk melindungi informasi dan
sistem kritis dari serangan siber (Alhaj, 2019). Regulasi ini mencakup
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berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga
penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam mengatasi
ancaman siber. Banyak negara Muslim telah menjalin aliansi strategis
dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan sumber daya
dalam memerangi kejahatan siber. Organisasi Kerjasama Islam (OK
telah berupaya untuk memperkuat kerja sama di bidang keaman ?’r
siber dengan menyelenggarakan konferensi dan ferum \151

membahas isu-isu terkait (Khan, 2021). Upaya in{@rapl@ apat
a

membangun kapasitas negara-negara Muslim mymeénangani
ancaman siber secara kolektif. Q‘
Investasi dalam teknologi juga mer k pentmg dalam

strategi keamanan siber negara- n a Banyak ara,
seperti Arab Saudi dan UEA, tel &sﬂ(an angg besar
untuk pengembangan teknol si dah, keamanan siber.
Arab Saudi, melalui Visio 30 t? kén berbagai
inisiatif untuk meningk%;@ tru &« dl%\dan keamanan
siber, termasuk pembentuka sat r@n insiden siber (Siddiqui,
2018). Hal ini menqug ﬁ nme alq}n‘égara Muslim untuk
berinvestasi dala, tekno ehndungl infrastruktur

kritis mereka. didi t1 di bidang keamanan siber
iori ala @pay ingkatkan keamanan siber di

juga menj
negara- ra&%ﬁm tusuge didikan tinggi di negara-negara
ini 1 MR mengwarkan'progra tudl yang berfokus pada keamanan
dan nologi mf si. Misalnya, beberapa universitas
@Tur an Mesir meluncurkan program-program yang
bertujiran untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keamanan siber
( in, 2020). P?g’katan kualitas sumber daya manusia di bidang
sangat penting untuk mengatasi ancaman siber yang semakin

O\\/kompleks.

Peran sektor swasta dalam meningkatkan keamanan siber juga
tidak dapat diabaikan. Banyak negara Muslim telah mendorong
kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan
solusi keamanan siber. Kerjasama ini mencakup berbagi informasi
tentang ancaman, pengembangan teknologi baru, dan penyediaan
layanan keamanan siber (Mahmood, 2019). Dengan melibatkan sektor
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swasta, negara-negara Muslim dapat memanfaatkan keahlian dan
sumber daya yang ada untuk memperkuat pertahanan siber mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim
dalam meningkatkan keamanan siber adalah kurangnya kesadaran
di kalangan masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Banyak
individu dan organisasi masih mengabaikan praktik keamana
dasar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pembaru
perangkat lunak. Oleh karena itu, kampanye kesadarafypubljiyang
menekankan pentingnya keamanan siber sangat diperluk aza,
2021). Negara-negara Muslim perlu berinvestasj, ,dalam_program-
program pendidikan dan kampanye kesadara@ntu@zﬁingkatkan
pemahaman masyarakat tentang keaman ber

dapat mempengaruhi keama ara- negar slim,
terutama yang berada di ka an konHik, harus

memperhatikan ancaman tor,‘sg m Misalnya,
serangan siber terhad @ tis d at digunakan
sebagai alat untuk mel a k tabilj Q)ohtlkaa—?au ekonomi suatu

negara. Oleh karen 1 , p egav@égara Muslim untuk
mengembangka;’strate§~ ma 51b ng mempertimbangkan

dinamika geo

?ﬁ elah meluncurkan pusat-pusat
penel da@ keamanan siber. Pusat-pusat ini
bertujftan k menge an teknologi baru dan solusi yang

ingkatkan k an 51ber di kawasan tersebut. Misalnya,
A mendirika@usat penelitian keamanan siber yang berfokus

) ?ﬁengemban n teknologi dan kebijakan keamanan (Hossain,
0
e

Dalam konteks geopolitik, ke a;% ara negara egara

). Inisiatif in¥ diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
gara-negara Muslim dalam merespon ancaman siber yang terus
O berkembang. Sebagai bagian dari strategi keamanan siber, negara-
negara Muslim juga perlu memperkuat kerjasama regional. Dalam
konteks ini, inisiatif keamanan siber dapat dilakukan melalui forum-
forum regional yang melibatkan negara-negara Muslim. Forum-
forum ini dapat menjadi platform untuk berbagi praktik terbaik dan
pengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan siber (Aziz,
2019). Melalui kerjasama regional, negara-negara Muslim dapat
membangun jaringan pertahanan siber yang lebih kuat.
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Salah satu contoh kerjasama regional dalam keamanan siber
adalah inisiatif yang dilakukan oleh Dewan Kerjasama Teluk
(Gulf Cooperation Council/GCC). Negara-negara anggota GCC
telah mengembangkan strategi keamanan siber bersama untuk
melindungi infrastruktur kritis mereka. Kerja sama ini mencakup
pelatihan, pertukaran informasi, dan pengembangan kebijakan yan
bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber di kawasan Tel 1%‘
(Al-Hammadi, 2019). Inisiatif ini menunjukkan pentmgnya ker]
antar negara dalam menghadapi ancaman siber. S’

Keamanan siber juga memerlukan pendelqgn hc@?l: yang
mencakup aspek hukum, sosial, dan tek gi. ra-negara
Muslim perlu membangun kerangka hu yangmemadai untuk
menangani kejahatan siber dan me% rivasi individu.
Kebijakan yang jelas dan tegas dalafq api ke]ahat%lber
sangat penting untuk menmpta@n li ngan yan ‘an dan
terpercaya (Saeed, 2021). Dala Ks i @(er]asama dengan

lembaga internasional j ]uga dap: at rn r% egara Muslim
dalam mengembangkan ]aka ang tif. 6

Singkatnya, pe ﬁb%\i’éﬂam konteks global

tidak dapat dia an. a— ra Mﬁ}lm perlu terlibat dalam
diskusi dan ke ernasit mengatasi ancaman siber
yang ber51 nta alul asama internasional, negara-

ukungan dan sumber daya yang

negarz@ erol
dlpe an me ba @kapamtas keamanan siber mereka
(EK}a&uml @20) Pende n kolaboratif ini akan memperkuat

ahg@q siber globalldan melindungi infrastruktur kritis di

selu, unia.

Q~Dengan der@ian, keberhasilan inisiatif negara-negara Muslim
alam meningkatkan keamanan siber bergantung pada komitmen
Q dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan
kolaboratif, negara-negara Muslim dapat membangun strategi
keamanan siber yang efektif untuk melindungi infrastruktur kritis
mereka dan menghadapi tantangan yang ada di dunia digital saat

ini (Ali, 2021).
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C. Upaya-Upaya Membangun Dialog Antaragama dan
Toleransi dalam Mendorong Stabilitas dan Perdamaian

Dialog antaragama dan upaya membangun toleransi memainkan
peran penting dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian
global. Di tengah meningkatnya konflik berbasis agama dan etnis
di berbagai wilayah dunia, dialog antaragama berfungsi sebagai
sarana penting untuk mengurangi ketegangan dan mempromos'k?’r

pemahaman antar komunitas yang berbeda. Berbagai ifyisiati og
antaragama telah dirancang untuk menciptakan r ba skusi
dan kolaborasi antar kelompok agama yang berBeda, dengan tujuan
akhir mendorong toleransi dan koeksistensi ai. Q~

Dialog antaragama tidak hanya rele@q d @Yl:onteks konﬂik
antaragama, tetapi juga rnen]ad nt1 alam mengqg
ada

ketidakstabilan politik dan sosi ang t berkont

terjadinya kekerasan. Dalam et1dak ilan ini

diperparah oleh perbedaa plo st bleh pihak-

pihak tertentu untuk m h h m %S(/ar %\Melalul dialog,
k menyampaikan

berbagai pemimpin ag\?a da eke ma un:

pesan perdamaian k@ iku dan M@ngajarkan pentingnya
hidup berdampingan se&{g’h & (S@&)‘n 2019).

Upaya gama tidak terlepas dari
berbaga Gatu t ngan utama adalah perbedaan
teologissya rm ad1 hambatan untuk mencapai

ko sus@ mun, me un perbedaan ini signifikan, dialog
dapat foku§ da nilai-nilai bersama, seperti keadilan,

kasihssayang, dan ké@anusiaan yang dianut oleh sebagian besar

a (Abu-Nimeg, 2021). Di beberapa negara, dialog antaragama

h duntegras@n ke dalam kebijakan nasional untuk mencegah

N\ radikalisasi dan meningkatkan kohesi sosial. Indonesia, misalnya,

dengan konsep Pancasila sebagai ideologi negara, mengakui

pentingnya dialog antaragama sebagai cara untuk menjaga

kerukunan antar umat beragama. Pancasila memungkinkan negara

untuk mengakomodasi berbagai keyakinan agama, sekaligus
mempromosikan kesetaraan dan toleransi (Yusran, 2020).
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Organisasi internasional seperti PBB juga telah mengambil
langkah-langkah penting untuk mendukung dialog antaragama.
Resolusi PBB tentang dialog antaragama menekankan pentingnya
kerjasama antar umat beragama dalam menciptakan perdamaian
global. Melalui inisiatif ini, PBB berupaya mempertemukan pemimpin
agama dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam menciptakan
solusi untuk masalah-masalah yang melibatkan ketegangan an%?

agama. i \L_

Pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam orong-dialog
antaragama. Dengan mengajarkan toleransi dar{ p&ma an lintas
agama di sekolah-sekolah, masyarakat dapatshem n generasi

yang lebih inklusif dan terbuka terhad erbeffaan. Di banyak
negara, kurikulum pendidikan telah nc g),mtuk mencakup
materi yang mengajarkan tentang a -a 6'9 lain, dengar?ujuan
mengurangi stereotip negatif défy meningkatkan pe Tmatan
terhadap perbedaan (Hasan, 2018 paY\@Ttuk membangun
toleransi juga melibatkan pfen ’anfa?& n}@a D\ | konteks ini,
media berperan dalam e ber@& Opil ub@5; sehingga dapat
berfungsi sebagai a entiﬂ%unt&n ebarkan pesan-pesan

toleransi dan koeksistensi g?nai. S@yang@g 7 dalam banyak kasus,

media justru erk stene@o darf@nemicu ketegangan antar

agama. Ole ren @, pe%&}g bagi.para pemimpin agama dan
politisi b é}a saifta den.gg}l media dalam menyebarkan
pesan-p@n y\@ me@@un@a‘log dan toleransi.

AN .
\\Beran Qnimpin aga@dalam dialog antaragama juga sangat

@niﬁ ebagai fi 'Qéritas moral dalam masyarakat, pemimpin
aga emiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap pengikut
ka terhada@géma lain. Pemimpin agama yang aktif terlibat

?5 am dialog antaragama dapat berfungsi sebagai jembatan yang
\\/menghubungkan komunitas yang berbeda, sekaligus mengedukasi
O pengikutnya tentang pentingnya toleransi. Selain peran pemimpin
agama, pemuda juga memegang peranan penting dalam upaya
membangun dialog antaragama. Pemuda sering kali lebih terbuka
terhadap ide-ide baru dan perubahan, sehingga dapat menjadi agen
perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak organisasi
masyarakat sipil telah membentuk program dialog antaragama yang
berfokus pada pemuda, dengan harapan bahwa generasi mendatang
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ISLAM DAN LINGKUNGAN GLOBAL é
&
Islam memiliki pandangan yang komp ns1?€%ka1t
lingkungan, di mana prinsip-prinsip etika lingk n c@ aj

aran
Islam menekankan keseimbangan dan tan@mg j manusia
sebagai khalifah di bumi. Prinsip-prinsip)ini dorong umat
Muslim untuk menjaga kelestarian alan?~ hormati makhluk
hidup lainnya. Di era modern, ne -ne mayoritas slim
turut memainkan peran penting d%m adapi tant n global
seperti perubahan iklim, meskigum K ‘oerbagal kendala,

baik dari segi ekonomi ma@ipun s TéQ\ang ingkungan di

negara-negara Muslim,%)erh@w q% an deforestasi,
if j

memerlukan solusi y @oersﬂ@\-kola dan berkelanjutan. Islam
menawarkan kontribusi Si%_ an dalam l&orong pembangunan
berkelanjutan, g@ ya pemanfaatan sumber
daya alam se@ @ be ggu ab. Sebagai contoh, upaya
konserva air egara Muslim mencerminkan
komit Isl h?. 11 ngan, serta peran penting yang
dapa \an dal emitigasi dampak kerusakan alam dan

upaya globﬂ ntuk menjaga bumi tetap lestari bagi
@endatang Q.\

g <
&9
\4
Q

er,
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A. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang holistik mengenai lingkungan
dan keberlanjutan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika
lingkungan yang kuat. Dalam Islam, alam dipandang sebagai ciptaan
Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan. Manusia
ditunjuk sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawa
moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan dan kelest i?r
ekosistem. Tugas ini ditekankan dalam Al-Qur'an dafyHadi ng
menyiratkan pentingnya harmoni antara manusQ na (Izzi

Dien, 2000). 2) O

Al-Qur’an menyebutkan bahwa alam se %ta segala isinya
diciptakan dengan tujuan yang jelas. Pg@t— ay. perti “Dia telah
menciptakan segala sesuatu dengan ran tepat” (Al{Qur’an
25:2) menegaskan keseimbangan yang in dalam ci Allah.
Prinsip ini mengimplikasikanbéb. a seg abe@uk kerusakan atau
eksploitasi terhadap alam glkan m an bangan yang
diciptakan Allah, dan sia rmhKNan lh\g jawab untuk
memastikan bahwa ka tl@ mel%@anny%aniotis, 2012).

Islam j ]uga n atau keseimbangan
dalam alam sefn@sta. k pada keselarasan dan
keteratura ﬁf da 1ptaan yang harus dijaga

m
da

am
oleh ma B?. gatkan terhadap keserakahan
dan p am secara berlebihan, yang dapat
% k1b kehanc ingkungan (Al-Qur’an 7:31). Oleh
na i pr1n51p mo eﬂa i atau wasatiyyah menjadi inti dari etika
lingkungan Islam, ya enyerukan penggunaan sumber daya alam
S ijaksana daQ berkelanjutan (Foltz, 2003).

V‘ Prinsip tauhid (keesaan Allah) juga memiliki relevansi dalam
etika lingkungan. Karena segala sesuatu di bumi adalah ciptaan
Allah, manusia harus memperlakukan alam dengan rasa hormat
yang sama seperti memperlakukan ciptaan Allah lainnya. Tauhid
menghubungkan manusia dengan seluruh alam semesta dalam satu
jaringan penciptaan yang harmonis. Ini berarti bahwa perlindungan
lingkungan adalah bentuk ibadah, karena menjaga ciptaan-Nya
berarti memenubhi perintah-Nya (Khalid, 2010).
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Tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pemimpin) di
bumi adalah aspek penting lainnya dari etika lingkungan Islam.
Konsep ini memberikan tanggung jawab moral dan hukum kepada
manusia untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam Al-Qur’an
disebutkan, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalz'fah
di muka bumi” (Al-Qur’an 2:30). Peran khalifah ini bukan hanya unt
mengelola sumber daya secara efisien, tetapi juga untuk memastlﬁ
keberlanjutan dan keseimbangan dalam penggunaan ala

Damkhi, 2008). S’

Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mq;;%erik@panduan
tentang bagaimana umat Muslim harus berinteraksi gan alam.
Salah satu hadis yang terkenal menyat , Yl iamat terjadi
sementara di tangan salah seorang da sebatang pohon
kurma, maka tanamlah.” (HR. Ah&% s ini mengandung

makna pentingnya menjaga dan @esta?% alam, ba di saat-
saat genting sekalipun. Menanamx po, @eh]a a alam adalah
tindakan ibadah dan kebaikari yavﬁz‘ﬂ% alaéslam (Sheikh,
2006). é O S

Etika hngkuno d Isla,&nror?]ga ’@ehgakui pentingnya
perlindungan ai ag dupan. Al-Qur’an menyatakan
bahwa air adz%? h1d D
sesuatu y id an 30). Air bukan hanya sumber
daya al @/ un tapi juga simbol kehidupan dan
kesej eraar@ruh akhl idup. Oleh karena itu, membuang-

bu&\g air a mencemar@ bertentangan dengan prinsip-prinsip
@mnt g kelestarj &llf{ngkungan (Foltz, 2003).
&

ami jadikan dari air segala

gan perlindupgan lingkungan. Dalam Islam, setiap tindakan
ang diambil harus bertujuan untuk kebaikan bersama dan
mencegah kerugian bagi masyarakat. Pengrusakan lingkungan yang
menyebabkan bencana alam atau penurunan kualitas hidup dianggap
sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai maslahah.
Dengan demikian, menjaga alam adalah upaya untuk memastikan
kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang (Zaman, 2019).

\Xg_%nsep maslagah (kemaslahatan umum) juga berkaitan erat
\
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Prinsip adalah (keadilan) dalam Islam juga berimplikasi pada
bagaimana sumber daya alam dikelola. Keadilan dalam penggunaan
sumber daya berarti tidak boleh ada eksploitasi pemakaian sumber
daya oleh individu atau kelompok tertentu yang merugikan orang
lain, terutama mereka yang rentan. Alam harus dikelola sedemikian
rupa sehingga distribusi manfaatnya adil dan tidak mengakibatkan
kerugian bagi orang lain atau makhluk hidup lainnya (Izzi Di$~$

2000). N ‘L‘

Islam juga memperkenalkan konsep har;@lam?&teks
&

lingkungan, yaitu larangan terhadap tindakan sak atau
mencemari bumi. Segala bentuk polusi, baikwuda i, maupun
tanah, dapat dianggap sebagai bentuk sak% ang dilarang
dalam Islam. Dalam konteks modern,<ini an untuk upaya
pengendalian emisi karbon, pengel@ﬁ li , dan perhnwrngan
keanekaragaman hayati (Al-Damkhj, 200@

Peran manusia sebagaj~ab (l‘?~ 5‘1 rﬂenegaskan
bahwa manusia harus méz inta %\am hal menjaga

dan merawat bumi. M usia anl @emlhk am, tetapi hanya
pengelola sement er1 ana}@ﬁtuk merawat bumi
demi kesejahte &1 se enegaskan pentingnya
pengelolaan s an&& tan, ng jawab dan berkelanjutan
(Saniotis,

pi @? Q%n)@@i}n Islam juga memiliki relevansi

de et @ ngkungan. Mhisan berarti berbuat baik, tidak hanya

adapsesama manudia tetapi juga terhadap alam. Tindakan

mera@t alam deng@balk adalah wujud implementasi ihsan, di

??nanusm tidak hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri,
&1 juga dem@berlan]utan kehidupan di bumi (Khalid, 2010).

Q\\/ Dalam konteks perubahan iklim global, etika lingkungan dalam
Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk melawan kerusakan
lingkungan. Umat Muslim di seluruh dunia dapat menerapkan
prinsip-prinsip ini dalam kebijakan lingkungan dan praktik sehari-
hari. Dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap alam, negara-
negara Muslim memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Sheikh, 2006).
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Secara keseluruhan, etika lingkungan Islam menekankan
tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem
dan berperan sebagai pelindung bumi. Prinsip-prinsip tauhid,
khalifah, maslahah, dan tawazun menawarkan kerangka kerja yang
kuat untuk menjaga kelestarian alam di tengah tantangan modern
seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan (Al-Damkhi, 2008). Prinsip-prinsip ini, ketika diterap fe
dengan konsisten, tidak hanya akan menjaga hngkungan @;
juga memastikan bahwa kehidupan di bumi terus b>' n}u@ ara
harmonis dan berkelanjutan. Islam, melalui_&3ra dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap.updya gl al dalam
menjaga lingkungan dan mencegah ben@kol@ﬁ yang lebih
besar di masa depan (Zaman, 2019). \2\ Q)

B. Kontribusi Islam dalam 6@Pemban®¥:

Berkelanjutan

Islam sebagai sebualé&n ﬁ?’slst ®la1 Ngh memberikan
landasan etika yang k n ? nbeﬁylan]utan Prinsip-
prinsip Islam meng E§p %k eél n antara kebutuhan
manusia dan ke s %ur’an berbagai ayat
menekankan n oni antara manusia dan

irotl kesejahteraan material,

lingkungann§a. la
tetapi ju at1k ial, moral, dan lingkungan yang
men]a@s ar ad@ em" unan berkelanjutan (Khalid, 2020).

\D'al am, manu ianggap sebagai khalifah (pemimpin)
my gj@uml yan% iliki tanggung jawab untuk menjaga
dan melihara Konsep ini memberikan dasar teologis
bQ'r pengelolaa@ mber daya alam yang berkelanjutan. Manusia

iharuskan menggunakan sumber daya secara bijaksana dan tidak
merusaknya demi keuntungan sesaat (Zohdi & Halid, 2019). Prinsip-
prinsip seperti ini sangat relevan dalam mendorong pembangunan
yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga pada keberlanjutan lingkungan.

Islam juga mengajarkan konsep mizan atau keseimbangan, yang
menuntut keharmonisan dalam semua aspek kehidupan. Penerapan
konsep ini dalam kebijakan pembangunan menekankan pentingnya
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menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Pendekatan holistik ini memungkinkan pembangunan
yang lebih adil dan inklusif, serta menghindari eksploitasi berlebihan
terhadap alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan
ketidaksetaraan sosial (Al-Harbi et al., 2021).

Dalam hal ekonomi, Islam mendukung konsep keadila
distribusi. Prinsip ini mendorong pemerataan kekayaan
pengurangan kesenjangan sosial, yang merupakan salz@k sat

utama dari pembangunan berkelanjutan. Zakat, a1 s satu
pilar Islam, memainkan peran penting dalam r ekayaan
dan pengentasan kemiskinan. Melalui zak lim diajak
untuk menyumbangkan sebagian dari ayaa ereka untuk
membantu pihak yang kurang ma ada gilirannya
dapat meningkatkan kese]ahteraaneﬁs al d@%{emperkuat \dasi
ekonomi yang berkelanjutan (Ha@ 20@ @

Selain zakat, konsep @btau mg%%ru@kah instrumen
penting dalam pembang n]u emungkmkan
pemanfaatan aset- ase\tjlang hnili s@:ara b elan]utan untuk
tujuan sosial dan k@am aty: nst1®1 pendidikan, rumah

ik @n uslim didirikan melalui
f

sakit, dan infrastiuktur

wakaf. Denga apfgdtan w@k yang\optimal, banyak kebutuhan
pat Q!anp rus mengeksploitasi sumber

masyarakat

daya a é eca@ le @ (Shazmiller, 2017).

@rlp thlf lingkungan, Islam sangat menekankan pentingnya

}]a bersihan danrkelestarian alam. Nabi Muhammad SAW

serin i mendorox@para pengikutnya untuk tidak membuang-

b ?g" air, bahkaq ketika mereka berada di dekat sumber air

g melimpah\JFlal ini mencerminkan kesadaran Islam tentang

\ﬁiﬂgnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

efisien. Penggunaan air secara hemat dan bijaksana sangat relevan

dengan tantangan modern terkait kelangkaan air di banyak negara
Muslim (Ibrahim & Said, 2018).

Prinsip Islam lainnya yang mendukung pembangunan
berkelanjutan adalah larangan atas pemborosan atau israf. Islam
mengecam perilaku boros yang dapat menyebabkan kerusakan
pada sumber daya alam. Larangan ini mendorong individu dan
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masyarakat untuk hidup secara efisien dan bertanggung jawab dalam
penggunaan sumber daya. Ini selaras dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi eksploitasi
berlebihan terhadap alam (Nasr, 2016).

Konsep magqasid al-shariah atau tujuan-tujuan syariah juga
memberikan kerangka kerja yang kuat bagi pembanguna%
berkelanjutan. Magqasid al-shariah menekankan perlincjéréﬁr

a

terhadap lima elemen utama: agama, kehidupan, ake&‘ket n,
dan harta benda. Dalam konteks pembangunan be jut al ini
dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap dupan) manusia
dan lingkungan alam. Dengan memasti ba kebijakan
pembangunan memperhatikan kesejahter elurfirimat manusia,
pendekatan ini mendukung upaya gl%él\ u encapai tujuan
pembangunan berkelanjutan (Kamalrﬁ‘ 19{@ v
Pendidikan juga men]adl a da m kontrtbusi Islam
terhadap pembangunan b e.lan] ofhenghargzn
pentingnya ilmu penge ?‘& ia I}bndlchkan yang
baik merupakan sala satu as m mewujudkan

tangan tantangan yang

terus belajar d en a ol

dihadapi, ter ungan dan sosial (Zailan,
2018). Mel rggla t dapat diberdayakan untuk
berparti ?f'da embangunan dan memastikan bahwa
pert@ha nom 1dal< gorbankan kelestarian alam.

masyarakat yang b r {(sé' mer@fbng umatnya untuk
u
li

tor energi, - ra-negara Muslim mulai menyadari

pent1\§1ya berahh@e energi terbarukan. Islam mendorong

P ?ﬁfaatan sumber.daya alam yang tidak merusak lingkungan, dan

rgi terbarukay/seperti tenaga surya dan angin menjadi pilihan

\ﬁ sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa negara Muslim

seperti Uni Emirat Arab dan Maroko telah memulai inisiatif besar

dalam investasi energi terbarukan, yang tidak hanya mendukung

pembangunan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan
lingkungan (Safiullah & Ahmed, 2020).

Selain itu, Islam juga memiliki prinsip maslahah atau
kepentingan umum yang mendorong kesejahteraan bersama. Dalam
konteks pembangunan berkelanjutan, konsep ini menekankan
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perlunya kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi seluruh
masyarakat dan lingkungan. Setiap keputusan yang diambil harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup
generasi mendatang. Dengan demikian, maslahah menjadi pedoman
yang kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang ramah
lingkungan dan inklusif (Dusuki, 2017).

Peran Islam dalam mendorong pembangunan berkelanj
juga dapat dilihat dari bagaimana komunitas-komufyitas
lokal berupaya menerapkan nilai-nilai agama d pe
lingkungan. Di beberapa daerah, terdapat inisiati asy@ at yang
berfokus pada pengelolaan hutan, air, dan sulﬁr daya‘alam lainnya
dengan cara yang sejalan dengan ajaran Is a, masyarakat
di Indonesia dan Malaysia sering kalj rasikan prinsip-
prinsip Islam dalam pengelolaan hutén‘dan g@ﬁ pertanian f¥ereka,
yang mendorong praktik-praktik @rkela@t\am (Rauf & @1‘1 2021).

Lebih jauh lagi, peran pemimpi ama§gm mpromosikan

e

pembangunan berkelanjian j pe nyak ulama dan
cendekiawan Mushm t l@l fatw%ang mendukung
pelestarian hngku %’ an’@nggung jawab umat
Muslim dalamfﬁ/\]ﬁe j ag Ginanah dari Allah. Ini
menunjukkan @% da a« i sumber motivasi yang kuat
untuk rne ong ak pro-lingkungan di berbagai

tingkat : Namun demikian, terdapat pula
tantangan ya 1ha pi da meng1mp1ementasﬂ<an nilai-nilai
Islat/dalarh kebijakan pexﬁb ngunan berkelanjutan. Salah satunya
@a ahJsuirangnya pe man yang komprehensif tentang ajaran
Isla rkait lmgkurgL an di kalangan masyarakat Muslim. Sering

asalah h@&mgan dianggap sebagai isu sekuler dan tidak
%Emlhkl relevansi dengan agama, padahal Islam memiliki banyak

\\/panduan yang relevan (Farid, 2019).

Selain itu, diperlukan pula kerjasama internasional yang lebih
besar antara negara-negara mayoritas Muslim dan masyarakat global
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Organisasi
Islam internasional, seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI),
dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengoordinasikan
upaya global di bidang lingkungan dan pembangunan. OKI dapat
menginisiasi program-program lintas negara yang bertujuan
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untuk melestarikan lingkungan dan mendorong pembangunan
berkelanjutan di negara-negara anggotanya (Qureshi, 2021). Secara
keseluruhan, Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam
mendorong pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan,
keseimbangan, dan kepentingan umum yang diusung oleh ajaran Islam
memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan pembangun
yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan mlal-n%
ini ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, negara n
mayoritas Muslim dapat memainkan peran penting By n@l aga
keseimbangan alam dan meningkatkan kese]aa/@ arb ial dan
ekonomi masyarakat global.

C. Peran Negara-Negara Musllm @hadapl
Perubahan Iklim &?“ .

Perubahan iklim merupaka@ang@\lobal yang r@lerlukan
arter

upaya kolektif dari semua negar a-negara mayoritas

Muslim. Dalam beberape% Qe%kh %e%ara gara ini mulai
mengambil peran yan é\ gam perubahan
iklim melalui berba }?S< an, 1r§9atl {an partisipasi dalam
kesepakatan ikli i k1pb@§{egara -negara Muslim
sering kali m $<1 tan garr sus, &ertl keterbatasan sumber
daya dan k n pgela ba kar fosil, banyak di antara
negara- ?6} tel enunjukkan komitmen untuk
men ({@1 ka da alih ke energi terbarukan (Khalid,
201@2/ Q \

Q atu contok? a adalah Arab Saudi, yang dikenal sebagai
sala produs nyak terbesar di dunia. Meskipun minyak
menjadi s er pendapatan utama negara, Arab Saudi telah

%Eluncurkan inisiatif “Saudi Vision 2030,” yang mencakup langkah-
langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada bahan
bakar fosil dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan
seperti tenaga surya dan angin. Visi ini sejalan dengan komitmen
Arab Saudi dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement), di mana Arab
Saudi telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Al-
Ghabban, 2019).
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Saudi Vision 2030 menempatkan transisi energi berkelanjutan
sebagai inti dari kebijakan lingkungan dan ekonomi, dengan fokus
pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan ekonomi sirkular
yang saling mendukung. Melalui inovasi teknologi, pengembangan
sumber daya manusia, serta kolaborasi internasional, Arab Saudi
berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan
beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Strat§
ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi ekonoml mi
perubahan iklim, serta efisiensi dan konservasi su b¥ da
Dengan menyeimbangkan faktor ekonomi dan e glslon

2030 tidak hanya memperkuat keberlanjutan li tap1 juga
menjadikan Arab Saudi sebagai pemimp 0 nsisi energi
hijau di tingkat global.

international
partmership

\\/ Gambar 6. Transisi Energi Hijau Berkelanjutan di Arab Saudi
Melalui Saudi Vision 2030

Sumber: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X24000668

Uni Emirat Arab (UEA) juga merupakan negara Muslim yang
menunjukkan kepemimpinan dalam menangani perubahan iklim.
UEA telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek energi
terbarukan dan menjadi tuan rumah Masdar City, sebuah kota
futuristik yang dirancang untuk menjadi salah satu komunitas paling
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berkelanjutan di dunia. Selain itu, UEA telah berpartisipasi aktif
dalam berbagai forum internasional, termasuk COP (Conference of the
Parties), dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada
tahun 2050 (El-Katiri, 2014).

Di Asia Tenggara, Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim
terbesar di dunia, juga telah berperan aktif dalam isu perubahan ikli
Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait de@?’r

Sia

deforestasi dan kebakaran hutan. Namun, pemerintah In i
telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk %’atas‘ salah

ini, termasuk moratorium izin pembukaan 1 ba i hutan
primer dan lahan gambut. Selain itu, Indone@ te%befkomitmen
untuk mengurangi emisi karbon hingga 29 da tqhrein 2030 sebagai
bagian dari Nationally Determined Contribiftions ) yang diajukan

dalam Perjanjian Paris (Santoso, 20214\ \@

Negara-negara di Afrika q&a e oko (QTUI‘USI&
juga menonjol dalam upayamengh Qb kh‘?m Maroko,
misalnya, telah memban ala la g& %a surya terbesar
di dunia, yaitu Kompleks Noo, uarz% , yang erupakan bagian
dari rencana amblsl S eg tuk &, ghas@én 52% listriknya dari
energi terbaruk ada_t ]uga telah mengadopsi
berbagai 1<eb@p mqu§Q etergantungan pada bahan
bakar fosi katka#i pe naan energi bersih (El-Katiri

&Faﬁ@zm&? AR,

P tlSl@ negara negara Muslim dalam kesepakatan iklim

al juga penti ampir semua negara mayoritas Muslim

te ah andatangan n meratiﬁkasi Perjanjian Paris, menunjukkan

k anen merekagerhadap tujuan global untuk menjaga kenaikan

ﬁ global di bawah 2 derajat Celsius. Di tingkat regional, negara-

egara di kawasan Teluk juga telah membentuk Dewan Kerja Sama

Teluk (GCC) yang bekerja sama dalam upaya mitigasi perubahan
iklim dan transisi ke energi terbarukan (Krane, 2020).

Mesir, sebagai salah satu negara paling padat penduduk di
dunia Arab, juga berperan penting dalam menghadapi perubahan
iklim. Mesir telah menyelenggarakan Konferensi Iklim PBB (COP27)
di Sharm El-Sheikh, yang memberikan kesempatan bagi negara-
negara Muslim dan negara-negara berkembang lainnya untuk
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Q\

mendiskusikan tantangan iklim yang dihadapi, terutama terkait
dengan adaptasi dan pendanaan untuk perubahan iklim (Amin,
2022).

Negara-negara Muslim di Asia Tengah seperti Kazakhstan
dan Uzbekistan juga telah mulai mengalihkan perhatian pada
isu perubahan iklim. Meskipun kedua negara ini memiliki
ketergantungan besar pada industri bahan bakar fosil, mereka t lﬁh
mengambil langkah-langkah awal untuk meningka&an efisiensi
energi dan mengeksplorasi potensi energi terb n, ama
energi angin dan surya (Overland, 2018). Q/

Turki juga merupakan negara mayoritds Muskim yang telah
mengambil langkah signifikan dalam me@sng erubahan iklim.

Meskipun pada awalnya enggan un /gk?ﬁer;é si Perjanjian Paris,

Turki akhirnya melakukannya p 21 dan ber itmen

untuk mencapai emisi nol bersi @3 Turkijuga telah

meningkatkan penggunaan energi t %’uk% fjerkenalkan

berbagai kebijakan eﬁsier@r ekt ns%xaﬂ dan industri
Acar & Yeldan, 2016

( )\) e @ ‘\«

Di sub- Saha& fr Ni merupakan negara

mayoritas Mu @ é@r di Al ka, %@'ghadapl tantangan besar

terkait peru n ikliny) ter gourunan dan banjir. Namun,
Nigeria @ﬂ(l@{\om' nten untuk mengurangi emisi gas
ruma @ rung @iah penggunaan energi bersih dan
pel Sanaa kb

ijjakan ad@aa iklim (Oladipo, 2021).

p i besar, tel h theluncurkan inisiatif “Billion Tree Tsunami”
menan 111aran pohon guna mengurangi dampak
erubahan 1k11rn dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.
Inisiatif ini diakui secara internasional sebagai salah satu langkah
positif dalam memitigasi perubahan iklim (Ali, 2020).

Q Pa n, yangju i rupakan salah satu negara Muslim dengan
k

Negara-negara Teluk, meskipun dikenal sebagai penghasil
minyak utama, telah mulai mengalihkan perhatian mereka pada
energi terbarukan. Qatar, misalnya, telah berinvestasi dalam proyek
energi matahari dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon
dalam persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Komitmen ini
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mencerminkan langkah awal negara-negara Teluk dalam diversifikasi
energi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon (Krane, 2020).

Iran, yang juga merupakan salah satu produsen minyak utama
di dunia, telah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi
ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, Iran telah
menunjukkan minat untuk mengembangkan energi terbaruka
terutama tenaga angin dan surya, sebagai bagian dari upaya u w{'
mengatasi perubahan iklim (Amidpour, 2015). \T_

Demikian halnya Bangladesh, meskipun m prz;h satu
negara yang paling rentan terhadap dampak @ ah
kenaikan permukaan laut, telah berpera aktif d

ikIim seperti
dialog iklim

internasional. Bangladesh telah meng i agai kebijakan
adaptasi dan mitigasi untuk melindu as atnya dari dampak
perubahan iklim, termasuk pemb b gul dan infrastruktur
tahan iklim (Hugq, 2019).

Di Afrika Utara, Al] @n un@k mengurangi
emisi gas rumah kac mn tan penggunaan energi
terbarukan. Al]aza@ gado ebijakan energi nasional

yang bertu]uan ksi energi surya dan
mempromosi swn?'ener %@'&u sektor (Cherif, 2018).

Seme@ra Séﬁ%gal,e@ag %ara mayoritas Muslim di
tda

Afrika t, t me 1p -proyek energi terbarukan yang

bertuN nu menggan i Kefergantungan pada bahan bakar fosil

gkatkan akseﬁgi bagi penduduknya. Proyek-proyek

ter k pemba an pembangkit listrik tenaga surya dan
1nve?a i dalam teknoldgi hijau (Ba, 2020).

Dengan derr@mn secara keseluruhan, negara-negara mayoritas
\\/Mushm memainkan peran penting dalam upaya global menghadapi
perubahan iklim. Meskipun banyak di antara negara-negara tersebut
yang menghadapi tantangan besar, baik secara ekonomi maupun
lingkungan, komitmen yang ditunjukkan dalam berbagai kesepakatan
internasional dan kebijakan domestik merupakan langkah positif
menuju keberlanjutan lingkungan dan mitigasi dampak perubahan
iklim (Overland, 2018).
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D. Tantangan Lingkungan di Negara-Negara Mayoritas
Muslim

Negara-negara mayoritas Muslim di berbagai belahan dunia
menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Meskipun isu
lingkungan bersifat global, kondisi geografis, ekonomi, dan sosial
yang berbeda menyebabkan tantangan yang unik di setiap negarae
Salah satu tantangan utama adalah degradasi lahan, yang diakiba k?r
oleh berbagai faktor seperti deforestasi, erosi tanah, darfypeng
lahan yang tidak berkelanjutan (Elasha, 2010 gar
di Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle Eaﬂ/md Africal
MENA), misalnya, telah mengalami tekan \bédap lahan
akibat kekeringan yang berkepanjangan ﬁzfm berlebihan
terhadap sumber daya alam.

Degradasi lahan di negara Q& juga dlpe Yl: oleh
rutam

perubahan iklim. Di beberapa ra, te i kawa n MENA,
peningkatan suhu global tel mp@ erm ; Inengurangi
ketersediaan air, dan m pro asi (Omran &
Negm, 2020). Hal ini lan%(ag pada etahanan pangan
dan menyebabkan {@ras ?berna gartichégara seperti Sudan,

terus meluas g gilir{ﬁnya gancam mata pencaharian
masyarak t ya I&erg ng pada pertanian (Salman,

2016). é O?“ ro.

\P}lu51 a merupakaq_masalah yang sangat menonjol di negara-

ra oritas Muslj r?g, Di beberapa kota besar di kawasan ini,

terut di Asia Sela@‘r tingkat polusi udara telah mencapai angka

yang/mengkhawatigkan. Pakistan dan Bangladesh, misalnya, sering

i masuk dal;ﬁa daftar negara dengan kualitas udara terburuk

i dunia. Polusi udara di kota-kota ini terutama disebabkan oleh

pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan, dan praktik industri

yang tidak ramah lingkungan (Azadi et al., 2020). Dampak kesehatan

dari polusi udara sangat besar, terutama bagi kelompok rentan
seperti anak-anak dan orang tua.

Somalia, dan Ira;meng pi a an serius dari desertifikasi yang
de

Di samping polusi udara, negara-negara mayoritas Muslim
juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah. Banyak
negara mengalami kesulitan dalam mengelola limbah padat, baik
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di perkotaan maupun pedesaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta,
Kairo, dan Lagos, masalah pengelolaan limbah sering kali diabaikan,
menyebabkan penumpukan sampah yang mencemari tanah dan air
(Gomez et al., 2019). Salah satu penyebab utama dari masalah ini
adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai
dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur

ulang. ?ﬁ

Krisis air merupakan tantangan lingkungan lamnyb‘yan gat
penting di negara-negara mayoritas Muslim. Di Q ak ra di
kawasan MENA, ketersediaan air bersih semaki en riin akibat
pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan e@)lm@\’berleblhan

terhadap sumber daya air. Penggunaan ai berkelan]utan
untuk keperluan pertanian juga telahgfiem ruk masalah ini
(Moussa, 2014). Negara-negara sef&r 1Y dan leya?erada

di garis depan krisis air, dengan®anya ayah yang galami
kekeringan berkepanjangan dan te@asa alksés air bersih untuk
keperluan sehari-hari. O v &&\ \Q

Deforestasi juga rup alah besz@dl negara-negara
mayoritas Mushm a a(dhi-Asi ggal@)l’an Afrika. Indonesia,
sebagai conto \k@lah ila hektar hutan akibat

an

penebangan i ersi \1 ]adl lahan pertanian, dan
kebakara an ]? 1 se tahun (Wijaya et al., 2017).
Defore 1r1 me@ ncam keanekaragaman hayati,
tetap% ontrl si te dap emisi gas rumah kaca yang

er a perubaha@lim. Di Afrika, Nigeria menghadapi
upa, den gginya laju deforestasi yang disebabkan

ningkatan pe¥mintaan kayu bakar dan lahan pertanian

\\/ Di banyak negara mayoritas Muslim, pengelolaan sumber daya
Q alam masih menjadi tantangan besar. Banyak negara kaya sumber
daya seperti minyak dan gas, namun pengelolaan yang buruk
dan eksploitasi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan
lingkungan yang signifikan. Di Timur Tengah, pengambilan air
tanah secara berlebihan dan proyek-proyek infrastruktur besar telah
menyebabkan penurunan kualitas air dan erosi tanah (Al-Zubari
et al., 2021). Sementara itu, di negara-negara Afrika seperti Chad
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dan Niger, eksploitasi sumber daya mineral telah menyebabkan
pencemaran tanah dan air yang serius.

Isu perubahan iklim juga memperburuk tantangan lingkungan
yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas Muslim. Peningkatan
suhu global telah menyebabkan naiknya permukaan air laut, yang
mengancam wilayah pesisir di negara-negara seperti Maladew
Bangladesh, dan Indonesia (Islam et al., 2019). Negara-ne a?a'
kepulauan ini sangat rentan terhadap banjir dan abrasfypantai,
mengancam kehidupan jutaan orang. Maladew isal telah
menghadapi ancaman eksistensial karena permuqi; la ng terus
naik dapat membuat pulau-pulau tersebut t@k IaQ~ uni dalam
beberapa dekade mendatang. v

Selain tantangan alamiah, negar ar@yoritas Muslim juga
menghadapi masalah kebijakan ling yang kura fektif.
Di banyak negara, regulasi hng§R ing kali diabatkan atau
tidak ditegakkan dengan b gnya transparansi,
dan minimnya kesadara

tirél}a perlindungan
lingkungan sering kali \ryn]ad mba, ﬁltama am implementasi

terdapat berba mlsla
di banyak ne

d1(§, gkat global, dampaknya

kebijakan hngkung@an tif (Ba 201&)}Ak1batnya meskipun
gk
erb

er?ﬁ a b ntribusi terhadap tantangan
eb ra Muslim. Di negara-negara
Irak dan @hamstan konflik telah menyebabkan

sak kos1stem ya arah, termasuk hancurnya infrastruktur
lingk@an, hilangny@kses air bersih, dan pencemaran tanah akibat
p naan senjatq kimia (Zohbi et al., 2020). Konflik juga sering kali

yebabkan migrasi massal, yang menambah tekanan pada sumber
aya alam di daerah yang aman.

Berikutnya, urbanisasi yang cepat di banyak negara mayoritas
Muslim juga memperburuk tantangan lingkungan. Di kota-kota
besar seperti Kairo, Jakarta, dan Dhaka, pertumbuhan penduduk
yang pesat telah menyebabkan masalah seperti kemacetan, polusi
udara, dan pemukiman liar (Bala & Wahid, 2016). Banyak dari kota-
kota ini juga kekurangan infrastruktur hijau, seperti taman dan
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ruang terbuka hijau, yang dapat membantu mengurangi dampak
lingkungan dari urbanisasi.

Selain itu, pengelolaan energi juga menjadi tantangan besar
di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak negara masih sangat
bergantung pada bahan bakar fosil untuk kebutuhan energinya, yang
memperburuk polusi dan emisi gas rumah kaca (Amin et al., 2017%
Meskipun beberapa negara seperti Arab Saudi dan UEA telah u?'i'
berinvestasi dalam energi terbarukan, transisi ke energ&ersﬂga_&h
berjalan lambat di banyak negara lainnya. v

Ketergantungan pada bahan bakar fosi fk @mt dengan
subsidi energi yang tinggi di banyak ne$ itas Muslim.
Subsidi ini membuat harga energilebih t juga mendorong
konsumsi energi yang tidak eﬁ51en ruk polusi¢Krane,
2018). Mengurangi subsidi energ an tantan n%olitik
yang sulit karena dapat merﬂ&ul a idakpuasan publik,

terutama di kalangan n@akat m@ng b@aﬁtung pada

energi murah untuk keb n s@ i- ha 6

Negara-negara @g)rlt ﬁuslu@u enghadapi tantangan

dalam melindungj y ereka. Banyak negara
ini memiliki k ara ngg1 terutama di wilayah
seperti A51a hllangnya habitat akibat
deforest olu an khm telah mengancam banyak
spe51e 11 1r11 1 2020). Upaya konservasi sering

kali k ran ukung ol 1]akan pemerintah, dan minimnya
un@ pelestanan,{ memperburuk masalah ini.

gelolaan qqlzanan juga menjadi masalah penting di
b@'erapa nega ayoritas Muslim, terutama di negara-negara
esisir seperti Indonesia, Mesir, dan Bangladesh. Overfishing
Q\ dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah
menyebabkan penurunan stok ikan di banyak wilayah, yang
mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir (Pauly et al., 2017).
Selain itu, pencemaran air laut akibat limbah industri dan plastik

telah memperburuk kerusakan ekosistem laut.
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Berbagai tantangan lingkungan di negara-negara mayoritas
Muslim ini, memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kerja sama internasional, peningkatan kesadaran publik, serta
penerapan kebijakan yang efektif dan transparan sangat penting
untuk mengatasi masalah-masalah ini (Meadows et al., 2019). Negara-
negara Muslim juga perlu meningkatkan investasi dalam teknolo
hijau dan infrastruktur lingkungan untuk memastikan pembangun$~
yang berkelanjutan di masa depan.

G)

E. Konservasi Hutan dan Air di Negara-Ni;é}:l @im

Konservasi hutan dan air menjadi lin gan yang
semakin mendesak di seluruh dunia, te su egara-negara
Muslim. Negara-negara dengan m 1ta duduk Muslim

telah menunjukkan berbagai upa % enjaga kele%rian
lingkungan melalui kebqaka;zs%ng ‘ elan]utan @éh satu
contohnya adalah Indonesia egap{ slim.terbesar di

dunia, yang menghadap @ es r,éz}iam Konservasi hutan
dan air akibat deforest an dasémbe@a’ya air. Indonesia

telah mengadopsi @ap 1jak£9yan «elevan dengan nilai-

nilai Islam untuk meastikan bah en‘%’ aan sumber daya alam
dilakukan sec@@@ertan%ung bd %{ estari (Nugroho, 2020).

Indon é@mhf penting dalam konservasi

D+ (Reducing Emissions from

hutan @m
Deforestatio a@Fcres tzon) Program ini bertujuan untuk
@M eforestas1 %;irm enjaga keberlanjutan ekosistem hutan

i -wilayah vy, @g wan eksploitasi. Selain itu, hutan hujan

issIndonesia yang'kaya akan keanekaragaman hayati menjadi
% s utama da@?&bqakan konservasi, dengan beberapa wilayah

\/ ijjadikan kawasan konservasi dan taman nasional (Adnan et al.,

Q 2021).

Contoh lain dari negara Muslim yang berhasil dalam konservasi
sumber daya air adalah Malaysia. Negara ini dikenal dengan
keberhasilannya dalam pengelolaan sumber daya air melalui
berbagai kebijakan dan strategi yang komprehensif. Malaysia

memiliki program pengelolaan air terpadu (Integrated Water Resource

Management/IWRM) yang memastikan bahwa air dikelola secara
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BAB VII

ISLAM DAN EKONOMI GLOBAL é

&

Islam memiliki kontribusi yang signifikan dal &ono?%obal
melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi y akan
keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan@a aktlk riba.
Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi egkonomitstam, yang tidak
hanya diadopsi oleh negara-negara pi juga menarik
perhatian dunia internasional melalui si keuangan Syariah
yang berkembang pesat. Dalam %ntek?\zonoml glo%negara-
negara Muslim memainkan pe 311@1 sistem keuangan
internasional, baik melal artis i d&@ X@oaga lembaga

keuangan global maupmﬁontr@lm te&q ilitas ekonomi

dunia. Selain itu, hulé@an ei@t ra.{e‘gara negara Muslim
dan non-Muslim an pq@nm b untuk memperkuat

kerjasama lin @alam perdagangan dan
investasi, ya|§§ &1 nilaj Aal saling menghormati dan
kesejahte % ermmkan bagaimana prinsip-
prinsi \€7§~ r?gédlg@r yang kuat dalam membangun
ker’Q/ a e@ omi global yan ebih adil dan inklusif.

\F

N A
Q ??\C? &
& QY
o‘\’v
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Q\

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Pengaruhnya
dalam Konteks Ekonomi Global

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber
dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama adalah
konsep keadilan (al-‘adl) yang menjadi landasan dalam distribusi
kekayaan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi globa
prinsip ini memiliki dampak besar dalam mendorong distribusi a%'
lebih adil, mengatasi ketimpangan, dan menjaga stabilifas e mi.
Dengan melarang praktik eksploitasi, ekonomi I nkan
pentingnya keseimbangan antara kepentmgbn 1nd§1du dan
masyarakat (Zaman, 2017). e Q.

ekonomi Islam, riba dianggap sebagai &"mb

t1dakadllan%@rena
mempromosikan eksploitasi dar%etldaﬁa ilan ekoncg”.. alam

Prinsip lainnya adalah laranga a ;@Yl;unga. Dalam

ekonomi global, sistem perbar@;, syartah yang. beropérasi tanpa
bunga menawarkan alternati ang arik i neggra-hegara non-
Muslim, terutama setela nga 6@8 , ketika model
keuangan berbasis bu @ga @lah ,satw’penyebab utama
ketidakstabilan ekoxOnl 5201 ’0"

Selain itu @)ﬂ @ek (Qe'm zakat, yaitu kewajiban
memberika ag% z} kepaa thereka yang membutuhkan.
Zakat ak? st stribusi kekayaan yang tidak
hanya@ 1Qu miskinan, tetapi juga memainkan
pere{},\iala enstabllk%&onoml Dalam konteks global, zakat

n@]adl model bdb upaya redistribusi yang lebih adil dan
berk jutan dala enangam masalah ketimpangan global

(Q?_&?d 2020). (-

V‘ Salah satu aspek yang signifikan dalam ekonomi Islam adalah
larangan terhadap gharar atau ketidakpastian dalam transaksi
ekonomi. Ini tercermin dalam larangan perjudian dan spekulasi
yang berlebihan. Dengan mengurangi ketidakpastian dan spekulasi,
ekonomi Islam mendorong stabilitas keuangan yang lebih kuat dan
berkelanjutan, yang menjadi semakin relevan dalam menghadapi
fluktuasi pasar global (Chapra, 2016).
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Kerjasama dan keadilan dalam transaksi ekonomi juga merupakan
nilai fundamental dalam Islam. Ekonomi Islam mendorong adanya
kolaborasi antara para pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun
global. Hal ini dapat dilihat dalam praktik mudharabah dan musharakah,

di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara
adil. Model ini berpotensi menginspirasi sistem ekonomi global
untuk menekankan pada kerja sama yang berkelanjutan, terutama de

sektor investasi (Siddiqi, 2018). \L_
Dalam konteks global, prinsip-prinsip ek Omi Is??]uga
memiliki dampak signifikan terhadap pengelé& s er daya
alam. Islam mengajarkan bahwa manusia agatah fth di bumi,
yang berarti bertanggung jawab untuk aga starian alam.
Prinsip ini relevan dalam menghadapi t gan perubahan
iklim dan kelestarian lingkungan d& ni rnasional. yara-

negara Muslim telah mulai me%amb ngkah lan%h’ untuk
mempromosikan ekonomi yang erkelanjut @érdasar an ajaran
Islam ini (Ismail & Puteh @)21 § ga mengatur
prinsip hibah dan waqf, ep brlbusi sosial dan
filantropi sebagai gxﬁn dafj koné’_xy yaQ% sehat Dalam skala
global, konsep ini ki 1akul@bag usi untuk mengatasi
kesenjangan ek@mi $O$&e$&a melalui pembangunan

infrastrukt 1@51&1] 1la@ﬁ wila yang kurang berkembang
(Clzakcaéb (\

‘o

[@m tataran ya g le,bi@uas, penerapan ekonomi Islam di
neg}m-neg Mushm tel enciptakan sistem perbankan syariah
gt uh denga {Lpat di seluruh dunia. Sistem ini telah
me atkan perhatidn global karena stabilitasnya yang lebih baik
{Pandingkan s@rﬁ keuangan konvensional, terutama di tengah
Wsis keuangan global. Perbankan syariah sekarang tidak hanya
\Yterdapat di negara-negara Muslim, tetapi juga diadopsi di negara-
O negara non-Muslim sebagai bagian dari diversifikasi portofolio

keuangan (El-Gamal, 2020).

Dalam perkembangannya, penerapan ekonomi Islam tidak hanya
terbatas pada sektor perbankan, tetapijuga meluas ke sektor investasi.
Sukuk atau obligasi syariah telah menjadi instrumen keuangan yang
menarik bagi investor global karena menawarkan stabilitas dan
kepastian lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional. Dengan
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berkembangnya pasar sukuk internasional, ekonomi Islam semakin
terintegrasi ke dalam sistem keuangan global (Igbal, 2019). Selain
sektor keuangan, prinsip ekonomi Islam juga mulai berpengaruh
dalam sektor perdagangan global. Islam mendorong perdagangan
yang adil dan etis, di mana para pedagang diharapkan untuk tidak
mengambil keuntungan secara berlebihan atau merugikan pihak lain.
Dalam konteks global, ini mencerminkan pentingnya memperk1§~e
etika dalam perdagangan internasional, terutama dalam menino_ g
perdagangan yang adil dan berkelanjutan (Khan, 20}%?‘

Dalam bidang keuangan mikro, konsep gard n ata&aﬁjaman
tanpa bunga telah digunakan untuk mem@ngi ewfiskinan di
berbagai negara Muslim. Dalam konteks al, ifyi~dapat menjadi
alternatif untuk model keuangan mik n asis bunga, yang
sering kali memberatkan masyarakaf/ﬁi kin. hasan menaWarkan
solusi yang lebih adil dan berkdlbqjut@alarp meml@d’ayakan
ekonomi mikro (Obaidullah, ZOﬁz)f. e <’ .

* ‘\\ *

Ekonomi Islam ju%Q\e@m(as\ér%}Qenting dalam
membentuk kebijakat, fis ega Q)epga memperhatikan
larangan terhada&l Zigkzég?aam@i‘ara tidak adil dan

e

k
pentingnya redistribusi ya lalyb,%kat, kebijakan fiskal di
negara—nega@sl' irangang u ﬂ%k mencapai keseimbangan
antara pert,? uha@?on Siﬁérataan pendapatan. Prinsip-
prinsip jQi)dapat en&@ and bagi negara-negara lain dalam
merugWiskankebijaka 'skal\@ig lebih inklusif (Fahim Khan, 2019).

g%rt@nya, hifz al-t@?@cau perlindungan terhadap kekayaan

a alﬁorinsip laiIQfLalam ekonomi Islam yang mendorong

) ¥Tolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dalam konteks

al, ini relevan,dengan upaya mendorong keberlanjutan ekonomi

\Ean lingkungan, serta pengurangan kesenjangan antarnegara

Q (Asutay, 2018). Selain itu, ekonomi Islam juga memberikan perhatian

khusus pada konsep halal dalam perdagangan dan investasi. Prinsip

ini tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, tetapi juga

mencakup investasi dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika

Islam. Ini menunjukkan relevansi ekonomi Islam dalam mendorong

investasi etis yang selaras dengan nilai-nilai moral di pasar global
(Bakar & Ibrahim, 2020).
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Pada akhirnya, ekonomi Islam mendorong pengembangan sistem
ekonomi inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam perekonomian. Ini sangat relevan dalam konteks
global yang semakin menyadari pentingnya inklusivitas ekonomi
untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip
seperti zakat, hibah, dan gard hasan mencerminkan upaya untuk
memberdayakan masyarakat miskin dan marginal secara ekono %
(Igbal & Mirakhor, 2017). Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini \L_

hanya menawarkan solusi untuk tantangan ekon okaa_ge
juga menawarkan panduan untuk menciptakan e}slr i al yang
lebih adil dan berkelanjutan. Dengan integra ai- eadilan,
transparansi, dan kesejahteraan sosial, eko 1 Isl@r’memberlkan
kontribusi yang signifikan dalam memb si ekonomi global
yang lebih stabil (Kahf, 2019). N

B. Peran Negara-Negara Mq&ng stem angan

Internasional é\ \Q

Negara-negar é&n yaG@ Semakin penting
dalam sistem keu&\ na51 ah satu faktor yang
mendorong pera ad er onomi yang pesat di
banyak negar shm?('husu& a di @Kzasan Tlrnur Tengah dan

seKt
me jadika Xara-negarqgu aktor penting dalam ekonomi global

m tal, 2015). .4,

&
Q\\/
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Perbankan syariah sq}r @n sa }ntrlbum utama
negara-negara Mus dal sist e angan internasional.
Perbankan ini ber as s sua1 ga 1'151p prinsip syariah
yang melarang (bu erlebihan (gharar), serta
mendorong t‘l( or rifh. Dengan pertumbuhan yang
stabil da at1f 51s global, perbankan syariah
telah m: ﬁ atl %@gara non-Muslim yang kini mulai
mengadop erap rak'r&k uangan syariah (Abdul-Rahman &

gara-negara %shm terutama di kawasan Teluk, juga

ainkan pe@pentmg dalam investasi internasional melalui

%na kekayaan negara (sovereign wealth funds/SWF). Negara-negara

\ seperti Arab Saudi dan Qatar mengelola dana kekayaan negara
Q yang sangat besar, yang diinvestasikan dalam berbagai sektor,
mulai dari real estate hingga teknologi, di seluruh dunia. Investasi

ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian
global dan memperkuat posisi negara-negara Muslim dalam sistem
keuangan internasional (Al-Hassan, Papaioannou, & Skancke, 2013).
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Selain perbankan syariah dan dana kekayaan negara, negara-
negara Muslim juga terlibat aktif dalam pasar obligasi syariah atau
sukuk. Sukuk telah menjadi instrumen keuangan yang penting di
pasar global, baik di kalangan investor Muslim maupun non-Muslim.
Sukuk menawarkan alternatif yang lebih etis dan stabil dibandingkan
obligasi konvensional, dan telah menarik minat investor global
karena karakteristiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar1$~
serta transparansinya dalam penggunaan dana (Jobst et al.,, 20

Negara-negara Muslim juga terlibat dalam gal
keuangan internasional seperti Dana Mon as1ona1
(International Monetary Fund/IMF) dan M Melalui
keterlibatan ini, negara-negara Musli erk ibusi dalam
perumusan kebijakan keuangan global.dan erikan perspektif
yang berbeda mengenai keuangan dﬁp ko khususny fkait

keuangan syariah dan pembanguri@n ber@w]utan (EI-G@M 2006).

Peran negara-negara slrllrgl%~ QD ng internasional
tidak hanya terbatas pa&L rba lﬂa aﬂ)\nvesta& tetapi
juga mencakup kon@ si @ emba gan standar dan
regulasi keuanga s&be"rtl Accounting and
Auditing Organi n fo mzﬁ iﬁg@‘lpstitutions (AAOQIFI) dan
Islamic anan@v oar SB berperan penting dalam
mengemb ngkan £ r]a lasi yang mengatur operasi
keuang é a (Ali, 2015).

gar }gara Mus]\?gmsusnya di Asia Tenggara seperti
@aysﬁ?ian Indone a menjadi pionir dalam pendidikan
dan tian terkalQeeuangan syariah. Universitas dan lembaga

\? itian di ne a{acnegara ini memainkan peran pentmg dalam

ngembangkan/pengetahuan mengenai keuangan syariah serta
endidik para profesional di bidang ini. Pendidikan dan penelitian
Q ini kemudian disebarluaskan ke negara-negara lain, memperkuat
posisi negara-negara Muslim dalam sistem keuangan global (Dusuki
& Abozaid, 2007).

Berikutnya, negara-negara Muslim juga berperan dalam
memperkuat kerja sama keuangan antarnegara Muslim melalui
berbagai organisasi seperti OKI dan Islamic Development Bank (IsDB).
Lembaga-lembaga ini memfasilitasi kerja sama keuangan di antara
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negara-negara Muslim dan mendukung pembangunan ekonomi
melalui berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
(Ahmed, 2011).

Seiring dengan semakin kuatnya peran negara-negara Muslim
dalam sistem keuangan internasional, tantangan yang dihadapi juga
semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah integrasi
keuangan syariah dengan sistem keuangan global yang didomi @r
oleh prinsip-prinsip konvensional. Meski terda eﬁ‘per é
mendasar antara keuangan syariah dan konvensional, ¥iegarfa~tegara
Muslim telah berhasil membuktikan bahwa ke sistemp)ini dapat
saling melengkapi dan berkontribusi terha stapiiitds ekonomi
global (Igbal & Mirakhor, 2011). Di sisi 1 'n)ega egara Muslim
juga harus menghadapi tantangan dal?&e uat regulasi dan
pengawasan keuangan syariah. M%{gi ela a lembaga-l@fbaga
seperti AAOIFI dan IFSB, harmonigasi re i antara ne%ﬁ’-negara
Muslim masih perlu d1t1ngkatk€127{ur% g8tikan stabilitas dan
kredibilitas sektor keuar@@s’yarl ;@kat g@zﬂ (Zulkhibri,

2016).
\'?T‘é.\ %ﬂl&\potenm besar untuk
y ﬁ a

Negara-negara Muslj
menjadi pemimpin, dal

berkglanjutan. Prinsip-prinsip

Islam yang m esei g

sosial, da an ;&lanq@'gan tujuan pembangunan

berk@ta@%t@@ Depglopment Goals/SDGs). Negara-

nega dapam aatkan prinsip-prinsip ini untuk
QQ\prorn an modelgﬁnﬁ)angunan ekonomi yang lebih inklusif

@1 b&n]utan di tél t global (Dusuki, 2017).
f%ntribusi negara-negara Muslim dalam sistem keuangan
\

%‘1 ara kepentingan ekonomi,

rnasional juge/terlihat dalam peningkatan partisipasi di pasar
odal syariah. Bursa saham syariah yang beroperasi di berbagai
negara Muslim telah menarik minat investor global yang mencari
alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
sekaligus menawarkan diversifikasi portofolio yang lebih luas (EI-
Hawary, Grais, & Igbal, 2004).

Dalam konteks geopolitik, negara-negara Muslim seperti Arab
Saudi dan Iran juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam
menentukan arah kebijakan energi global. Dengan cadangan minyak
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yang besar, negara-negara ini memegang peranan penting dalam
Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum
Exporting Countries/OPEC) dan berkontribusi dalam menjaga
stabilitas harga minyak dunia, yang berdampak langsung pada
ekonomi global (Krane, 2015). Selain itu, negara-negara Muslim juga
berperan dalam perdagangan global, khususnya dalam perdagangan
produk halal. Pasar produk halal yang berkembang pesat di selur Fe
dunia memberikan peluang ekonomi yang s1gn1ﬁkan bag1 n {_
negara Muslim, baik sebagai produsen maupun ko

semakin memperkuat posisi negara-negara M?,i/@ dz@ 51stem
ekonomi global (Riaz & Chaudry, 2018).

Negara-negara Muslim juga terlibat d ker Q:ma keuangan
dengan negara-negara non-Muslim. aln er]a sama antara
Malaysia dan Inggris dalam menéq ba n pasar ke@ngan
syariah telah memberikan danmipak ;Ql\if bagi ke ‘negara
dan memperkuat hubungan eﬁm & (Shafii, Abidin, &
Zakaria, 2010). Sementara@ ‘b1d$ Qg

*
gan, negara-

negara Muslim telah me ]ukk ntuk beradaptasi
dengan teknologi te ke apgan global. Fintech

syariah, yang mema kar\lkp_ nsip- @m&p 1ah dengan teknologi
keuangan mod@\tela kem@g ) di negara-negara Muslim
seperti Indo da A, awarkan solusi keuangan yang lebih
inklusif isi 20). .@seluruhan peran negara-negara

la rﬁ‘b @%lnternasmnal ini menunjukkan
eg@negara tidak hanya mengikuti, tetapi juga
Smbe sitektur ke‘l/ ngan global. Dengan kekuatan ekonomi
yang s tumbuh inovasi dalam sektor keuangan syariah,
ne &a—negara Muslim memiliki potensi untuk semakin memperkuat
§é5n dalam ek@mi global di masa depan (Ali & Al-Ali, 2020).
C. Potensi Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara
Muslim dan non-Muslim

Kerjasama ekonomi antara negara-negara Muslim dan non-
Muslim telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.
Fenomena globalisasi, serta kebutuhan untuk memperkuat hubungan
ekonomi yang lebih inklusif, telah mendorong terjadinya peningkatan
interaksi ekonomi lintas batas. Negara-negara Muslim, khususnya
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yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas, serta negara
dengan populasi besar seperti Indonesia, telah menjadi mitra strategis
bagi negara-negara non-Muslim. Kerjasama ini mencakup berbagai
sektor, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, dan teknologi (Ali
& Ali, 2016).

Di sektor energi, negara-negara Muslim, terutama di kawasa%
Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africaﬂ\/IENQ,~
memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat begar. Ca \@n
ini menjadi daya tarik utama bagi negara-neg Synon slim,
terutama negara-negara industri maju yang sang'a't?erga@mg pada
pasokan energi dari luar negeri. Negara-ne,
dan negara-negara Uni Eropa (UE) telah
dengan negara-negara penghasil miny;
menjamin stabilitas pasokan energi g(Q

‘AS, China,
jalin k&aan strategis
1k an MENA untuk
al esman, 201

Selain sektor energi, kerjaqgai % mi j ga berl@bang di

sektor perdagangan barang n ]as gar uslim seperti
Malaysia, Turki, dan UE éag n yang penting,
baik secara regional m@ —nega ini memiliki peran
strategis dalam ]aruq@n ﬁ obaoarena posisinya yang
strategis dan k ampu ﬁ an produk-produk yang
dibutuhkan 01§% ternasional am konteks ini, perjanjian
perdagang@ eba ara ara- ra Muslim dan non-Muslim
men]a emperkuat hubungan ekonomi
(Zan Qgg 2019)> ‘N

\}{er ma di bida /ﬁé- astruktur juga menjadi salah satu aspek

pénting-dalam hubun@ﬂ ekonomi antara negara-negara Muslim dan

n qushm Misalnya, negara-negara Asia Timur seperti China dan

\ﬁng telah ak@)ermvestasa dalam proyek infrastruktur besar di

N/ egara-negara Muslim. Melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative

Q (BRI), China telah memperkuat hubungan ekonominya dengan

negara-negara Muslim di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika
(Grare, 2018).

Di sektor pariwisata, kerjasama antara negara-negara Muslim
dan non-Muslim juga semakin meningkat. Negara-negara seperti
Malaysia, Turki, dan Indonesia menjadi tujuan wisata utama bagi
wisatawan non-Muslim. Di sisi lain, wisatawan Muslim juga menjadi

96 | Islam dan Hubungan Internasional



pasar yang penting bagi negara-negara non-Muslim, seperti Jepang
dan Korea Selatan, yang semakin fokus pada pariwisata halal untuk
menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara Muslim (Samori
etal., 2016).

Sebagai tambahan, kerjasama di bidang pendidikan dan
penelitian juga menunjukkan potensi yang besar. Beberapa universit
di negara-negara non-Muslim, seperti Inggris, AS, dan Austr 1?7
telah menjalin kemitraan akademis dengan universifas di &a-
negara Muslim. Pertukaran mahasiswa dan doserq?tta kopaborasi
penelitian, menjadi elemen penting dalam me uathubungan
antarnegara, yang pada gilirannya dapat berd@pak OBifif terhadap
kerjasama ekonomi di masa depan (Saeed.&t dl., 20?-).

Industri keuangan, terutama 9&1&‘1‘ gan syariah, juga
menjadi salah satu bidang ker;j berkemb ntara
negara-negara Muslim dan nonf@ uangan syariah, dengan
prinsip-prinsip yang dldas sla telah menarik
minat negara-negara n yan gi I}kndlversmkam
portofolio investasi. Neg ra— ertl Inggris, Jepang, dan

Australia telah me 3@( ina g be@r"terhadap instrumen
uk &Zp

keuangan syari Sgper
* terlj

Kerjasa ek 1 j
dan tek 1. N ra a
tel

dalam sektor manufaktur
im seperti Turki, Malaysia, dan

Indon estasi dalam sektor manufaktur,
a a n a- negara n n;Mushm melihat ini sebagai peluang
olabora51 tefutama dalam pengembangan teknologi

tmg ubungan 1n1@hng menguntungkan, karena negara-negara

m mendapat{a«n transfer teknologi, sementara negara-negara
Muslim me patkan akses ke pasar baru (Esen & Bayrak, 2017).

Kerjasama di sektor pertanian juga menjadi potensi yang
sangat besar. Negara-negara non-Muslim, terutama di Eropa dan
Amerika Utara, telah berinvestasi dalam proyek-proyek pertanian di
negara-negara Muslim yang memiliki lahan luas dan subur. Melalui
kerjasama ini, negara-negara Muslim dapat memanfaatkan teknologi
pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, sementara
negara-negara non-Muslim dapat memperoleh akses ke sumber daya
pertanian yang melimpah (Ali et al., 2015).
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Tidak kalah penting, potensi kerjasama ekonomi juga dapat
dilihat dalam bidang industri halal yang mencakup makanan,
kosmetik, dan farmasi, yang berkembang pesat di seluruh dunia,
termasuk di negara-negara non-Muslim. Permintaan akan produk
halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari
konsumen non-Muslim yang mencari produk yang dianggap 1eb1h
sehat dan etis. Hal ini menciptakan peluang besar bagi negara- neg
Muslim untuk mengekspor produk halal ke negara negara
Muslim (Riaz & Chaudry, 2018).

Global Islamic Economy outlook 2017 - 20%1/0 Ov

$ billion 1863 17 W2023
e R :’ ,,,,,,,,,

0
Halal Food Halal Tr, edia ¢ Hala
& Recfeation &;thnaceutlcals Cosmetics

aA&bal (2017-2023)

Sumber: htt ww.re chgat@ ﬁgur a bar 1-Prospek-Ekonomi-Islam-Global-
éate -0,

Glob @&my Report-2018_fig1_365261643

@(tor@mologl mfo@ﬂ dan komunikasi (TIK) juga menjadi
@ang l@asama yaré{&ensml antara negara-negara Muslim dan
nong lim. Negaraxnégara Muslim seperti UEA, Malaysia, dan
T telah men@i pusat inovasi teknologi di kawasan, sekaligus

njalin kolabordsi dengan negara-negara non-Muslim, sehingga

\\/membantu mempercepat adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence/Al) dan blockchain, di negara-negara
Muslim (Khan & Samad, 2020).

Kerjasama ekonomi di sektor kesehatan juga semakin penting,
terutama setelah pandemi COVID-19. Negara-negara Muslim dan
non-Muslim bekerja sama dalam pengembangan vaksin, penelitian
medis, dan distribusi alat kesehatan. Kemitraan ini mencerminkan
pentingnya kerjasama lintas batas dalam menghadapi tantangan
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BAB VIII

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA é

Islam memiliki pandangan yang unik dan k %& hak
asasi manusia (HAM), yang terwujud dalam prm(lP/— rm eadilan,
persamaan, dan perlindungan terhadap ma%at hsia. Dalam

ajaran Islam, hak-hak individu diakui seb ar1 tanggung

jawab sosial yang lebih luas, yang me a]1ban moral dan
spiritual. Namun, penerapan pri pr1 ini dalam ’teks
masyarakat Muslim kontemporer 1ng menghada tangan
yang signifikan. Dinamika pol tik, bu @SOsml berbagai
negara mayoritas Mushn@e‘r mpéQ‘g ru mplementa51
HAM, menciptakan ket ar radisional dan
tuntutan modernitas, Dijten ant ebut berbagai upaya
telah dilakukan unt’&bme r alkfbcatat AM di negara-negara
Muslim, termas ela L eforr@‘i hu , peningkatan kesadaran
publik, dan dal dialo ernasional. Pendekatan ini
bertujua i k@ﬁjangan antara prinsip-prinsip

Islam d tan A&g’ob nha menciptakan masyarakat yang
1eb1h il d Vinklusif.

"\/
SR
S
O\\/
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A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

HAM dalam Islam berakar pada ajaran fundamental Al-Qur’an
dan Sunnah, yang memberikan perhatian besar terhadap martabat
manusia dan hak-hak individu serta kewajiban sosial. Islam
memandang setiap manusia sebagai makhluk yang mulia karena
diciptakan oleh Allah, dan dengan itu, memiliki hak-hak yang melek
yang harus dihormati dan dijaga oleh individu serta masyar k?ﬁ
Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan fa/-‘ad ng
mencakup perlindungan terhadap hak-hak indivi [Jalam agai
aspek kehidupan, mulai dari hak hidup, hak kebéa;san b’&&endapat,
hingga hak ekonomi dan politik (Magasid al- zah)Q~

Prinsip ini ditegaskan dalam ajaran t@tt &araan manusia
di hadapan Tuhan, tanpa memanda ékelamin atag.status

sosial. Dalam Surah Al-Hujurat ah berfirm ahwa
manusia diciptakan dalam belﬁga, ngsaﬁr saling
mengenal, bukan untuk saq:tg m l"kq sat ama lain. Ini

menunjukkan bahwa Is setaraan antar
individu, yang men]a i nda entw.éalam M modern (Abu-
Nimer, 2021). Islar@ga un] i ébebasan beragama,
aqarah ayat 256, “Tidak

seperti yang dinyataka h ,
ada paksaan jedi landasan bagi kebebasan
berkeyaklr@ ala

Sa@h sa pek @[Qc')nsep HAM dalam Islam adalah

adap ha tif di samping hak individu. Islam

ha@ya menekank ada perlindungan hak individu, tetapi

juga xqéhdorong ada@a tanggung jawab sosial yang memastikan

b a setiap oratg dapat hidup dalam kondisi yang adil dan

martabat. Initerlihat dalam konsep zakat dan sedekah, yang

\\/merupakan kewajiban sosial yang ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.

5.

HAM dalam Islam juga meliputi hak-hak khusus bagi kelompok
yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Al-Qur’an
menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, seperti
dalam Surah An-Nisa ayat 9, yang memperingatkan umat Islam
agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Hak-
hak perempuan juga diakui dan dilindungi dalam Islam, baik dalam
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hal warisan, kepemilikan harta, dan partisipasi sosial, meskipun
sering kali terjadi perbedaan penafsiran yang memengaruhi
implementasinya di berbagai negara mayoritas Muslim. Namun,
penting untuk diingat bahwa penerapan HAM dalam Islam sering
kali berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang
beragam di dunia Muslim. Misalnya, hak-hak perempuan dala
Islam yang diakui secara teologis sering kali dibatasi oleh nor
norma patriarkal di beberapa masyarakat (Sachedma 2018)
karena itu, memahami HAM dalam Islam harus an @gan
pendekatan kontekstual yang mempertimban &a\s -faktor
sosial dan politik setempat.

Dalam sejarahnya, Islam telah mem ﬁn ko %151 signifikan

terhadap perkembangan HAM glo 1a1u1 pengaruh

intelektual maupun kontribusi praklﬁg a, Piagam h/?dmah
yang disusun oleh Nabi Muham@d d }gap sebagai.salah satu
dokumen awal yang menetapkq:( pri prin@ip HAM,, termasuk
kebebasan beragama dan @hdu ]‘x orltas Piagam

ini merupakan contoh kre aga na am menghargai
keberagaman dan pl srne mp tKan hak individu dan
kelompok sebaga1 ian \F_ gral a@n ke pan sosial (Bielefeldt,
2020).

Pengh@ta Q’n %@h mmorltas dalam Islam juga
menjad'@la\cﬁ%tm i ko HAM. Dalam konteks sejarah,
ﬁs Yaln rlste ang hidup di bawah pemerintahan

Is} iizinkdn untuk me nkan keyakinan mereka dengan bebas,
am reka memenythi kewajiban-kewajiban sosial tertentu
sepecth pembayaran fizyah, pajak khusus bagi non-Muslim. Ini

njukkan b, Wva Islam telah lama mengakui dan melindungi
?‘k hak kelompdk agama minoritas dalam kerangka negara Islam

Q\ (An-Na’im, 2016).

HAM dalam Islam juga mencakup hak untuk hidup dan
keamanan pribadi. Al-Qur’an secara tegas melarang pembunuhan
tanpa alasan yang sah, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-
Ma’idah ayat 32, “Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena
orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka
bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Islam dan Hubungan Internasional | 101



Hal ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap
hak hidup dan keamanan pribadi.

Konsep HAM dalam Islam juga tidak hanya terbatas pada hak-
hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi dan
sosial. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan ekonomi dan
menentang eksploitasi dalam berbagai bentuk, baik melalui ribe
(bunga) maupun praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. P%%
keadilan sosial ini juga diterapkan dalam pengaturan hakshak fja,

di mana Islam menekankan pentingnya penghorm '}Merh?a hak-
hak buruh dan imbalan yang adil bagi kerja kerﬁs&re

Islam juga mengajarkan pentingnya ke an antara hak
dan kewajiban. HAM dalam Islam selal irin ngan tanggung
jawab individu terhadap masyarak é&d dengan b rapa
konsep modern HAM yang 1eb1 hak indivi anpa
menekankan aspek tanggung j Dal Islam,‘setiap hak
diimbangi dengan kewajlb baik &da&gu sQan’ia manusia,

maupun alam.

Dengan demlk ap atakgj) .konsep HAM dalam
Islam memiliki dlq ﬁ?ﬁw\ an holistik. Konsep ini
tidak hanya ti hak=hak i id @fapl juga tanggung jawab

iri olo na itu, HAM dalam Islam

¢ Yebih luas, yang mencakup tidak
Api juga moral, etika, dan spiritual.

harus dili dal?~ era

i@ eg@1 1k

NY, ﬁl—
B)'T. gan dalamMengimplementasikan Prinsip-
sip Hak ASQSI Manusia dalam Masyarakat Muslim

Q‘Mengimple@n’casikan prinsip-prinsip HAM dalam masyarakat

uslim seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dan

Q\ beragam. Salah satu faktor utama adalah perbedaan penafsiran

terhadap teks-teks agama Islam, terutama terkait dengan hak-hak

individu dan sosial. Banyak ahli hukum Islam yang berbeda pendapat

mengenai batasan dan ruang lingkup HAM, terutama ketika nilai-

nilai HAM bertentangan dengan norma-norma tradisional atau
praktik keagamaan yang telah berlangsung lama (Ali, 2018).
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Beberapa negara mayoritas Muslim masih mengadopsi hukum
syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga,
pidana, dan sipil. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah
bagaimana menerapkan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan
gender, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama, dalam
konteks yang masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi tradlslon
hukum syariah. Dalam banyak kasus, interpretasi ini sermg
dipandang bertentangan dengan standar HAM 1nternas1ona
Na’im, 2016).

Salah satu contoh tantangan besar dalam i eme@m HAM
di negara-negara Muslim adalah isu kesetar Di banyak
negara, perempuan masih menghadapi ﬁmrm%~ dalam akses
pendidikan, pekerjaan, dan partlslpas itik ipun Al-Qur’an

memberikan hak-hak tertentu kepad&p n, sepert1 ha?antuk
memiliki harta, dalam praktikn ak- Ini sering ibatasi
oleh interpretasi patriarkal terha gar @ondlsl ini semakin
diperumit oleh faktor bu‘a lo %r%&em kuat struktur
patriarki tersebut (Alj, ) Se n beragama dan
keyakinan juga menjaditantafigan b dalqm banyak masyarakat
Muslim. Di beberapd negaka, hak&mtuk@erpindah agama atau
mempraktikka ma%rorit eri ali dibatasi atau bahkan

alampislam sering diartikan sebagai

dilarang. Ke, @
kebebasg; @meh@agan@slam tetapi tidak sebaliknya,

yang ?@{ dengan prinsip-prinsip HAM
}Q ebebasan individu untuk memeluk

1r1t ﬁ& io ang men]a
ggalkan aga% rtentu (Sachedina, 2018).

erapan huku&n yang berdasarkan hukum syariah, seperti
man camb@katau rajam untuk pelanggaran tertentu, juga
%’I‘ing menjadi sorotan dalam perdebatan HAM di dunia Muslim.
Organisasi HAM internasional sering mengkritik praktik-praktik
ini karena dianggap melanggar prinsip-prinsip martabat manusia
dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak
manusiawi. Namun, bagi beberapa masyarakat Muslim, hukuman ini
dianggap sebagai bagian dari hukum Allah yang tidak dapat diubah
(Kamali, 2019).
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Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga memperburuk
tantangan dalam mengimplementasikan prinsip HAM di banyak
negara Muslim. Ketidakadilan ekonomi dan korupsi yang meluas
menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pelaksanaan
HAM, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum
miskin dan minoritas etnis atau agama. Banyak negara Mush
menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang pada glhram%
memperkuat ketimpangan dan memperburuk pelanég‘;aran
(Esposito & Mogahed, 2017).

Kondisi politik di banyak negara Muslim jugﬂ%ma}@am peran
penting dalam menghambat implementasién Ms1p HAM.
Beberapa pemerintahan di negara mayaqxsitas Mifsim cenderung
otoriter dan menekan kebebasan b nd serta partisipasi
politik. Banyak aktivis HAM dapﬂg osigipolitik mengvadapi

penindasan, penangkapan tanpa @es h yang adil, @:bahkan
penyiksaan. Di bawah sistem peireri prinsip-

han yang repre
prinsip HAM sulit ditegakk@Abuﬁ @Q ). 'Iéangan lainnya
b

adalah resistensi terhad en . Beberapa masyarakat
Muslim melihat prm ng didorong oleh lembaga
internasional sepe i bagalapen ’S«npemahsme budaya.
Mereka men {? Q\' dar M internasional tidak
sesuai deng ilai da ma yang berlaku di dunia
Muslim. ifNni me@lcu k akan -kebijakan yang menolak
atau sefi e @'apan prinsip-prinsip HAM yang
diang ing” (Hassan, 2 Pg

\\
Q Di ping itu, §l§%reta31 plural hukum di banyak negara

Mu , di mana httkum agama dan hukum negara berjalan

maan, iptakan kompleksitas tambahan dalam
%plementasi HAM. Dalam beberapa kasus, hak-hak individu yang
dijamin oleh konstitusi negara dapat bertentangan dengan hukum
syariah yang juga berlaku, menciptakan ambiguitas hukum dan
konflik interpretasi antara dua sistem hukum tersebut (Zaman, 2018).

Selain tantangan internal, tekanan eksternal dari komunitas
internasional juga sering kali menjadi faktor yang memengaruhi
implementasi HAM di negara-negara Muslim. Sanksi ekonomi,
embargo, atau intervensi militer oleh negara-negara Barat sering kali
memperburuk kondisi sosial dan politik di negara-negara tersebut,
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yang pada gilirannya menghambat upaya reformasi HAM. Di sisi
lain, negara-negara Muslim sering kali merespon tekanan ini dengan
semakin menutup diri terhadap kritik luar, yang memperparah
situasi (Esposito & Mogahed, 2017).

Sementara itu, gerakan reformasi internal di beberapa negara
mayoritas Muslim, seperti Tunisia dan Malaysia, menunjukka%
bahwa ada potensi untuk memperbaiki catatan HAM di c;p?cr
Muslim. Meskipun tantangannya besar, ada upaya d4xi int al
Muslim, aktivis, dan pemerintah untuk men Mo fsasikan
prinsip-prinsip HAM dengan nilai-nilai Islam. rapa@ ormasi,
seperti penghapusan hukum pidana yang diskrimi \2¢if terhadap
perempuan dan minoritas, menjadi conto 1tif c?ﬂ perubahan ini
(Kamali, 2019).

Tantangan lainnya yang seri /ﬁiv b@@an adalah ]ﬁ{ ngnya
pendidikan mengenai HAM rﬂ% asyarakat slim. Di
banyak negara, sistem pepdidik érm rangymeémasukkan
pendidikan HAM sebagijg ari %( n}qya. Akibatnya,
kesadaran publik tent\y anang reka miliki masih
rendah. Kurangny /& ini @fhperburuk masalah
karena masya kat ti %ﬂ getahuan atau sarana
untuk menun megdk eldt, 2020). Terdapat juga
i asi id penegakan HAM di banyak
negara n baltkan ketika undang-undang HAM
yang ogreait?elah sah,k@ implementasinya terhambat oleh
ku\}ugn a ber daya k{i&dmam yang buruk, dan tingkat korupsi
. Kondisi i potensi menciptakan lingkungan di mana
aran HAM terfis terjadi meskipun ada undang-undang yang
ksudkan u@& melindunginya (Zaman, 2018).

masalah b

\\/ Tantangan lainnya datang dari kurangnya konsistensi dalam
O penegakan hukum. Di beberapa negara, penegakan hukum sering kali
tidak adil dan diskriminatif, terutama terhadap kelompok-kelompok
minoritas dan mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
Misalnya, hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran yang
sama sering kali berbeda antara orang kaya dan miskin, atau antara
mayoritas dan minoritas (Hassan, 2018). Selain itu, faktor keamanan
dan terorisme juga menjadi alasan utama bagi beberapa negara
Muslim untuk menunda atau membatasi reformasi HAM. Banyak
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pemerintah yang menggunakan alasan keamanan nasional untuk
menekan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat
dan hak untuk berkumpul. Ancaman terorisme dan kekerasan politik
ini sering kali menjadi alasan bagi negara untuk memperkuat kontrol
dan pengawasan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak warga
negara (Abu-Nimer, 2021).

Tantangan berikutnya yang juga sering dihadapi a
konservatisme agama. Di beberapa masyarakat Muslirficinte )2[551
agama yang sangat konservatif masih mendominasi n?%
yang memengaruhi cara masyarakat memandan@@
Interpretasi konservatif ini sering kali rnene @\sﬁlam dalam
hal hak-hak perempuan, minoritas, dei?\ eba?ﬂ berpendapat
(Sachedina, 2018).

blik,
ndividu.

&

Terlepas dari tantangan—tanta terdapat rﬁz}toh—
contoh positif dari negara- negﬁb g ézlnulal gadopsi
dan menglmplementa51k prm pri secara lebih
progresif. Sebagai Conto uat reformasi
hukum yang 51gmﬁka ber @ekad erakhlr terutama
dalam hal kese’taraa@erirr n perli dup@ﬁ hak-hak minoritas.
Ini menunjukk esk pat banyak tantangan,

implementasi ara &§ uslim bukanlah sesuatu
yang must hi*

C. (@yﬁggya ug @nperbalkl Catatan Hak Asasi

\\Ma@ di Negar}tﬁegara Mayoritas Muslim

%@ara negara Q‘yorltas Muslim sering kali menghadapi
ternamﬁn 4l terkait pelanggaran HAM, baik yang terjadi

dalam negeriMnaupun dalam konteks kebijakan luar negeri.
\\/Mesklpun demikian, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan
oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas
internasional untuk memperbaiki catatan HAM di wilayah-wilayah
ini. Dinamika politik, sosial, dan hukum yang ada di setiap negara
mayoritas Muslim sering kali menjadi tantangan besar dalam proses
memperbaiki situasi HAM, tetapi juga membuka peluang bagi
reformasi yang lebih luas.
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Reformasi hukum merupakan salah satu langkah penting dalam
upaya memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas
Muslim. Tunisia, misalnya, menjadi salah satu contoh negara
yang mengambil langkah progresif dengan reformasi hukum
yang melindungi hak-hak perempuan. Pada tahun 2017, Tunisia
menghapus hukum yang melarang perempuan Muslim menikah
dengan pria non-Muslim, suatu langkah signifikan yang dip@
oleh komunitas HAM internasional. Reformasi ini mencerm%n
kemauan politik untuk mengadopsi pendekatan ya febin ka
dan setara dalam hal kebebasan individu, yang&
sinyal bahwa Tunisia siap mengikuti standar infer

m erikan
asiona
HAM (Toumi, 2020). O <&

alam hal

Selain reformasi hukum, masya ’1& si @uga memainkan
peran penting dalam mempromo&% di negarafpregara
mayoritas Muslim. Kelompok I@yarv\ sipil di M ‘seperti
Egyptian Initiative for PersonaﬂRig (EIPRY, terus melakukan
advokasi di tengah pembatasph ke as@ ekg@es’i yang ketat.
Meski menghadapi banx@* rin@lga gax@sporganisasi ini
tetap berupaya m ku asi pelanggaran HAM dan
memperjuangkan k ilag&?g} korban. H I menunjukkan bahwa

aktor non-nega ?’. a o&s Muyélit memiliki peran penting
i
re

€g Y\
dalam men @g @ kar%‘ondisi M, meskipun mereka harus
menghadapi isik§~ n é@sl dar@ﬁak berwenang (Abdelrahman,
2021). é O Q

N\ \)

\\Di sam@ig peran dom@ﬁik, aktor-aktor internasional juga turut
peran.dalam upayasmemperbaiki catatan HAM di negara-negara
mayeritas Muslim. Organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa,
mnesty Interpational sering kali memberikan tekanan kepada
?e“merintah negdra-negara mayoritas Muslim untuk melakukan
\\/reformasi. Di Afghanistan, misalnya, dukungan dari Program
Q Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP)
telah membantu memperkuat sistem peradilan yang lebih responsif
terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Bantuan internasional
ini sangat penting untuk memastikan bahwa standar HAM global
diadopsi dan diterapkan secara konsisten (Khalid & Jaleel, 2019).
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Di beberapa negara, prinsip-prinsip syariah bahkan digunakan
sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan HAM. Di Indonesia,
interpretasi syariah yang lebih progresif telah digunakan untuk
mendukung hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Konsep
Islam Nusantara, yang dikembangkan oleh organisasi besar seperti
Nahdlatul Ulama, mengedepankan pentingnya pluralisme da
toleransi dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini memungkmk@~
syariah untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip HAM m
tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar Islam (A&b‘2019&f9

Pendidikan juga menjadi instrumen perf}};lg da@n upaya
meningkatkan kesadaran HAM di negara-ne m as Muslim.
Di Maroko, program pendidikan HA ah rkenalkan di
berbagai sekolah dan universitas seba&a i ari upaya untuk
membentuk generasi muda yang le&h sad an pentmg "hak
asasi. Dengan menanamkan mlaléblal raan gend Oleransi
beragama, dan penghormatan terltad a@ﬁd1v1du sejak dini,
diharapkan dapat terben m‘ﬁﬁ;t 5@1g 13@1 inklusif dan

menghormati keberagam

Media, baik tra 1510 gltal@ga memainkan peran
kunci dalam menihgkat a‘lékesa d1 kalangan masyarakat
negara-negara @ DiPD stan, misalnya, media sosial
men]adl a an tif %l aktiwis HAM untuk menyuarakan
kritik @ ran M, termasuk isu-isu seperti
kebe n be hak-kak perempuan. Platform-platform ini

m ngkihlkan wacana KE}/I berkembang di luar kontrol negara,
ang bagi &/yarakat untuk terlibat dalam dialog kritis
me ai isu-isu sens it (Khan, 2021).

Q~Beberapa ne@ra juga mulai merumuskan kebijakan publik yang
ebih responsif terhadap HAM. Di Yordania, misalnya, kebijakan
pemerintah yang menghapus hukuman penjara bagi perempuan
yang terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah menandakan
adanya perubahan dalam pendekatan negara terhadap hak-hak
individu. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu memperbaiki
catatan HAM negara di mata internasional, tetapi juga menciptakan
preseden untuk reformasi lebih lanjut dalam isu-isu gender dan
privasi (Al-Hadidi, 2018).
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Perlindungan terhadap kelompok minoritas agama juga menjadi
perhatian utama dalam upaya memperbaiki catatan HAM di negara-
negara mayoritas Muslim. Di Malaysia, meskipun tantangan
masih ada, pemerintah dan masyarakat sipil berusaha untuk
mempromosikan dialog antaragama dan memberikan perlindungan
yang lebih kuat bagi kelompok non-Muslim. Pendekatan ini bertujuan
untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mengura\sﬁ
potensi konflik berbasis agama (Saari, 2020). \L_

Di lain sisi, negara-negara mayoritas Muslim j br‘me\?f‘gdapi
tantangan besar dalam hal penanganan pengungsidan ri suaka.
Turki dan Yordania, yang telah menjadi t@rur@vﬁagi jutaan
pengungsi Suriah, mendapat pujian atag\keébija mereka yang
memberikan perlindungan bagi para p ngsi skipun memiliki
sumber daya terbatas, negara-ne ini saha memBerikan
pelayanan dasar dan perlindunﬁﬁjmk@agi para pe@ri suaka,
onteks

yang menjadi contoh positif dala / kawasan tersebut
(Ayoub & Laffan, 2022).  (O" _§~ é\ \Q
Advokasi hak-hakvpere an j%tegus%enjadi salah satu

prioritas utama di@r ag (gﬁ' ayotitds Muslim. Di Arab
a

Saudi, meskipun kemaj erj la , perubahan-perubahan
seperti pencab% la?%;n n@n emusli bagi perempuan pada 2018
menunjuk]@b ahv@ a rtgg bagixeformasi gender di negara yang
sangat ervatif ini. ki deppikian, upaya untuk memperluas
hak- per uan Masih &ghadapi resistensi dari kalangan

tradh 'onal@—lamdan,2 »
38 S

U@m juga men@x}l peran penting dalam mendukung upaya
r %Yasi HAM digegara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia,
ﬁ\a—ulama m@rat seperti Quraish Shihab dan Gus Dur telah lama
engedepankan pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam
ajaran Islam. Narasi-narasi keagamaan yang moderat dan inklusif ini
menjadi landasan penting bagi upaya reformasi sosial yang berbasis
pada penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan (Shihab,
2020).

Tantangan besar lainnya adalah perlindungan terhadap
jurnalis dan aktivis HAM yang kerap menjadi sasaran represi.
Dalam konteks ini, negara-negara seperti Tunisia dan Indonesia
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telah mulai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik
bagi para aktivis dan jurnalis yang berjuang untuk memperbaiki
situasi HAM. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan
lingkungan yang lebih aman bagi pembela HAM dan meningkatkan
transparansi pemerintah (Awan, 2020). Terkait ini, teknologi digital
telah membuka jalan baru dalam memantau pelanggaran HAM di
negara-negara mayoritas Muslim. Penggunaan teknologi sep&@
drone dan citra satelit telah membantu organisasi HAM internasipnal
mendokumentasikan kejahatan perang di Suriah daw rah&ik
lainnya. Teknologi ini memungkinkan pemantau gl efektif
dan membantu mengumpulkan bukti yang d u{}ﬁm dalam
pengadilan internasional (Kelley, 2019)

Peningkatan partisipasi perem pemermtahan
di beberapa negara mayoritas Mr&g rti Indone ‘dan
Bangladesh, juga merupakan 1nd®51 p dan kem dalam
memperbaiki situasi HAM. Per emeggmg ]abatan
publik berperan dalam m usk eb@ 1eb1h inklusif
dan adil, terutama dalam pe@ang k perempuan dan
minoritas (Hashemi 1). iki alnya Penguatan lembaga
peradilan, seperti M&Dk onstitusi dan'pengadilan HAM, juga

menjadi kompo@pen i dalaqoupay formasi HAM di negara-
negara may :@s M onesfg.dan Turki, lembaga-lembaga
ini telah a& nkan leblh aktif dalam memutuskan
kasus; é’elanggaran HAM oleh negara,

membetik adll t}gi_ rban, dan mengawasi pelaksanaan
m@ S t

esuai den, andar internasional (Hirschl, 2021).

gram pembe&yaan ekonomi juga dianggap sebagai salah
s arayang ef@t& untuk memperkuat HAM, terutama di kalangan
rempuan dan”kelompok-kelompok rentan. Di Bangladesh,
\VYmisalnya, program-program ekonomi yang bertujuan untuk
O mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses perempuan
terhadap sumber daya ekonomi telah menunjukkan dampak positif
dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Sen,
2022).

Kerja sama regional juga memainkan peran penting dalam
memperbaiki catatan HAM di negara-negara mayoritas Muslim.
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR),
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meskipun terbatas, telah mencoba memperkuat perlindungan HAM
di Asia Tenggara. Organisasi ini menghadapi tantangan besar,
terutama terkait dengan situasi di Myanmar dan Filipina, tetapi
tetap menjadi platform penting untuk diskusi regional tentang
HAM (Muntarbhorn, 2021). Pemberdayaan lembaga-lembaga
keagamaan juga berperan penting dalam memperkuat kesadaran
HAM di kalangan masyarakat Muslim. Di Malaysia dan Indones %
lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamma

telah berperan aktif dalam mempromosikan HAM gal@
dari ajaran Islam, menunjukkan bahwa nilai-nil?"}/ agama
dapat berjalan seiring (Effendy, 2021). Q}/

Secara keseluruhan, meskipun ta t«a}gan- tangan besar

masih ada, upaya untuk memperbai ata AM di negara-
negara mayoritas Muslim terus ber]@ i reformasi RaKum,
partisipasi masyarakat sipil, bantifan in sional, da guatan

lembaga-lembaga demokrasi. bi$1 an l@dukungan internal
dan eksternal sangat penting ’dala?; §t1kax@ahwa negara-
negara ini dapat mencapai-stan A te ional yang lebih
baik, sekaligus me aha S@n id as’o&ga\n nilai-nilai budaya

mereka. \L_ @- (\

D. Peran ra ara s11 lam Resolusi
PersexiKata an tentang Hak Asasi

510

ra*negara Mu em111k1 peran yang signifikan dalam
@1 resolus1 B terkait HAM. Keikutsertaan negara-

ini bukan han dldasarkan pada kepentingan politik atau
0m1 tetapi ' diwarnai oleh kerangka teologis dan budaya
ang menekankan keadilan sosial dan hak-hak individu dalam Islam.
Banyak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)
terlibat secara aktif dalam proses negosiasi di Dewan Hak Asasi
Manusia PBB, di mana mereka memperjuangkan pengakuan hak-hak
kelompok-kelompok tertentu, khususnya hak-hak minoritas Muslim
yang kerap mengalami diskriminasi di berbagai negara.
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Salah satu kontribusi terbesar negara-negara Muslim adalah
keterlibatan dalam membentuk diskursus tentang HAM yang lebih
inklusif secara kultural. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir,
dan Indonesia sering kali mendorong resolusi yang mengakui
pentingnya menghormati keragaman budaya dan agama dalam
pelaksanaan HAM (Feldman, 2015). Pendekatan ini dianggap sebagai
cara untuk menyeimbangkan norma-norma internasional den ie
prinsip-prinsip lokal yang sering kali berbeda dari standar HIA
Barat. Misalnya, dalam konteks hak-hak perempuar,,yr&gara@ ara
Muslim cenderung menekankan pentingnya mﬁé@)e@%ngkan

nilai-nilai agama dalam pembahasan tenta@ setar gender

(Rosen, 2016). \) Q~

Indonesia, sebagai negara deng op@Muslim terbesar
di dunia, memainkan peran sentral'&@ m masi HAM Gi+~PBB.

Sejak keanggotaan tetapnya di De@gn H asi Manusi onesia
telah menjadi jembatan antara negara*negara (Vuslim dan negara-
negara Barat dalam berbagai st Hﬁa Isatu @tbh utamanya
adalah keterlibatan Ind iad u merumuskan resolusi
mengenai kebebasa @‘aga an %&ﬂ(i\nan, yang berusaha

menjembatani ke n %gara@aegar uslim dan perspektif
HAM universa ma&é),\

Negar{-} gar sli giﬁgkus pada isu-isu HAM yang
berkait en rﬂ’ale ifia. Dukyhgan terhadap hak-hak Palestina
telahahenjadidelah satu pilaiNkebijakan luar negeri banyak negara
M\Nirm di'RBB. Resoluskée\olusi yang menyerukan diakhirinya
@’du @an Israel (@Mengakuan atas hak-hak Palestina sering
kali dapatkan dukungan penuh dari blok negara-negara Muslim

{Majelis Um PBB (Jamal, 2019). Dukungan ini tidak hanya
%neerminkan stlidaritas agama tetapi juga komitmen negara-
\\/negara Muslim terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak untuk
O menentukan nasib sendiri. Sementara itu, Mesir, sebagai salah
satu negara berpengaruh di dunia Arab, juga terlibat aktif dalam
perdebatan mengenai HAM di PBB. Meskipun menghadapi kritik

atas kondisi HAM di dalam negerinya, Mesir tetap aktif berpartisipasi
dalam merumuskan kebijakan internasional, terutama terkait dengan
hak-hak imigran dan pengungsi. Sebagai salah satu negara penerima
pengungsi terbesar, Mesir mendorong resolusi yang menekankan
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perlindungan hak-hak dasar bagi para pengungsi dan pencari suaka,
khususnya dari negara-negara Muslim yang dilanda konflik (El-
Mikawy, 2017).

Turki juga memainkan peran penting dalam isu-isu HAM di
PBB, terutama setelah meningkatnya peran internasionalnya di
bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Turki secara konsiste
mendorong resolusi yang menekankan perlunya perlindu g
terhadap umat Muslim yang menjadi korban kekerasarbetms, erti

yang terjadi pada Muslim Rohingya di Myanmar. iD Hak

Asasi Manusia, Turki telah menyerukan tindakan %B le egas dari
komunitas internasional untuk mehndungl detti genosida
dan pelanggaran HAM lainnya (Ahmed assa? 018). Sebagai
tambahan, blok negara-negara Musli ga mendukung
resolusi yang menyerukan penghapu&qyL nasi berbasi§agama

dan kepercayaan. Resolusi yan nen 1sla‘mofobi§sisalnya,
diajukan oleh negara-negara M idakung oleh negara-
negara dari berbagai benua, @afeka tbgéa’diskriminasi

gg M, tetapi juga

terhadap umat Muslim k hd
menciptakan ketlda ilan sqéral yaﬁ_g eb’ié\lgas (Hellyer, 2020).
menghadapi tantangan

Di sisi laj Voeb @1 u
dalam upaya ndu di tingkat internasional,

terutama knya dipertanyakan. Arab
Saudi, ny. ETa s2@1er1 itik atas keterlibatannya dalam
pelanggaran tama@kalt dengan kebebasan berekspresi
d ak- h@ perempua@- eski demikian, Arab Saudi tetap
@u%@wmpertah }é’ﬁ posisinya di Dewan Hak Asasi Manusia

den menekankan'pentingnya menjaga stabilitas nasional dan
hormati t@si budaya lokal (Al-Rasheed, 2016). Demikian
?;Ilnya dengan Pakistan dan Afghanistan, kedua negara ini dikritik
arena dipandang gagal melindungi hak-hak perempuan dan anak-
anak, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Menghadapi kritik ini, Pakistan dan Afghanistan tetap berupaya
membela posisi mereka di forum internasional dengan menekankan
pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dan konteks sosial-politik
yang unik (Shah, 2019).
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Negara Muslim lainnya, seperti Iran, juga terlibat dalam diskusi
HAM di PBB dengan perspektif yang sering kali bertentangan
dengan negara-negara Barat. Iran berpendapat bahwa standar HAM
yang ditetapkan oleh PBB sering kali bias dan tidak sesuai dengan
nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Iran tetap berkomitmen
untuk terlibat dalam forum-forum internasional dan berupaya
mengadvokasi hak-hak yang lebih sesuai dengan prinsip-prin@
syariah (Zubaida, 2011). \L_

Isu lain yang sering diangkat oleh negara-r&fz‘ Mﬁm di
PBB adalah perlindungan terhadap kelompo nor@ uslim
di negara-negara non-Muslim. Diskusi mer@nai %ﬂﬁm Uighur
di Tiongkok, misalnya, telah menjadizsdlah topik yang
kontroversial. Beberapa negara Musl?\_é?er a yang memiliki
hubungan ekonomi dekat dengan Pighgk emilih untultidak
mengkritik keras pelanggaran BAM dap Uighur\Wamun,
negara-negara seperti Turki danﬂlrala iq secagaetbuka menyatakan
keprihatinan mereka dan meényéruk vesfidasi infefnasional (Chin
& Miller, 2021). Oy ‘& n@

Wy gtk
Selain resolusi@ an ?ﬁ-isu Gegiﬁk gara-negara Muslim
juga terlibat dalatw deb, bin'eng ha individu secara lebih
umum. Misalnya;dal %sku{&eﬁn i hak-hak LGBTQ+, banyak
ya enolalreso ang mendukung pengakuan
T %eng@ggu tasi bahwa hal ini bertentangan
denganajaramagama [slam,, edaan perspektif ini mencerminkan

tanan al dalam mef%harmonisasikan standar HAM dengan
i-nilaiBudaya dalr@'~ a yang berbeda (Grewal, 2017).

alam hal perlindungan hak-hak perempuan, beberapa

%hara Muslinéeperti Tunisia dan Maroko, telah membuat
\\X:majuan signifikan dalam meningkatkan hak-hak perempuan
O di negara tersebut. Di dalam forum-forum PBB, negara-negara ini
mendukung resolusi yang menekankan pentingnya pemberdayaan
perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender, sambil
tetap mempertahankan pandangan bahwa hak-hak ini harus
sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Charrad, 2020). Sementara
dalam diskusi HAM terkait pengungsi, negara-negara Muslim
menekankan solidaritas antar-umat Muslim. Negara-negara seperti
Yordania dan Lebanon, yang menampung jutaan pengungsi dari
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konflik di Suriah dan Palestina, mendesak PBB untuk memberikan
dukungan internasional yang lebih besar kepada negara-negara yang
menampung pengungsi (Acharya, 2016).

Secara keseluruhan, negara-negara Muslim memainkan
peran yang penting dalam resolusi PBB terkait HAM. Meskipun
menghadapi tantangan dari negara-negara Barat terkait isu-is%
kontroversial seperti kebebasan berekspresi, hak-hak LGBTQ+, d?r

sin

hak-hak perempuan, tetapi negara-negara ini tetap mepjadi
kunci dalam forum-forum internasional. Negar %garaﬁshm

terus berusaha untuk menyeimbangkan komit terhqdap HAM
dengan prinsip-prinsip agama dan nilai- n11€suda@ ang dianut
oleh masyarakatnya.

E. Studi Kasus: Penerapan Prm&gﬂé sasi Manu?ﬁ

dalam Konteks Hukum a/%rlah@ b Saud

HAM dalam Islam mergtipakangi yar@nn?lperdebatkan,
terutama dalam hal ba@nan insi niversal HAM

diterapkan di negara-t@ara n@o slim. S ah satu tantangan
utama adalah men %Hsﬂ(a,?,prm r1n31p HAM dengan
di banyak negara Islam.

hukum syariah @g
Studi kasus r@ rin 2 sprm AM di Arab Saudi, yang

merupaka ya@\nenggunakan syariah sebagai

landasa: @lkgy~ an gambaran yang komprehensif

meng&& t gan-tantan alam implementasi HAM di negara

@@ slim dan %a untuk memperbaiki catatan HAM
ara‘tersebut. Q"\

%nsep HAM¢{dalam Islam secara prinsip tidak berbeda jauh
gan konsep %ﬁ; diakui secara global, seperti yang terkandung
\\/dalam Universal Declaration of Human Rights oleh PBB. Islam juga
mengakui hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak atas
kebebasan, hak atas keadilan, dan hak untuk diperlakukan secara
setara tanpa diskriminasi. Namun, perbedaan muncul ketika hak-hak
ini ditafsirkan melalui prisma hukum syariah, yang dalam beberapa
aspek dapat bertentangan dengan standar internasional HAM,
khususnya di bidang kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan
hak-hak minoritas (Baderin, 2003).
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Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan syariah dalam
sistem hukumnya, sering kali mendapatkan sorotan internasional
terkait pelanggaran HAM. Misalnya, kebebasan berekspresi di Arab
Saudi terbatas, terutama bagi mereka yang mengkritik pemerintah
atau mengekspresikan pandangan yang dianggap bertentangan
dengan nilai-nilai agama. Kasus-kasus seperti penahanan aktivis
dan pembatasan terhadap kebebasan pers menunjukkan bah $
pemerintah Arab Saudi menerapkan interpretasi syariah yang\lh
yang mendominasi kehidupan politik dan sosial maS)S' takat H9
Rights Watch, 2020).

Q@b . s Hilangnya Wag@n Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi, Menjadi

Q '\/\/ Perhatian Dunia

wg?: https://www.h&kumonline.com/berita/a/kasus—hilangnya-wartawan-arab-saudi-
v te@suk—eksekusi—i—extra—judicial—i—ltSbc8901f68fa3/

Q\\/ Hak perempuan juga menjadi salah satu isu penting dalam
penerapan HAM di Arab Saudi. Secara historis, perempuan di negara
ini dipandang mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti
pembatasan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial.
Sistem perwalian yang mengharuskan perempuan mendapatkan

izin dari wali laki-laki mereka untuk melakukan berbagai aktivitas
menjadi salah satu kebijakan yang sering dikritik oleh komunitas
internasional. Meski demikian, reformasi yang dilakukan oleh Putra
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Mahkota Mohammad bin Salman, seperti pencabutan larangan
mengemudi bagi perempuan pada 2018, menunjukkan upaya untuk
memperbaiki catatan HAM terkait hak perempuan (Al-Dosari, 2018).

Meskipun reformasi ini dipandang sebagai langkah maju,
tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di Arab
Saudi masih cukup besar. Salah satu tantangan utamanya adala%
konservatisme agama yang mengakar kuat di masyarakat. Ba
pihak di Arab Saudi yang memandang HAM interna@anal
ancaman terhadap nilai-nilai Islam, dan seti

menerapkan reformasi yang dianggap bertenta de syariah
sering kali menghadapi perlawanan dari kelo@)k- \rfpok agama
konservatif. Ini menunjukkan bahwa pe pan BPAM di negara-
negara mayoritas Muslim seperti Arab iti anya bergantung

pada kebijakan pemerintah, tetapi ju@ ada@enerimaan masyarakat
terhadap perubahan tersebut (DoGato, @0) @’

Di sisi lain, Arab Sausdi.jug %n@%k upaya untuk
memperbaiki catatan H@\ tmg{é‘o int \smnal Negara
ini telah terlibat dalam etba for @terna%nal terkait HAM.
Pada tahun 2000 asv@a’hverm PBB tentang
Penghapusan S la B &k imi QTerhadap Perempuan
(Convention zna of Forms of Discrimination
Against W, /C ) ki dengan beberapa reservasi
yang it @ arla eskipun ada kemajuan, kritik
interr\%nal adap'Arab, S i menyoroti bahwa reformasi HAM
ya@vdilak n sering ka@rsﬁat simbolik dan belum menyentuh

r pexitasalahan 'pgl‘ti kebebasan berekspresi dan hak-hak
min@s (Peters, 201

Q~Sebagai ne@a yang juga memainkan peran penting dalam

rganisasi Kerjasama Islam (OKI), Arab Saudi menghadapi dilema
antara mempertahankan identitas keislamannya dan memenuhi
tuntutan internasional untuk memperbaiki catatan HAM. OKI
sendiri telah mencoba untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip
Islam dengan HAM internasional melalui Deklarasi Kairo tentang
Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990. Namun, Deklarasi
Kairo sering kali dianggap sebagai bentuk tandingan terhadap
Universal Declaration of Human Rights karena mengedepankan syariah
sebagai landasan utama dalam mengartikan HAM (Mayer, 2007).
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Penerapan syariah di Arab Saudi juga menimbulkan perdebatan
mengenai hak-hak minoritas. Sebagai negara yang secara resmi
menganut Islam Sunni, Arab Saudi kerap dituduh mendiskriminasi
minoritas Muslim Syiah, terutama di wilayah-wilayah seperti
Provinsi Timur. Diskriminasi ini mencakup akses yang terbatas
terhadap pekerjaan, layanan publik, dan kebebasan beragama
Kasus pelanggaran HAM terhadap komunitas Syiah di Arab SaLh
menyoroti tantangan besar dalam penerapan pr1n51p insip
yang inklusif di negara ini (Jones, 2006). Namun, A& audibldak
tinggal diam dalam menghadapi tantangan- tantax}@ ermtah
telah berupaya untuk menyeimbangkan antara tuntutan-feformasi
HAM dengan penerapan syariah. Salah satu cor@hnya adalah
pembentukan Komisi Hak Asasi ManusiaNas Wyang bertugas
untuk mempromosikan HAM sesu (& ga um Islam._ Meski
komisi ini dinilai belum cukup efektit'dala qﬁengatasi pelanggaran
HAM, langkah ini menunjuk ahv@ rab Saudi Setidaknya
menyadari pentingnya refor@asi di bﬂ%ﬂ ?@og 2000).

Selain itu, Arab Saud&éah n@?r:] &h k@ﬁhjatannya dalam

isu-isu HAM global, @tama am eksbantuan kemanusiaan.
Sebagai salah satu d a di kagyasan Fivur Tengah, Arab Saudi
telah berkontrﬂ@ dal erba@ up antuan kemanusiaan di
wilayah ko ep an Yaman. Namun, peran ini sering
i erhba@n Ar@audi dalam konflik Yaman, di
itu @meﬁ@kan pelanggaran HAM terhadap
wargasipil mtalui kampw iliternya (Bonnefoy, 2018).

Q\D n demik1§z\/&ud1 kasus Arab Saudi dalam konteks
pen an prinsip-prinsip HAM menunjukkan kompleksitas yang
a i negara- n@’ka mayoritas Muslim, khususnya ketika hukum
B?arlah menjadi Yandasan utama dalam sistem hukum. Meskipun
ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti hak perempuan dan
keterlibatan internasional dalam isu-isu HAM, tantangan-tantangan
besar masih ada, terutama terkait kebebasan berekspresi, hak-hak
minoritas, dan peran syariah dalam menginterpretasikan HAM. Oleh
karena itu, untuk mencapai harmonisasi antara syariah dan HAM
internasional, diperlukan dialog yang konstruktif dan pemahaman
yang lebih mendalam antara berbagai pemangku kepentingan di
tingkat nasional dan internasional.
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BAB IX

ISLAM DAN MEDIA INTERNASIONAL é

&

Islam memiliki hubungan yang komplek@'&gﬂgazﬁedia

internasional, di mana citra dan persepsi tenta i kerap
dipengaruhi oleh pemberitaan global. Me an peran
krusial dalam membentuk pandangan rak nia terhadap

Islam, seringkali menciptakan ganﬂﬁ‘ ny @tldak seimbang.
Melalui pemberitaan yang beragaﬁ internasiondb+idak
hanya mempengaruhi persepsi g@bal dap Islam ijuga
memengaruhi pandangan te @regara ayoritas
Muslim. Pengaruh ini dapat @hat ?& caﬁQ ga egara tersebut
diposisikan di dalam na glo 1su isu politik,

sosial, dan keamany!am te{uangan ini, berbagai
upaya dilakukan oteli ko %tas %uslintéan aktor internasional
untuk memper i repggénta ‘@r'media global. Langkah-
langkah str iptakan pemahaman yang

1
lebih sei $~ urat&k m, serta untuk menanggulangi
ng gesing @3{1

stereoti pemberitaan.
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A. Peran Media dalam Membentuk Citra Islam di Arena
Internasional

Media internasional memiliki peran signifikan dalam membentuk
persepsi global tentang Islam, sering kali menghadirkan representasi
yang bias dan menyimpang dari kenyataan. Sejak peristiwa 11
September 2001, Islam menjadi salah satu topik yang paling banya
diberitakan, dengan fokus utama pada isu-isu terorisme, radikali

dan kekerasan. Gambaran ini menciptakan persepsibﬁhw am
identik dengan kekerasan, meskipun kenyata a a ini
memiliki berbagai dimensi yang kaya dan damai (]bs mmrella
2019). Media Barat cenderung mem publ ka Mta negatif
tentang Islam dan Muslim, yang berda enmgkatnya
stereotip serta prasangka terhadap aga 2020)

Pemberitaan yang dominan t tang lebih serin §b fokus
pada aspek-aspek negatif, seper(& neg@a negaraymayoritas

Muslim dan tindakan kelompek terogis: edgé §a-ﬁegara Barat
cenderung mengaitkan deqigan kedéwasa [an ekstremisme,
sebaliknya sering r@gab@ ibusi Muslim terhadap

kemajuan sosial, b ?’rmt ual &,\f‘unia (Jabbar, 2021).
aral direﬁsentasikan memperkuat
i ka

Ketidakseimba 3& dal
stereotip dan&
pandangax@ a ini.

arakat global, menciptakan

D%enx@ern onal@@'dla sering menjadi alat untuk
rku arasi yang mémpolarisasi pandangan tentang Islam.
@%m ial telah mqu?lkan ruang bagi kelompok ekstremis
untu nyebarkan@esan mereka secara luas, sedangkan media
a ama seringKali memperkuat narasi bahwa Islam merupakan
aman bagi Keamanan global. Peran media dalam membentuk
\\/narasi ini sangat kuat, terutama ketika berita yang disajikan berfokus
pada ketakutan dan ketidakamanan yang disebabkan oleh tindakan
kelompok-kelompok ekstremis. Hal ini menciptakan citra yang
mendalam dan kadang-kadang menyesatkan tentang Islam di benak
publik (Faksh, 2020).

Salah satu dampak utama dari representasi Islam di media
internasional adalah meningkatnya Islamofobia, terutama di
negara-negara Barat. Representasi media yang negatif berkontribusi
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langsung terhadap peningkatan diskriminasi terhadap Muslim di
negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis
(Khan, 2021). Narasi yang dibentuk media tentang Islam sebagai
ancaman global menciptakan ketidakpercayaan terhadap komunitas
Muslim, yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan-kebijakan
diskriminatif yang diterapkan di berbagai negara.

Media tidak hanya membentuk persepsi masyarakat, tetapi 'u?a'
mempengaruhi kebijakan internasional terhadap npgara-pegara
mayoritas Muslim. Pemberitaan yang konstan t %ng k asan
dan konflik di Timur Tengah memengaruhi péjsepsi madsyarakat
dan pemerintah terhadap wilayah tersebut (E@*lsta \20'22). Dalam

banyak kasus, negara-negara Barat menggumakan ia sebagai alat
untuk membenarkan intervensi milit -negara Muslim,
dengan alasan memerangi terorlsn'&? egakkan h&ésasi
manusia (HAM). Media tidak hdpy \entuk per i'publik

tetapi juga memberikan leg1t1m(L{ ba% @ Yang diambil oleh
pemerintah. Meskipun de@klan d1 111k1 potensi
besar untuk menc1ptaka a51 rna posmf tentang
Islam. Beberapa medji depe n deﬁp nal s kr1tls telah berupaya
untuk menghadirkaw’ per tif g le@seunbang, menyoroti
kontribusi ko \\&md 1dang/®emanusiaan, pendidikan,

(I% r, 20 \U ni seringkali tertutupi oleh

ia utan@syanﬁ S memperkuat narasi negatif.

ter ap ra yang mencoba mengimbangi
naras eg@tetam medigymedia ini sering kekurangan platform

@\ u n yang cuky&ntuk memiliki dampak yang luas.

N\

@ia sosial jug&lah menjadi ruang bagi Muslim di seluruh
untuk m tang narasi yang salah tentang agama Islam.
?Patform sepertiTwitter, Instagram, dan YouTube digunakan oleh
N\VYbanyak Muslim untuk menyampaikan pandangan mereka dan
O berbagi pengalaman hidup sebagai Muslim di dunia yang sering
kali tidak ramah (Mansoor, 2020). Media sosial memberikan
kesempatan bagi komunitas Muslim untuk mengambil alih narasi
tentang Islam, sekaligus memungkinkan untuk mempresentasikan
pandangan yang lebih autentik dan personal (Alvi & Arora, 2021).

Media sosial memang memberikan ruang bagi komunitas Muslim
untuk menantang stereotip, tetapi di sisi lain, platform ini juga
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digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk menyebarkan
propaganda mereka. Ini menciptakan dilema di mana platform
yang sama dapat digunakan untuk mempromosikan narasi positif
maupun negatif tentang Islam. Meskipun ada peningkatan dalam
upaya untuk menghapus konten ekstremis di media sosial, masih
banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan bahwa
platform ini tidak disalahgunakan untuk tujuan negatif (Yusof, 202@
Dalam konteks ini, penting untuk menekankan peran ]urnahé{_
media dalam menghadirkan liputan yang adil dan s

Islam. Para jurnalis memiliki tanggung jawab etis k ti hanya
mengejar sensasionalisme, tetapi juga un r}é}ﬂ( rita yang
didasarkan pada fakta dan konteks yang b\i% gnya, dalam
banyak kasus, media lebih memilih untu ot1 sisi dramatis
dari suatu peristiwa, yang sering kali da penggambaran
yang tidak akurat tentang Islam d s Muslim (AliY2022).
Reformasi dalam praktik j ]urna glo sangat dipeflttkan agar
lebih responsif terhadap da k dar Qé &r’eka

Upaya untuk memp@alkl @a Is &dl eha internasional
memerlukan kerja sama)dari agaC_p ak; termasuk pemerintah,
organisasi non- pe an I@mu Mushm itu sendiri.
Banyak nega@ ay? sh ‘@nenyadari pentingnya
membangu @bm ba@c engan media internasional
untuk m ra51 an rn Pemerintah Malaysia dan
Indonesi 1s sama dengan media internasional
untu M051kan citr, \g am yang damai dan toleran (Hassan,

@é}/ S@n itu, banyal anisasi non-pemerintah yang berfokus
pdd su HAM d alog antaragama terlibat dalam kampanye
gé&bmemperbm% representasi Islam di media (Bashir & Saleem,

\\/ Dalam upaya memperbaiki citra Islam pula, pendidikan media
O menjadi sangat penting. Pendidikan ini tidak hanya penting bagi
jurnalis dan praktisi media, tetapi juga bagi masyarakat umum

agar mereka dapat lebih kritis terhadap pemberitaan yang mereka
konsumsi (Alavi, 2020). Literasi media dapat membantu masyarakat
untuk lebih memahami bias dalam pemberitaan dan tidak serta merta
menerima stereotip yang dipromosikan oleh media. Literasi media

juga memungkinkan masyarakat untuk membedakan antara laporan
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yang berdasarkan fakta dan narasi yang dibentuk oleh kepentingan
politik atau ekonomi.

Di era digital ini, media memang memainkan peran yang lebih
besar dari sebelumnya dalam membentuk citra agama, termasuk
Islam. Oleh karena itu, penting bagi media global untuk mengambil
langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menyajikan liputa
yang adil dan seimbang tentang Islam. Dengan begitu, m c?a-
dapat berfungsi sebagai jembatan antara budaya darfyaga ng

berbeda, ketimbang sebagai alat yang memper, pe ahan
dan ketegangan global. Peran media dalam merbéntukcitra Islam
di arena internasional sangat penting, bai@ala }hénciptakan
pemahaman yang lebih mendalam ma da mengurangi

ketegangan antaragama.

B. Pengaruh Media terhadap®ers \Negara-N@r
Muslim dan Agama Isla < \@ .

*

Media memiliki per@s&gm@? dzﬂé’h Qentuk persepsi

masyarakat global ter a ap n Mus dan agama Islam.
Seiring dengan ber ban tek 0g1 i
media rnen]adl \nber @J

nasi dan komunikasi,
ng memengaruhi opini
media tentang Islam dan

publik di se a?esen
negara-negara M 1 oleh bias politik, ekonomi,
dan budaya, y; @’kh memengaruh1 cara masyarakat
1nter §§ emahami- a ini serta negara-negara yang

duduknya %1m

satu faktor%g memengaruhi persepsi negatif terhadap
ra-negara lim adalah pemberitaan tentang konflik dan
erasan yang séring terjadi di wilayah Timur Tengah dan Asia
elatan. Media internasional sering kali fokus pada aspek kekerasan
yang terjadi di wilayah ini, tanpa memberikan konteks yang lengkap
mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi di negara-negara
tersebut (Esposito, 2018). Liputan yang dominan ini menciptakan
kesan bahwa negara-negara Muslim adalah kawasan yang tidak
stabil, penuh dengan kekerasan, dan sulit diatur.
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Selain konflik, isu terorisme menjadi sorotan utama dalam
pemberitaan tentang Islam dan negara-negara Muslim. Kelompok-
kelompok ekstremis seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan
Al-Qaeda sering kali menjadi representasi Islam di media, yang
memperkuat stereotip bahwa Islam adalah agama yang mendukung
kekerasan (Jabbar, 2021). Akibatnya, masyarakat internasional
memiliki persepsi yang salah tentang Islam sebagai agama ya§
mempromosikan kekerasan, padahal ajaran Islam sangat menekq_
perdamaian dan kasih sayang.

Media Barat memiliki pengaruh besar d}&m nanentuk
opini publik tentang negara-negara Muslim, &ya nedia di Barat
yang cenderung menyajikan berita tenta egara Muslim
dari sudut pandang yang mengunt an entmgan politik
dan ekonomi Barat. Liputan yang &a ini ciptakan s@eotlp
tentang dunia Muslim sebagai tefpat yang terbelakang, Yettindas,
dan membutuhkan 1nterven31%r1 ara- ara Barat. Hal ini
memengaruhi kebijakan I @wgen?ggji arat terhadap
dunia Muslim, yang se kal rba d@nsmformam dan
stereotip (Alvi & Aro 021 ;

00‘

Persepsi negatif ini tj an emengaruhi cara negara-negara
Barat berinte s%m tetapi juga berdampak
pada hub eseluruhan Dalam beberapa
dekade 1@1 hi anta§ dunia Barat dan negara-negara

Musli meﬁg\\ gan yang semakin meningkat, sebagian
e\}r/d oleh hputa edia yang terus-menerus menyoroti
@1ﬂ1k risme, da emisme (Norris, 2019). Representasi yang
tidakgeimbang ini mé@ iptakan ketidakpercayaan antara masyarakat
im dan nor@“élim, yang pada akhirnya memperdalam jurang
?e“rbedaan di antéra kedua belah pihak. Tidak hanya media Barat
\\/yang berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi negatif, tetapi
O juga media di negara-negara Muslim. Dalam beberapa kasus, media
di negara-negara Muslim menyoroti kebijakan luar negeri negara-
negara Barat yang dianggap merugikan umat Muslim, seperti
intervensi militer di Irak dan Afghanistan (Hassan, 2020). Liputan ini
menciptakan persepsi di kalangan masyarakat Muslim bahwa Barat
adalah ancaman bagi Islam, yang dapat memperdalam perpecahan
global dan meningkatkan ketegangan antarnegara.
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Pengaruh media dalam membentuk persepsi negara-negara
Muslim juga terlihat dalam konteks migrasi dan pengungsi. Banyak
media di Eropa dan Amerika Utara yang sering mengaitkan pengungsi
dari negara-negara Muslim dengan peningkatan kriminalitas dan
ancaman terorisme (Faksh, 2020). Liputan ini memperkuat ketakutan
dan prasangka terhadap imigran Muslim, yang berdampak pad
kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan diskriminatif di nega%
negara Barat. Hal ini juga memperburuk situasi pengungsi M
yang sering kali diperlakukan secara tidak adil d],XnPgara@ ara
penerima.

Meskipun demikian, tidak semua pem@taa Mang Islam
dan negara-negara Muslim bersifat nega ala berapa tahun
terakhir, terdapat peningkatan dalam liputa lebih seimbang
tentang kontribusi negara-negara Mkﬂi di agai b1dang?epert1
teknologi, pendidikan, dan buda@. Be a medla i tasional
mulai menyadari pentingnya mémbeéxikan Qij@n’bar.’:m.‘yarlg lebih
komprehensif tentang dun@Musl?& tergés yoroti upaya
negara-negara Mushm da om n petdamaian, toleransi,
dan kemajuan sosi pa tuk@ ng ah persepsi ini juga
didukung oleh berb i ong &?sam ernaeh\/I al dan negara-negara
Muslim itu sen@ ara-n alaysia dan Indonesia,

misalnya, a t@‘le Cltra m yang damai dan moderat
melalui di asi
2023). é {? >

e

Bud aya@an dm@ antaragama (Bashir & Saleem,
h me

rtu]? n@ elawan narasi negatif yang sering
d1p o 311? iai
@g urat tentan am dan negara-negara Muslim.

asional dan memberikan gambaran

u dicatat pulghahwa media memiliki potensi besar untuk

bentuk pegﬁm yang positif tentang negara-negara Muslim
?‘n agama Islant. Dengan liputan yang lebih adil dan seimbang,
medla dapat berfungsi sebagai jembatan antarbudaya, memperkuat
hubungan antarnegara, dan mengurangi ketegangan antaragama.
Penting bagi media global untuk mengambil langkah-langkah yang
lebih proaktif dalam menyajikan liputan yang berdasarkan fakta dan
kontekstual, bukan sensasionalisme. Kesimpulannya, media memiliki
pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat internasional
tentang negara-negara Muslim dan agama Islam. Liputan yang bias
dan tidak seimbang memperkuat stereotip negatif, sementara media
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yang lebih bertanggung jawab dapat mempromosikan pemahaman
yang lebih mendalam dan positif. Oleh karena itu, di tengah kemajuan
teknologi komunikasi, penting bagi masyarakat untuk menjadi
konsumen media yang lebih kritis. Literasi media harus menjadi
bagian penting dari upaya global untuk melawan misinformasi
dan stereotip tentang Islam dan negara-negara Muslim. Denga
pemahaman yang lebih baik tentang cara media bekerja, masyara]y~
dapat berperan dalam menciptakan dialog yang 1eb1h inklusi
konstruktif tentang agama dan budaya yang berbed;,xy

C. Upaya Memperbaiki Representasi Is I@Qfd@k}}? Media

Global

Dalam beberapa dekade terakhi pr g&am Islam dalam
media global telah menjadi topik se ?m penting, te?ftama
mengingat peningkatan stereoti atif @1 sering kah@hngkupl
agama ini. Upaya untuk mem er aik' a Is,lﬂg/ﬁd hanya datang

dari komunitas Muslim it 1 ?étap daw‘berbagai pihak
yang menyadari penti nta ng l@h akurat dan adil
di media. Represen§ engenai Islam telah
menimbulkan ba {I\ dapat memperburuk
hubungan an ngsa arah da kebijakan yang tidak
adil. gﬁ

Sal memperbalkl representasi Islam
di m ta g adal menantang narasi yang dominan

ﬁ( me dane éﬁ%&emlsme yang sering dikaitkan dengan

ak liputan, ia cenderung menyoroti insiden kekerasan
yangaitelibatkan 1%d1 idu atau kelompok yang mengatasnamakan
namun j g memberi ruang bagi pandangan mayoritas
%ruslim yang menolak kekerasan tersebut (Esposito, 2018). Upaya
untuk memperluas ruang bagi narasi-narasi alternatif ini menjadi
penting dalam menciptakan keseimbangan pemberitaan.

Langkah penting lainnya yang dapat diambil adalah dengan
meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat Muslim dan
non-Muslim. Literasi media memainkan peran penting dalam
membantu masyarakat memahami bias, manipulasi, dan framing
yang sering digunakan dalam pemberitaan tentang Islam. Dengan
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literasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis terhadap
informasi yang diterima, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi
yang menyudutkan agama tertentu. Upaya lain untuk memperbaiki
representasi Islam dalam media global datang melalui kerjasama
antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media
itu sendiri. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia,
pemerintah telah berperan aktif dalam mempromosikan citra Isl@
yang moderat dan damai melalui diplomasi budaya dan progfra
dialog antaragama (Bashir & Saleem, 2023). Prograrq\g?‘tid lﬁya
e

membantu meningkatkan pemahaman internas @ n\t> Islam,
tetapi juga membuka dialog yang lebih luas te isu yang
dihadapi oleh umat Muslim di seluruh d@l( itas Muslim
sendiri juga memiliki tanggung ]awa mperba1k1 citra

mereka di media global. Melalui plat os1al Muslim dari
seluruh dunia dapat berbagi cerita,C% alar& dan pandapgan yang
mencerminkan ajaran Islam ya ama@n inklusif ( n, 2021).
Dalam konteks ini, media sgsia m eri eluang bagi umat
Muslim untuk melawan éa t1f Vi serin} ikembangkan

oleh media tradisional, ginosik bnten yang lebih
autentik dan berbas@ﬁ &s ke up&MVIushm sehari-hari.

Di bebera@ega arat,(%lo Mushm telah bekerja

sama deng unt emastikan bahwa liputan

le%~ akur@ k bias. Ini termasuk melatih

1su yang berhubungan dengan

Islam Q yarak serta mendorong kehadiran lebih

@é j is Muslim d¥ruang redaksi. Kehadiran jurnalis yang

1 Islam se mendalam dapat membantu mengubah

mberltaan tentang agama Islam, yaitu dengan menawarkan

é‘pektlf yang @1 bernuansa. Selain itu, platform media alternatif

ga memainkan peran penting dalam upaya ini. Berbagai media

O\ independen telah muncul dengan tujuan memberikan pandangan

yang lebih mendalam dan seimbang tentang Islam. Media ini sering

kali berfokus pada liputan yang lebih positif tentang kontribusi

Muslim dalam berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, dan

HAM. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan dominasi

narasi negatif yang sering kali diperkuat oleh media arus utama.

n
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BADB X

MASA DEPAN HUBUNGAN ISLAM DAN é

HUBUNGAN INTERNASIONAL v
Hubungan Islam dengan komunitas int ion?@erus
mengalami perkembangan yang dinamis seirm gar@ ubahan
politik global, tantangan ekonomi, dan di itddya. Dalam

konteks ini, ada tantangan yang signiﬁkan peluang besar
untuk memperkuat interaksi yang p an é?ma Islam dan
masyarakat global. Pentingnya ker]a& adi %agal bldang?spertl
politik, ekonomi, keamanan, da’_bbu men]adl k%! dalam

memperkuat hubungan terseb{;}/ i bedaan yang ada,
upaya untuk memperkuat (@Og a'?ﬁgaﬂ\ an mpromosﬂ<an

toleransi terus menjadi a akm terbukanya
ruang bagi kerjasa obalédap arapan yang besar bahwa
dialog yang inklusi ruk%dap mperkuat hubungan
internasional s engQrong thmt duma yang lebih damai

dan berkeadi ﬁ\
\)‘@ éo (\Q, Qo
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A. Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam
Hubungan Islam dengan Komunitas Internasional

Hubungan antara Islam dan komunitas internasional
menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah stereotip
negatif yang sering disebarluaskan oleh media global. Media
sering menggambarkan Islam sebagai agama yang terkait denga
ekstremisme dan kekerasan, yang pada akhirnya mempenga L%

persepsi publik global tentang umat Muslim (Aljmed, )-
Representasi seperti ini menyebabkan ketidakpe an adap
negara-negara mayoritas Muslim dan mempe@yruk egangan
diplomatik dengan negara-negara Barat. Da Ky/ini, negara-
negara Muslim perlu bekerja keras untuk an mengubah
persepsi tersebut melalui diplomasi p da masi budaya.

Di tengah tantangan ini, t apa’@% peluang Ybagl
negara-negara Muslim untu aikifitra inteérnasional
mereka. Salah satunya adateh m %

1 di r?ragama yang
semakin berkembang di m m i ﬁrna seperti yang
diinisiasi oleh negara-négara hm @rserl %an Bangsa-Bangsa
(PBB) (Said, 2020). @ dak anya r@'ﬁ‘bantu memperbaiki
citra Islam di m api jigd ber, ribusi pada terciptanya
pemahaman ¥§j ieb ik an{ér aga an budaya. Negara-negara
seperti Indo s1a®1 M sia memainkan peran penting
dalam pr% sika rat melalui upaya diplomasi ini.

T\\tan@\ besar lainnyamuncul dari konflik politik dan militer
terjadi di Muslim, seperti yang terjadi di Timur
Ten eﬂﬁan Afrika UlQa Konflik-konflik ini sering dijadikan contoh
%‘Tedla global ¥ntuk menggambarkan ketidakstabilan di negara-
\Xg%\ra Muslim, @sklpun konteks dan akar penyebab konflik sering
ali jauh lebih kompleks. Sebagai akibatnya, upaya diplomatik
negara-negara Muslim sering kali terganggu oleh citra negatif yang
dihasilkan oleh liputan media. Meskipun demikian, beberapa negara
Muslim telah berusaha keras untuk memanfaatkan posisi mereka
sebagai kekuatan regional dalam menggalang dukungan di forum
internasional.
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Isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi fokus perhatian dalam
hubungan antara Islam dan komunitas internasional. Banyak negara
mayoritas Muslim mendapatkan kritik tajam terkait pelanggaran
HAM, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, hak perempuan,
dan hak minoritas. Kritik ini sering menjadi hambatan dalam upaya
memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara Mush
dan negara-negara Barat. Namun, negara-negara seperti Tunisia d§~
Maroko telah melakukan reformasi signifikan untuk meningkatk
perlindungan HAM dan memperbaiki hubunga h‘terné—
mereka. Ekonomi juga menjadi bidang yang pen?& tan: tetapl
sekaligus menawarkan banyak peluang bagi ne ayor1tas
Muslim. Sumber daya alam yang melim sep mmyak dan
gas, telah memberikan kekuatan eko y signifikan bagi
negara-negara seperti Arab Saudi d/g i Efpirdt Arab, meskipun

ketergantungan pada ekspor sumber aya@n membuaf eKonomi
negara-negara ini rentan ter asar giobal. Oleh
uslim

karena itu, banyak negara diversifikasi
ekonomi mereka, berm d@% é& gi, didikan, dan
sektor kreatif untuk m tergaqnt nga ada sumber daya
alam (Sulaiman, 202@ ,0~

Dalam ko § kea an, @ara- ara Muslim menghadapi
tantangan b &stre terorisme global. Negara-
negara s i P? an d@ Af stan terus berjuang melawan

kelo n@ ng mengklaim melakukan jihad
n

ata a I yang nya mempengaruhi persepsi global
sebaga1 gt yang mendukung kekerasan (Kumar,

$ uk mengat ntangan ini, kerjasama internasional dalam

hal i 1]en dan pe apggulangan terorisme telah menjadi kunci bagi

yak negara 1\@ im. Penting untuk dicatat, pendekatan keamanan
ang semata-mata berfokus pada militer terbukti tidak cukup efektif.
Oleh karena itu, banyak ahli menekankan perlunya pendekatan yang
lebih holistik, termasuk melalui pendidikan dan pembangunan sosial.

Pada saat yang sama, peluang untuk memperkuat hubungan
Islam dengan komunitas internasional muncul dari peningkatan
partisipasi negara-negara Muslim dalam organisasi-organisasi
internasional seperti PBB dan G20. Melalui partisipasi aktif ini,
negara-negara Muslim dapat menyuarakan kepentingan mereka
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dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan krisis
kemanusiaan. Keberhasilan diplomasi multilateral ini bergantung
pada kemampuan negara-negara Muslim untuk menjalin kerjasama
yang produktif dengan negara-negara lain, terutama dalam konteks
politik global yang semakin kompleks. Selain itu, diplomasi budaya
menjadi instrumen penting dalam memperbaiki citra Islam di kancah
internasional. Melalui promosi seni, sastra, dan tradisi Islam, nega§~
negara Muslim dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama{i g
kaya akan warisan budaya dan intelektual (Sardar, Obi). Beﬁp apa
inisiatif diplomasi budaya yang sukses, seperti f &1 b %a dan
pameran seni Islam, telah membantu mengubalf pexsepsi negatif
tentang Islam di negara-negara Barat. Inisiiﬁﬁ 'u@‘memperkuat
hubungan antar negara melalui peng t ]%ap kontribusi
budaya Islam bagi peradaban dunia.

.

Dalam bidang politik, kerjasdfya a negara-ne Muslim
dan komunitas internasional dan isudNsu g}@’se erti perubahan
b p

iklim dan migrasi telah ménpihjuk ezb daan ideologi
tidak selalu menjadi pe@alal‘@unt ekefjgsama. Meskipun
terdapat tantanga Q}ri segt per@ i dan politik domestik,
banyak negara Mu;bn y aktif@alam&l agai inisiatif global,
menunjukkan als dap@enj @ mitra yang konstruktif di
kancah inte @Tﬁerakw;\dala@éonteks dialog antaragama,
berbagai idistatif internasiQnal tel{g\mendorong pemahaman yang
Islam @an @’na-agama lain. Dialog ini, yang

ser'ngs ifa@asi oleh o@u asi internasional, telah membantu
\{pt arf jembatan, unikasi antara komunitas Muslim dan
non- im, yang p \akhirnya berkontribusi pada perdamaian

gl;l?h Upaya ini qu u terus diperkuat agar dapat menciptakan

ingkungan glo‘t@yang lebih inklusif dan toleran.
\4
<{)" B. Prospek Kerjasama dalam Konteks Politik, Ekonomi,
Keamanan, dan Budaya

Kerjasama antarnegara dalam konteks politik, ekonomi,
keamanan, dan budaya di dunia Islam terus berkembang meskipun
menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu faktor yang
mendorong kerjasama ini adalah kebutuhan akan stabilitas dan
perdamaian regional di tengah dinamika geopolitik yang semakin

132 | Islam dan Hubungan Internasional



Q\

kompleks. Misalnya, kerjasama politik antara negara-negara
mayoritas Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara
(Middle East and North Africa/MENA) menunjukkan bahwa isu-
isu seperti konflik Palestina-Israel, krisis Suriah, dan ketegangan
dengan Iran menjadi fokus utama dalam mempererat hubungan
diplomatik di kawasan ini (Hinnebusch, 2020). Negara-negara seperti
Qatar dan Turki memainkan peran penting dalam mediasi konﬂ'l%%
menggarisbawahi pentingnya diplomasi politik dalam me@;

perdamaian regional. S’ @

Di bidang ekonomi, prospek kerjasama aﬁ&neg@mushm
semakin cerah berkat adanya inisiatif- mlsxﬁf ekonori regional
seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) o Ekonomi dan

Komersial Islam (The Standing Committee far Ec 1c and Commercial
Cooperation/ COMCEC). Organisasi-okg nisashni berfungsi ?bagm
platform untuk mempererat hubupgan mi antarnggdya Islam,
termasuk melalui investasi bepsa per @angan bebas, dan
pengembangan teknologi. I@i’atif ?p ’§\ em@ngan ekonomi
halal yang mencakup in ri makkana smetik, dan pariwisata

menjadi contoh pei@dari aim ekQQQmi berbasis syariah
menawarkan poten sar samtébih lanjut (Khan, 2022).
Melalui pengu i«# 18}, negara-negara Muslim
dapat mem as glo mer % terutama di negara-negara
non-Mus@ mlthsopul ushm yang signifikan.

R{$da amarQn k,er ama dalam melawan terorisme dan
ismajliga rnen]adl sutama. Negara-negara Muslim seperti
@lon G?Paklstan % rab Saudi telah terlibat dalam berbagai
inisi internasionaluntuk melawan terorisme, baik di tingkat
régional maup %lobal (Shafiqg, 2021). Forum-forum keamanan
ional seperti ASEAN dan Liga Arab memfasilitasi diskusi dan
erjasama dalam mengatasi ancaman-ancaman keamanan, terutama
yang berkaitan dengan terorisme dan radikalisasi. Melalui pertukaran
informasi dan pelatihan militer bersama, negara-negara Muslim
semakin meningkatkan kapabilitas mereka dalam menanggulangi
ancaman keamanan.

Sementara itu, kerjasama budaya antarnegara Muslim juga
terus berkembang, terutama melalui diplomasi budaya dan dialog
antarbudaya. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, yang
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dikenal sebagai contoh Islam moderat, menggunakan diplomasi
budaya untuk mempromosikan Islam Nusantara sebagai bentuk
Islam yang toleran dan inklusif. Diplomasi budaya ini membantu
memperkuat citra positif Islam di dunia internasional dan
mempromosikan dialog yang lebih luas antara peradaban Islam
dan Barat. Festival budaya, pertukaran akademik, dan program
pertukaran pemuda juga menjadi sarana penting untuk memperee;é
hubungan antarnegara Muslim di berbagai bidang. \L_

Selain itu, potensi kerjasama di bidang pen 'a)/kan riset
ilmiah antara negara-negara Muslim juga memnj s ek yang
menjanjikan. Misalnya, negara-negara se t1 T 7 Iran, dan
Mesir memiliki sejarah panjang dalam pe gl Islam dan
telah menjadi pusat-pusat penting u st slam Kerjasama
antara universitas-universitas Islam& lu ma Musli apat
mendorong pertukaran ilmu eta dan tekn , serta
menciptakan ruang bagi dialoglihteléktual @ﬁtara para sarjana
Muslim (Zaman, 2020). M@luﬁ m-‘g gr bea51swa dan
pertukaran pelajar, ne = ega us ug pat memperkuat
jaringan pendidika}b bal ek@ n%q‘ a gilirannya akan
memperkaya ker]as adi Hang lgin.

,@mslatlf seperti Kawasan
f

Pada tin Val $§1\
rika Utara (MENA Free Trade

Perdagang @Qg
Area) b @]u uk n perdagangan intra-regional
dan édoro@ pert éekonoml yang lebih besar (Karim,
20&&)/ Kerjasama ini pe untuk mengurangi ketergantungan
ar&ara Musli *aa(da ekspor minyak dan gas, serta untuk

me ersifikasi ekor@ﬁu Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab

rab Saud1<5$ah memulai reformasi ekonomi yang signifikan

Vﬁtuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan beralih ke
alam hal keamanan regional, kerjasama di antara negara-negara

O di Teluk Persia menjadi penting dalam menjaga stabilitas kawasan
yang sering kali rentan terhadap konflik dan ketegangan. Meskipun

ada perbedaan politik antara negara-negara seperti Arab Saudi,
Qatar, dan Iran, kerjasama dalam hal keamanan laut dan patroli
perbatasan telah membantu menjaga kestabilan wilayah tersebut

dari ancaman eksternal (Hinnebusch, 2020). Negara-negara ini juga

telah berpartisipasi dalam inisiatif internasional seperti Koalisi Anti-
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Terorisme yang dipimpin oleh AS, meskipun dengan pendekatan
yang bervariasi tergantung pada kepentingan nasional masing-
masing.

Di samping itu, kerjasama dalam mengatasi tantangan-
tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pengungsi
menjadi area penting untuk prospek kerjasama lebih lanju
Negara-negara mayoritas Muslim, khususnya yang berad ?r
kawasan MENA, telah merasakan dampak dari perftoaha §£7m
yang melibatkan peningkatan suhu ekstrem @kek%lgan
air (Ahmed, 2020). Kerjasama dalam hal enefgiterb an dan
manajemen sumber daya alam di kawasan-ini Mdi sangat
penting untuk menjaga keberlanjutan ekqQriomi lingkungan.
Negara-negara seperti Maroko dan UniEfirat QB telah memimpin
dalam pengembangan energi surya&l n hanya mefi¥bantu
mengurangi ketergantungan pad@ﬁny@ tapi juga n@tiptakan
peluang kerjasama ekonomi yan ar% ‘\@’

LN
*

.

Kerjasama dalam ata risis{ée g gm juga menjadi
penting, terutama di kdwasan_yang t%g)l@la dampak konflik seperti

Suriah, Yaman, da@ ghafiistan. ara-’@g"ara Muslim seperti

Turki dan Yordaniagela r&am@@utqﬁengungsi dan berperan

aktif dalam fo§lg|—f int@ sional, untuk mencari solusi bagi

krisis kem@ iaar&\/lee?@i kerjasama dengan lembaga-lembaga
an

P

internasional s ?’ﬁ ite Palang Merah Internasional,

nega@egar\@ushm apat memperkuat solidaritas internasional

daannenin atkan kapagitas mereka dalam menangani krisis
anysiaan. N

%T bidang budaya, kerjasama lebih lanjut antara negara-
\ﬁ;ra Muslim @am mempromosikan warisan budaya Islam juga
N erupakan prospek yang menjanjikan. Melalui pameran seni Islam,
pertukaran budaya, dan festival budaya internasional, negara-
negara Muslim dapat mempromosikan citra positif Islam di dunia
internasional. Diplomasi budaya ini membantu melawan stereotip
negatif tentang Islam yang sering muncul di media global, serta
mendorong dialog yang lebih luas antara dunia Muslim dan Barat.
Di bidang ekonomi, pengembangan sektor teknologi dan inovasi juga
membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Negara-negara Muslim
seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab telah berinvestasi

Islam dan Hubungan Internasional | 135



besar dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di
pasar global. Melalui kemitraan teknologi dengan negara-negara
lain, negara-negara Muslim dapat mendorong inovasi, menciptakan
lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Pada akhirnya, kerjasama yang lebih erat dalam konteks po it?r
ekonomi, keamanan, dan budaya di antara negara-nWra im
akan membantu memperkuat posisi di kancah l. Taptangan
seperti konflik regional, ketidakstabilan politik{ gan ke{bakadilan
ekonomi memang masih ada, tetapi melalu'&ﬁirrjas \s/yang lebih
kuat, negara-negara Muslim dapat me asi h' atan ini dan
menciptakan masa depan yang leb1h jahtera. Dengan
memanfaatkan potensi ekonomi, p& dé? udaya seca eb1h
maksimal, negara-negara Muslim %a m i peluang r untuk
menjadi aktor utama dalam tata g@ a&@érus berubah

C. Harapan untu ﬁp lgl)cltD ;'agama,
Toleransi, da@& % q %Masa Depan

Harapan u me%’ rku aragama, toleransi, dan
kerjasama gl elevan dalam menghadapi
tantangan g se pleks Dalam konteks global
yang olayi antaragama dipandang sebagai
salah\g @@ fekti un ukvmencegah konflik berbasis agama

orong tolera §l—yang lebih luas. Banyak negara dan

@am internasi telah memfasilitasi dialog antaragama
seb bagian dan u %a diplomasi budaya dan perdamaian. Dialog
agama ber s1 sebagai sarana untuk mendekatkan berbagai

?rnumtas dengan latar belakang agama yang berbeda, mengurangi
O\ kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan.

Sebagai contoh, inisiatif dialog antaragama yang diselenggarakan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Alliance of Civilizations
merupakan salah satu bentuk kerjasama global yang menargetkan
upaya pencegahan ekstremisme berbasis agama. Program ini
mempromosikan dialog antarbudaya dan antaragama untuk
membangun rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok
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agama. Selain itu, program ini juga berfokus pada pendidikan dan
kebijakan publik yang mendukung inklusivitas dan pluralisme.
Inisiatif seperti ini memberikan harapan bahwa dialog antaragama
dapat menjadi pilar penting dalam menjaga perdamaian global di
masa depan. Beberapa negara dengan populasi beragam secara agama
seperti Indonesia, Malaysia, dan India juga telah mengembangkan
berbagai platform dialog antaragama. Di Indonesia, misaln a%
melalui organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI &r;
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dialog antara i dil

secara terstruktur untuk mengatasi isu-isu sosial )@ erk %engan
agama (Effendy, 2018). Inisiatif ini telah terbukti usi pada
peningkatan toleransi antarumat beragamya, sertQ'memperkuat
stabilitas sosial dalam masyarakat yang . Q)

Harapan untuk memperkuat tol&@h a juga dldor% oleh
perkembangan di bidang pendidiRen. K?\ulum pendi n yang
berbasis pada nilai-nilai toleranq/da i ](®g dapat membantu
generasi muda untuk 1eb1l‘®éma p gn Qfe’rjasama dan
saling menghormati di an' ber ma Pendidikan
lintas budaya yang ga]a n‘e aragaman agama

dan keyakinan da n p g dalam membentuk
persepsi yang lé lé@a nitas agama lain (Ali &
a n

Bagir, 2020), idikan tentang pluralisme
agama t di kal(‘ke da kurikulum sekolah sebagai
bagia u un e radikalisasi dan meningkatkan
diaQ/ nt ma. ’\

é@hanya dal /\pendldﬂ(an formal, dialog antaragama
juga~semakin dlfasﬂ si melalui platform digital. Internet telah
buka ruan@&ru untuk dialog antaragama yang melibatkan
?‘rtlslpasa masyaYakat lintas negara dan budaya. Media sosial, blog,
\ dan forum online memberikan akses langsung bagi individu untuk
Q berdiskusi tentang berbagai isu agama dalam lingkungan yang lebih
informal. Meskipun ada risiko penyebaran disinformasi, jika dikelola
dengan baik, platform ini dapat menjadi alat yang kuat untuk
mempromosikan dialog antaragama yang konstruktif dan toleran
(Bunt, 2018).

Islam dan Hubungan Internasional | 137



Selain itu, dialog antaragama juga berpotensi menjadi
mekanisme yang efektif dalam mengatasi konflik berbasis agama.
Banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia didasari oleh
perbedaan agama dan keyakinan. Dialog antaragama dapat berfungsi
sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan, mempromosikan
rekonsiliasi, dan membuka jalan bagi penyelesaian damai. Sebagai
contoh, dialog antaragama telah memainkan peran penting dalaﬁé
upaya rekonsiliasi di beberapa negara yang dilanda konﬂ1k s ti
Irak, Nigeria, dan Myanmar (Ostien, 2020). Dalam ks 1169 ara
pemimpin agama berperan sebagai mediator u}i/ me a5111ta51
dialog antara kelompok yang berkonflik.

Di masa depan, harapan untuk me uat §]~asama global
dalam konteks dialog antaragama dan t nsi in besar dengan
adanya dukungan dari berbagai orgaﬁl asi 1 51ona1 Or isasi

seperti The World Council of Churcl% The @ﬁmc Educatzo»%\ﬁcientiﬁc

and Cultural Organization ( ISE n Tk@htzfzc uncil for
Interreligious Dialogue tela@ﬁem %}bag fsiatif global
engatasi isu-isu

untuk memprom051kan

seperti ekstremisme ntoléém( aert 20 9). Partisipasi aktif
dari lembaga-lembagd kea aan rakat sipil global juga
menjadi faktor@\ltm lamq&ma f&an keberlanjutan dialog
antaragama (@1&13&1 @)an %

Ha erkWﬁ@ ialog antaragama tidak hanya
berfokus padgz eoLo , tetapi juga mencakup dimensi-
d1W51 SO pohtlk dﬂ.}konomi. Dalam konteks sosial, dialog

ara a bertujuan uptuk meningkatkan pemahaman di antara
ber 1 komunitas agama tentang isu-isu seperti keadilan sosial,
késetaraan, da M. Dalam konteks politik, dialog antaragama

?ﬁpat membanti mengurangi polarisasi politik yang sering kali
\\/diperparah oleh perbedaan agama. Sementara dalam konteks
O ekonomi, dialog antaragama dapat mendorong kerjasama ekonomi
yang lebih inklusif, yang mengedepankan prinsip keadilan ekonomi

dan kesejahteraan bersama (Abu-Nimer, 2018).

Dialog antaragama juga relevan dalam konteks globalisasi,
di mana migrasi dan mobilitas antarbangsa semakin meningkat.
Dengan meningkatnya interaksi antarbudaya, kebutuhan akan dialog
antaragama semakin mendesak. Banyak negara saat ini memiliki

138 | Islam dan Hubungan Internasional



Q\

populasi yang beragam secara agama, dan dialog antaragama dapat
membantu mengatasi tantangan yang timbul dari multikulturalisme.
Harapan untuk memperkuat dialog antaragama dalam konteks ini
adalah agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai
di tengah perbedaan agama yang ada.

Upaya memperkuat dialog antaragama juga dapat dlperlu
ke ranah kebijakan publik. Pembuat kebijakan di berbagai n
diharapkan dapat mendukung inisiatif dialog antara&ama %\é
menyediakan kerangka hukum yang kondum@g asan
beragama dan berkeyakinan. Beberapa negar ah n@gadopm
undang-undang yang melindungi hak- hak@ Mgama dan
memfasilitasi dialog lintas agama seba ari kebijakan
domestik mereka (Gunn, 2019). Dalam? ni, %\ermtah memiliki
peran penting dalam memast1ka& 1alog antalvgama
didukung oleh kebijakan yang adiPdan i

Tantangan utama d%@ me @Kua@s% %n{éragama di

masa depan adalah men mis an intoleransi.
Ekstremisme agama s 2@ hambatan terbesar bagi
upaya membangun @ra %'%ma a@a’l“agama Oleh karena
itu, dialog anta ama rateg1 untuk melawan
narasi ekstren@ 1ng élpulam ajaran agama untuk
tujuan kel\}y an p p1 r@éma memiliki peran krusial
untuk an menolak ideologi kekerasan
rusal@shm ain itu, harapan untuk memperkuat
dia@g anta ama di mas&@épan juga terletak pada partisipasi aktif
m a. Generasjfntda memiliki potensi besar untuk menjadi
agen.perubahan daﬁ mempromosikan toleransi dan dialog
a agama. M@&ll platform digital, program pendidikan, dan
glatan lintas budaya, generasi muda dapat terlibat secara langsung
dalam upaya memperkuat kerjasama antaragama. Keterlibatan ini
sangat penting untuk memastikan bahwa dialog antaragama terus
berlanjut dan berkembang di masa depan.

Sebagai tambahan, harapan untuk memperkuat dialog
antaragama juga mencakup kolaborasi antara komunitas agama
dengan sektor swasta. Banyak perusahaan global saat ini terlibat dalam
program-program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CSR) yang mempromosikan dialog lintas agama dan
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